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BABIV 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Kota Tual 

1. Letak Geografis dan Batas Wilayah 

Kota Tual terletak antara 5° sampai 6,5° Lintang Selatan dan 131° sarnpai 

133,5° Bujur Timur. Secara geografis, Kota Tual dibatasi antara lain oleh 

Kecamatan Pulau-pulau Kei Kecil di sebelah selatan, Laut Banda di sebelah utara, 

Selat Nerong Kabupaten Maluk.u Tenggara di sebelah timur, dan Laut Banda di 

sebelah barat (sumber data: BPS Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012). 

2. Luas Wilayah 

Luas wilayah Kota Tual ±I9.088,29 Km2 dengan luas daratan ±352,29 

Km2 atau 1,34% dan luas perairannya ±18.736 Km2 atau 98,66%. Kota Tual 

terdiri dari 66 ( enam puluh enam) pulau dan meliputi 3 (tiga) gugusan pulau yaitu: 

gugus pulau-pulau Kur, gugus pulau Tayando Tam, dan gugus pulau Dullah 

(sumber data: BPS Kabupaten Maluk.u Tenggara Tahun 2012). 

3. Kondisi Pemerintahan 

a. Wilayah Administrasi Pemerintaban 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 26 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Kecamatan Kur Selatan di Kota Tual, wilayah 

administrasi Kota Tual mengalami perubahan Kecamatan dan Kelurahan yang 

terbagi menjadi 5 Kecamatan, 26 Desa, 3 Kelurahan, dan II Dusun dengan 

rincian sebagaimana Tabei4.I berikut. 
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Tabel4.1 Jumlah Kecamatan, Desa, Kelurahan dan Dusun di Kota 
Tual Tahun 2012 

Kec. Pulau DuUah Kec. Pulau Dullab 
Kec. Tayando Tam Kec. P.p Kur Kec. Kur Selatu Utara Selatan 

Jbu Kota : Namser lbu Kola: Wearhir /bukoto: Tayando lbu Kota: Tubyal lbu Kola: Warkar 
ram tel 

I. Desa Fiditan I. Desa Tual I. Desa I. Desa Kamear I. Desa Kanan. 
2. Desa Ohoitel 2. DesaTaar Tamngurhir 2. Desa 2. Desa Warkar 
3. Desa Dullah 3. Kel. Lodar El 2. Desa Tayando Lokwirin 3. Desa Yapas 

Laut 4. Kel. Ketsoblak Yamtel 3. Desa 4. Desa Rumoin 
4. DesaDul1ah 5. Kel. Masrum 3. Ot'Sa Tayando Finualen 5. Desa Hirit 
5. Desa Ngadi 6. Dusun P. lh Yamru 4. Desa Tubyal 6. Desa Mangur 
6. Desa Lebetawi 7. Dusun Mangoo 4. Desa Tayando 5. Desa Sermaf Niela 
7. Desa Tamedan 8. Dusun Fair langgiar 7. Desa Mangur 
8. Desa Ohoitahit 9. DusunDumar 5. Desa Tayando Tiflen 
9. Dusun Watran Ohoiel 8 Dusun Fitarlor 
10. Dusun 6 DusunTam 9 Dusur. Pasir 

Lairkamor Ohoitom Panjang 
II Ohoitel 10. Dusun Fadol 

Relokasi 

Sumber Data: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemenntaban Desa 
(BPMPD) Kota Tual Tabun 2013 

b. Sumber Daya Manusia di Pemerintahan 

Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Tual per 30 Desember 2011 

sejumlah 1.925 orang, berdasarkan go1ongan dan pendidikan dapat dilihat 

pada Tabel4.2 dan Tabel 4.3 berikut. 

Tabel4.2 Jumlah PNS berdasarkan Golongan di Kota Tual Tahun 2012 

Go Iongan PNS (Orang) 

I 8 

II 657 

III 926 

IV 334 

Jumlah 1.925 

Sumber Data: Badan KepegawaJan Daerah (BKD) Kota Tual Tahun 2012 
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Tabel4.3 Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kota 
Tual Tahun 2012 

Tingkat Pendidikan PNS (Orang) 

SD 0 

SLTP 5 

SLTA 256 

D1 61 

D2 190 

D3 185 

D-IV 5 

S-1 1.182 

S-2 35 

S-3 6 

Jumlah 1.925 
.. 

Surnber Data: Brro Pusat StatiStik (BPS) Kabupaten Ma1uku Tenggara Tahun 
2012 

Jarak pusat perturnbuhan dan pernerintahan dengan wi1ayah 1ainnya dalarn 

suatu pernerintahan rnenjadi fokus perhatian guna rnenjawab perrnasalahan 

rentang kendali pelayanan kepada rnasyarakat seternpat. Hal ini dirnaklurni karena 

terkadang rnasyarakat yang tinggal jauh dari ibukota pernerintahan dalarn praktik 

penyelenggaraan pernerintahan sulit rnengakses pelayanan yang ada. Adapun 

jarak Kota Tual dengan ibukota provinsi serta ibukota kecarnatan dapat dilihat 

pada Tabel4.4 berikut. 
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Tabel4.4 Jarak Kota Tual dengan Ibukota Provinsi serta Ibukota 
Kecamatan 

Nama Kota 
Jarak 

Km MilLaut 
Tual- Ambon 550,45 297,22 

Tubval 87,59 47,30 
Yamtel 45,42 24,53 
Dullab Darat 9,09 4,91 

Sumber Data: BPS Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 

4. Kondisi Demografis 

Masyarakat atau penduduk memegang peran penting dalam 

pengembangan wilayab. Masyarakat merupakan pelaku pengembangan wilayab 

bersama-sama dengan pemerintah dan pelaku usaha (pihak swasta). Peran serta 

masyarakat dapat berupa gagasan, tenaga dan materi bahkan sebagai pengawas 

jalannya proses pengembangan wilayah. 

Kota Tual sebagai daerab pemekaran dari Kabupaten Maluku Tenggara 

mengalami perkembangan pesat dalam penyebaran penduduk sejak tahun 2000. 

Jumlah penduduk Kota Tual berdasarkan basil sensus penduduk 2000 sebanyak 

38.194 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 108 orang per km2
. Laju 

pertumbuban penduduk sebesar 4,3%. Tahun 2010 jumlab penduduk meningkat 

mencapai 58.082 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 164 orang per 

km2 (Sumber Data: BPS Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012). 

Berdasarkan basil proyeksi, jumlah penduduk Kota Tual tahun 2011 

meningkat menjadi 59.690 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 169 

orang per km2
• Jumlab penduduk laki-laki tercatat sebanyak 29.339 jiwa dan 

perempuan 30.351 jiwa yang tersebar pada empat kecamatan yakni Kecamatan 

Pulau-pulau Kur, Kecamatan Tayando Tam, Kecamatan Dullab Utara, dan 
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Kecarnatan Dullah Selatan. Jurnlah penduduk terbanyak terdapat pada Kecarnatan 

Dullah Selatan yakni sebanyak 34.091 jiwa dan terkecil terdapat pada Kecarnatan 

Pulau-pulau Kur yakni sebanyak 5.032 jiwa. 

Jurnlah penduduk pada tahun 2012 sesuai data Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kota Tual sebanyak 61.503 jiwa. Adapun jurnlah penduduk Kota 

Tual rnenurut jenis kelarnin dan kecarnatan pada tahun 20 I 0 sarnpai dengan tahun 

2011 dapat dilihat pada Tabel4.5 berikut. 

Tabel4.5 Jumlah Penduduk Kota Tual menurut Jenis kelamin 
dan Kecamatan Tahun 2010-2011 

No. Kecamatan 
2010 2011 

L p J L p J 
I. P. P. Kur 2.366 2.529 4.895 2.410 . 2.622 5.032 
2. Tavando Tarn 2.643 2.805 5.448 2.692 2.908 5.600 
3. Dullah Utara 7.199 7.365 14.564 7.333 7.635 14.968 
4. Dullah Se1atan 16.595 16.580 33.175 16.904 17.187 34.091 

Jumlah 28.803 29.279 58.082 29.339 30.351 59.690 
Surnber Data: BPS Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 

Berdasarkan Tabe14.5 diketahui jurnlah penduduk terbanyak terdapat pada 

Kecarnatan Dullah Selatan. Hal ini disebabkan Kecarnatan Dullah Selatan 

rnerupakan pusat pernerintahan dan pusat perdagangan. Selain itu pada kecarnatan 

ini juga terdapat pelabuhan !aut yang rnelayani pelayaran dari Jawa, Sulawesi 

rnelalui Ambon serta pelabuhan peti kernas. 

5. Kondisi Laban dan Produksi tiap Kecamatan di Kota Tua1 

Berbagai cara yang dapat diterapkan dalarn pengernbangan wilayah 

sebagai upaya harrnonisasi perkernbangan suatu wilayah, diantaranya rnelalui 

pengernbangan sektoraL Upaya pengernbangan sektoral dirnaksud rnengacu pada 

sektor-sektor pernbangunan daerah yang diyakini rnarnpu rnenunjang percepatan 

pernbangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan rnasyarakat. 
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Berdasarkan kondisi potensi di semua wilayah kecamatan menunjukkan 

adanya peluang-peluang untuk pengembangan sektor potensial, diantaranya 

kondisi laban dan produksi tiap kecamatan di Kota Tual. Adapun kondisi laban 

dan produksi tiap kecamatan di Kota Tual tahun 2011 seperti pada Tabel 4.6 

berikut. 

No. 

I. 

2. 

3. 

Tabel4.6 Kondisi Laban dan Produksi tiap Kecamatan di 
Kota Tual Tahun 2011 

Luas Laban Jumlab Produksi 
Lua1 Jumlah (Ha) (Ha/Ekor/Ton) 

Kecamatan Wilanh Penduduk Laban lain 
Tanaman 

Teraak 
(~') (Ji"·a) Pertanian yang 

Pangan dan lkan Laut 
diusabakaa u...,.., 

P.P. Kur 55.22 5.032 2.458 1.148 247.8 Ton 5.117 1.207,8 Ton & 
Ekor Nilai Produksl 

Rp. 
12.139.050.000 

TayandoTam 69,07 5.600 4.919 633 218.1 Ton 25.898 2.907,8 Ton & 
Ekm Nilai Produksi 

Rp. 
14.539.112.000 

Dullah Utara 70,85 14.967 1.025 1.362,6 1.221.4 Too 2.555 3.082,6 Ton & 
Ekoo- Nilai Produksi 

Rp. 
16.958.150.000 

4. Dullah Selatan 51,99 34.092 880 1.670 512.08 Ton 6.283 17.278,2Ton&, 
Nilai Produksi ! Ekm 

Rp.; 
95.o27.35o.ooo I 

Jumlah 247,13 59.691 9.282 4.813,6 2.199,38 39.853 
Ton Ekoo-

Sumber Data: Dmas Pertaman dan Kehutanan & Dmas Kelautan dan Perikanan 
Kota Tual ( diolah) 

Kecamatan Dullah Selatan memiliki jumlah penduduk terbanyak 

(57,11 %) dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Kecamatan Dullah Utara 

memiliki luas wilayah yang paling banyak berproduktif dari luas laban pertanian 

(II ,04%) dan luas laban lain yang diusahakan (28,31 %). 

Kecamatan Tayando Tam yang memiliki luas wilayah terluas kedua dan 

jumlah penduduk yang sedikit, akan tetapi luas wilayah tersebut sangat sedikit 

laban yang produktif dalam pertanian dan laban lain yang diusahakan. Kondisi 

i 
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wilayah Tayando Tam berupa dataran yang terletak: pada ketinggian 0-84 meter di 

atas permukaan !aut. 

B. Pengembangan wilayah Kota Tual sebagai Daerah Otonom Barn 

Gambaran kondisi pengembangan wilayah Kota Tual setelah pemekaran 

dalam penelitian ini dianalisis berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonorni Kota 

Tual dari tahun 2009-2012 dan kontribusi masing-masing sektor dalam 

menunJang pembangunan ekonorni di Kota Tual. Selain itu analisis juga 

dilak:ukan lerhadap peran pemerinlah daerah Kola Tual, pelaku usaha ( swasla ), 

dan masyarak:at dalam pengembangan wilayah. 

Perkembangan ekonorni mak:ro di Kola Tual sampai dengan lahun 2012 

secara umum menunjukkan kecenderungan positi£ Stabililas ekonorni makro 

sebagaimana dimak:sud nampak: dari gelial aktifitas perekonornian yang semakin 

maju dan menyentuh langsung pada perkembangan sektor riil. Peningkalan 

ak:lifilas perekonornian di Kola Tual yang demikian secara langsung berdampak: 

pada lingkat perekonomian masyarak:at Kota Tual yang nampak: pada lingkal 

pertumbuhan ekonorni dan besaran Produk Domestik Regional Brulo Kola Tual. 

PDRB Kota Tual menurul Lapangan Usaha Alas Dasar Harga Berlak:u 

Tahun 2012 tercalat sebesar 392.890,19 juta rupiah. Bila dibandingkan dengan 

Tahun 2011 yang lercalal sebesar 329.084,20 juta rupiah mak:a lerdapat kenaikan 

sebesar 63.805,99 jula rupiah alau 19,39 %. PDRB Kota Tual Tahun 2012 atas 

dasar Harga Konslan 2000 tercalal sebesar 170.742,08 juta rupiah, sedangkan 

tahun 2011 tercalat sebesar 157.693,47 jula rupiah atau naik sebesar 8,27% dari 

keadaan perekonornian tahun 20 II. 
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Se1ama kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, 

perekonomian Kota Tual dapat dikatakan berkernbang cukup pesat. Kondisi ini 

ditunjukkan o1eh besaran ni1ai PDRB atas dasar harga konstan yang terus 

meningkat sejak tahun 2009 hingga 2012. Se1ama periode tersebut, Kota Tua1 

menga1ami pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,46% per tahun. Laju pertumbuhan 

PDRB Kota Tual tahun 2012 atas dasar harga konstan 2000 adalah sebesar 8,27%, 

menga1ami percepatanjika dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2011 sebesar 

6,23% dan tahun 2010 sebesar 5,90%. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Tua1 

se1ama tahun 2009-2012 dapat di1ihat pada gambar 4.1 berikut. 

Gambar 4.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tual (%) Tahun 2009-2012 

Agregasi dari laju pertumbuhan ekonomi tiap-tiap sektor menggambarkan 

laju pertumbuhan ekonomi daerah secara kese1uruhan. Laju pertumbuhan 

ekonomi Kota Tua1 Tahun 2012 yang sebesar 8,27% tersebut, memiliki 

pertumbuhan sektora1 dengan kisaran antara 2,98-9,94% dan secara rata-rata 1aju 

pertumbuhannya cukup stabil. 
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Kisaran pertumbuhan yang cukup besar tersebut menunjukkan bahwa ada 

beberapa sektor yang tumbuh cukup pesat sementara ada sektor lain yang 

pertumbuhannya lambat meskipun secara agregat pertumbuhan ekonominya 

relatif stabil. Secara rinci pertumbuhan ekonomi sektoral Kota Tual dapat dilihat 

pada Tabel 4. 7 berikut. 

Tabel4.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kota Tual 
Tahun 2009-2012 

No. Lapanl!,an Usaha 2009 2010 2011 2012 
I. Pertanian 3,53 6,30 6,72 8,24 
2. Pertambangan & Penggalian 6,48 11,97 8,41 9,11 
3. lndustri Pengolahan 6,19 2,61 8,82 9,03 
4. Listrik, Gas & Air Bersih I, 71 5,37 5,74 6,11 
5. Bangunan 7,97 39,94 7,57 7,52 
6. Perdagangan, Hotel & Restoran 6,96 5,47 6,13 9,94 
7. Pengangkutan dan Komunikasi 3,11 3,94 4,04 5,22 
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa 3,30 2,02 2,70 2,98 

Perusahaan 
9. Jasa- jasa 7,14 4,47 6,32 6,67 

Total 5,44 5,90 6,23 8,27 
Sumber Data: BPS Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 

Berdasarkan Tabel 4. 7 diketahui bahwa sektor perdagangan, hotel dan 

restoran meningkat secara signifikan pada tahun 2012 sebesar 9,94%, sehingga 

dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Kota Tual didorong 

oleh pertumbuhan sektor Perdagangan. Hal ini dikarenakan kontribusi Atas Dasar 

Harga Konstan (ADHK) sektor ini sebesar 36,51%, yang berarti bahwa kenaikan 

sebesar 9,94% secara riil menambah nilai PDRB Konstan secara signiflkan (Rp. 

5.635,19 juta). Peningkatan sektor perdagangan ini diantaranya didorong oleh 

upaya Pemerintah Daerah Kota Tual melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 

Informatika yang berkoordinasi terus menerus dengan Dinas Perhubungan 

Provinsi Maluku dan Kementrian Perhubungan yang secara bersama-sama telah 

menetapkan pelabuhan Tual sebagai pelabuhan transmiter untuk wilayah selatan 
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K.isaran perturnbuhan yang cukup besar tersebut menunjukkan bahwa ada 

beberapa sektor yang tumbuh cukup pesat sementara ada sektor lain yang 

perturnbuhannya lambat meskipun secara agregat perturnbuhan ekonominya 

relatif stabil. Secara rinci pertumbuhan ekonomi sektoral Kota Tual dapat dilihat 

pada Tabel4. 7 berikut. 

No. 
I. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

9. 

Tabel4.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kota Tual 
Tahun 2009-2012 

Lap_angan Usaha 2009 2010 2011 2012 
Pertanian 3,53 6,30 6,72 8,24 
Pertambangan & Penggalian 6,48 11,97 8,41 9,11 
Industri Pengolahan 6,19 2,61 8,82 9,03 
Listrik, Gas & Air Bersih I ,71 5,37 5,74 6,11 
Bangunan 7,97 39,94 7,57 7,52 
Perdagangan, Hotel & Restoran 6,96 5,47 6,13 9,94 
Pengangkutan dan Komunikasi 3,11 3,94 4,04 5,22 
Keuangan, Persewaan dan Jasa 3,30 2,02 2,70 2,98 
Perusahaan 
Jasa- jasa 7,14 4,47 6,32 6,67 

Total 5,44 5,90 6,23 8,27 
Sumber Data: BPS Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 

Berdasarkan Tabel 4. 7 diketahui bahwa sektor perdagangan, hotel dan 

restoran meningkat secara signifikan pada tahun 2012 sebesar 9,94%, sehingga 

dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Kota Tual didorong 

oleh pertumbuhan sektor Perdagangan. Hal ini dikarenakan kontribusi Alas Dasar 

Harga Konstan (ADHK) sektor ini sebesar 36,51%, yang berarti bahwa kenaikan 

sebesar 9,94% secara riil menambah nilai PDRB Konstan secara signifikan (Rp. 

5.635,19 juta). Peningkatan sektor perdagangan ini diantaranya didorong oleh 

upaya Pemerintah Daerah Kota Tual melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 

Informatika yang berkoordinasi terus menerus dengan Dinas Perhubungan 

Provinsi Maluku dan Kementrian Perhubungan yang secara bersama-sama telah 

menetapkan pelabuhan Tual sebagai pelabuhan transmiter untuk wilayah selatan 
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Maluku, Papua dan Papua Barat. Pelabuhan Tual ini melayani melayani rute 

pelayaran Jawa-Sulawesi-Maluku-Papua juga merupakan pelabuhan peti kemas. 

Selain itu, guna menjangkau wilayah-wilayah yang sebelum pemekaran terisolir 

seperti Kecamatan Pulau-pulau Kur dan Kecamatan Tayando Tam dalam upaya 

pendistribusian hasil alam masyarakat ke Kota Tual, maka melalui koordinasi 

dengan Kementrian Perhubungan pada tahun 2012 telah tersedia tiga unit kapal 

ferry dengan frekuensi pelayaran dua kali seminggu dengan rute Tual-Tayando-

Kur pulang pergi. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Kepala Dinas 

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika pada tanggal II Juni 2013 sebagai 

berikut. 

"Kami terus melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi 
Maluku dan Kementrian Perhubungan RI dan outputnya telah 
ditetapkannya Pelabuhan Tual sebagai Pelabuhan Transmitter untuk 
wilayah selatan Maluku, Papua dan Papua Barat. Pelabuhan Tual ini 
melayani rute pelayaran Jawa-Sulawesi-Maluku-Papua juga merupakan 
pelabuhan peti kemas. Tentunya hal ini karni lakukan dengan tujuan untuk 
lebih mendukung perkembangan sektor perdagangan di Kota Tual. Kami 
yakin bahwa dengan tersedianya pelabuhan ini semakin menjadikan Kota 
Tual sebagai wilayah strategis perdagangan khususnya di wilayah selatan 
Maluku, Papua dan Papua Barat. Pengadaan tiga unit kapal ferry dengan 
frekuensi pelayaran dua kali seminggu dengan rute Tual-Tayando-Kur 
pulang pergi, hasil koordinasi intensif dengan Dinas Perhubungan Provinsi 
Maluku dan Kementrian Perhubungan RI juga merupakan upaya positif 
dinas kami yang pada kenyataannya telah mampu menjangkau wilayah
wilayah yang sebelum pemekaran terisolir seperti Kecamatan Pulau-pulau 
Kur dan Kecamatan Tayando Tam juga sangat membantu rnasyarakat 
setempat dalam upaya pendistribusian hasil alarnnya ke Kota Tual". 

Hasil observasi penelitian pada tanggal 15 sampai dengan 16 Juli 2013 

juga menggambarkan aktifitas pelabuhan Tual yang melayani pelayaran kapal 

Pelni dari Jawa-Sulawesi-Ambon-Tuai-Papua dan Papua Barat serta aktifitas 

bongkar muat barang. Dukungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tual 

dalam pengembangan sektor perdagangan di Kota Tual narnpak melalui hasil 
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wawancara dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tual pada 

tanggal 18 Juni 2013 sebagai berikut. 

"Guna mendukung dan memperlancar jaringan distnbusi perdagangan atau 
kemampuan mengakses pasar untuk lebih mendukung perkembangan 
sektor perdagangan secara umum di Kota Tual yang juga merupakan 
leading sector dalam RPJMD Kota Tual Tahun 2009-2013, maka upaya 
yang telah kami lakukan diantaranya melalui koordinasi dengan Dinas 
Perbubungan, Komunikasi dan lnformatika Kota Tual dalam rangka 
penyediaan sarana prasarana transportasi untuk memperlancar akses 
perdagangan basil alam masyarakat khususnya yang berdomisili di 
Kecamatan Pulau-pulau Kur dan Kecamatan Tayando Tam menuju pasar 
Masrum dan pasar Lodar El di pusat Kota Tual serta pembangunan 
beberapa pasar diantaranya pasar Masrum dan pasar Lodar El sumber dana 
APBD Kota Tual serta pasar tradisional dengan sumber dana Kementerian 
Perdagangan Rl, yang letaknya berdekatan dengan pelabuban Tual. Selain 
itu untuk mendukung perkembangan sektor perdagangan secara umum 
dilakukan penyederbanaan proses pendirian usaha perdagangan, 
pengembangan kemitraan dengan para pedagang sebagai upaya 
pemberdayaan usaba mikro, kecil, dan menengah, serta peningkatan 
pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa dalam rangka 
perlindungan konsumen.". 

Berdasarkan basil wawancara di atas maka pengembangan sektor 

perdagangan di Kota Tual juga sangat ditentukan oleb peran Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan Kota Tual melalui upaya pembangunan beberapa pasar 

diantaranya pasar Masrum dan pasar Lodar El yang letaknya berdekatan dengan 

pelabuban Tual, penyederbanaan proses pendirian usaba perdagangan, dan 

pengembangan kemitraan dengan para pedagang sebagai upaya pemberdayaan 

usaba mikro, kecil, dan menengah, peningkatan pengawasan terbadap peredaran 

barang dan jasa dalam rangka perlindungan konsumen serta koordinasi dengan 

Dinas Perbubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tual dalam rangka 

memperlancar akses perdagangan basil alam masyarakat kbususnya yang 

berdomisili di Kecamatan Pulau-pulau Kur dan Kecamatan Tayando Tam menuju 

pasar Masrum dan pasar Lodar EI di pusat Kota Tual. 
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Pertumbuhan sektor-sektor primer dan sekunder pada tahun 2012 cukup 

stabil, jika dibandingkan dengan tahun 2011 dan cenderung mengalami 

percepatan. Pertumbuhan sektor-sektor tersier mengalami kenaikan. Sektor 

perdagangan, hotel dan restoran meningkat 3,81%, sektor pengangkutan dan 

komunikasi meningkat sebesar I, 18%, sektor keuangan, persewaaan dan jasa 

perusahaan 0,28% dan sektor jasa-jasa 0,35% dari tahun 2011. Namun demikian 

sub sektor tanaman perkebunan, peternakan, dan kehutanan peningkatannya tidak 

signifJkan. Hal ini bertolak belakang dengan kenyataan bahwa Kota Tual memiliki 

Jahan perkebunan, peternakan, dan kehutanan yang luas dan memungkinkan 

pengembangannya. Selain itu sub sektor tanaman perkebunan, peternakan, dan 

kehutanan secara nyata berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 

Kota Tual jika dikelola dengan baik. 

Kontribusi sektor industri pengolahan meningkat tajam 6,42% dari tahun 

2010 sebesar 2,61% menjadi 9,03% di tahun 2012. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tual diketahui bahwa 

peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan bagi perekonomian daerah 

Kota Tual karena telah ditetapkannya zona atau kawasan pengembangan industri 

di Kota Tual oleh Pemerintah Kota Tual serta secara bersama-sama dengan 

Kementrian Perindustrian telah menetapkan Kompetensi Inti Industri Daerah 

dalam hal ini pengolahan rumput !aut menjadi tepung karagenan juga penetapan 

Kota Tual sebagai pusat pengembangan inovasi rumput !aut Maluku. Selain itu, 

pembangunan cold storage dan depo rumput !aut di Desa Labetawi Kecamatan 

Dullah Utara dan pengembangan ruang lingkup usaha Perusahan Pengalengan 

Ikan PT. Maritim Timur Jaya yang berlokasi di Desa Ngadi Kecamatan Dullah 

16/42098.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



86 

Utara dengan pasar ekspor sampai ke Iuar negeri dan telab rnarnpu 

rnernperkerjakan banyak karyawan, dipandang rnerupakan upaya positif 

pengernbangan wilayah Kota Tual dari sektor industri pengolahan. Berikut basil 

wawancara dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tual. 

"Perkernbangan industri di Kota Tual khususnya sektor industri 
pengolahan yang terus meningkat dan tentunya rnernberikan kontribusi 
signifikan bagi perekonornian daerah Kota Tual Iebih dikarenakan adanya 
upaya Pernerintah Kota Tual rnelalui penetapan zona atau kawasan 
pengernbangan industri dan bersama-sama dengan Kernentrian 
Perindustrian telab menetapkan Kornpetensi Inti Industri Daerah dengan 
lingkup pengolahan rurnput laut rnenjadi tepung karagenan serta 
ditetapkannya Kota Tual sebagai pusat pengernbangan inovasi rurnput Iaut 
Maluku. Selain itu guna lebih rnendukung perkernbangan sektor industri 
pengolahan kbususnya pengolahan rurnput Iaut basil panen rnasyarakat, 
maka kami juga telab rnembangun cold storage dan depo rumput Iaut di 
Desa Labetawi Kecamatan Dullab Utara. Pernbangunan ini rnendapat 
tanggapan positif dari rnasyarakat yang terwujud rnelalui kesediaan 
rnernbebaskan lahannya bagi pernbangunan dirnaksud. Pengernbangan 
industri pengolahan juga tidak terlepas dari dukungan pihak swasta 
rnelalui pengembangan ruang lingkup usaha Perusahan Pengalengan Ikan 
PT. Maritim Timur Jaya yang berlokasi di Desa Ngadi Kecamatan Dullah 
Utara dengan pasar ekspor sampai ke Iuar negeri. Perusahaan ini juga telab 
rnampu memperkerjakan banyak karyawan. Karni rnernandang ini 
rnerupakan bentuk keijasarna yang baik antara karni selaku unsur 
pernerintah daerah, pelaku usaba atau pihak swasta dan masyarakat dalam 
rnengernbangkan wilayah Kota Tual saat ini dan seterusnya". 

Hasil observasi pada tanggal 6 sarnpai dengan 9 Juli 2013 di Kecamatan 

Dullab Utara didapatkan garnbaran adanya cold storage dan depo rumput !aut di 

Desa Labetawi yang saat itu rnasih terus dilakukan penyernpurnaan pernbangunan 

fisiknya. Pelaksanaan observasi di selurub kecarnatan juga mendapatkan 

gambaran bampir selurub perairan di Kota Tual diadakan kegiatan budidaya 

rumput !aut. Khusus di perairan Kecamatan Dullab Utara, kegiatan budidaya 

rurnput )aut tersebar di selurub desa yang ada. 
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Struktur ekonomi Kota Tual yang ditunjukkan oleh distribusi persentase 

PDRB menurut lapangan usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2012 

tidak mengalami perubahan yang signiflkan. Perekonomian Kota Tual secara garis 

besar merupakan perekonomian yang berbasiskan pada sektor-sektor jasa (sektor 

tersier), yang memberikan kontribusi sebesar 63,29% (Rp. 248.642,87 juta), 

dengan ditumpu oleh sektor primer sebesar 34,04% (Rp. 133.728,98 juta), 

sementara kontribusi sektor sekunder hanya sebesar 2,68% (Rp. I 0.518,34 juta). 

Distribusi PDRB Kota Tual menurut sektor Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 

2012 dapat dilihat pada Gambar 4.2 berikut. 

Gambar 4.2 Distribusi PDRB Kota Tual Menurut Sektor Atas Dasar 
Harga Berlaku Tahun 2012. 

Peranan sektor dan sub sektor ekonomi sangat mempengaruhi karakteristik 

ekonomi suatu daerah. Hal tersebut terkait dengan potensi masing-rnasing sektor 

atau sub sektor dalam memberikan kontribusi bagi perkembangan atau 
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pertumbuhan ekonomi daerah dimana beberapa sektor atau sub sektor memiliki 

potensi pertumbuhan tinggi, dan sebaliknya. 

Selama tahun 2009 sampai 2012 telah terjadi pergeseran kontribusi dalam 

pembentukan nilai tambah barang dan jasa, dimana sektor jasa sangat 

mendominasi perekonomian di Kota Tual. Berdasarkan klasifikasi sembilan sektor 

ekonomi secara sektoral, sektor perdagangan adalah penyumbang terbesar dalam 

perekonomian daerah ini dengan sub sektor andalannya yakni perdagangan besar 

dan eceran. Pada tahun 2012 kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran 

sebesar 39,71% dengan kontribusi terbesar dari sub sektor perdagangan besar dan 

eceran yakni 39,53%. Sektor pertanian mempunyai kontribusi sebesar 33,56% dan 

didominasi oleh sub sektor perikanan sebesar 22,22%. 

Penetapan Kota Tual sebagai kawasan minapolitan di Provinsi Maluku 

melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 

35/KepMen-KP/2011 tanggal 7 April 2011 tentang Penetapan Kawasan 

Minapolitan dan tersedianya masterplan pengembangan kawasan minapolitan 

Kota Tual yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Tual Nomor 106 Tahun 

2011 tanggal 17 Juni 2011 tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Kawasan 

Minapolitan dalam Wilayah Kota Tual, merupakan penyebab utama 

meningkatnya kontribusi sub sektor perikanan bagi perekonomian Kota Tual. Hal 

ini sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota 

Tual dalam petikan basil wawancara berikut. 

"Guna mendukung perkembangan sub sektor perikanan di Kota Tual dan 
mewujudkan peningkatan kontribusi sub sektor ini bagi perekonomian 
Kota Tual, maka kami telah membuat Masterplan Pengembangan 
Kawasan Minapolitan Kota Tual yang ditetapkan dengan Keputusan 
Walikota Tual Nomor 106 Tahun 2011 tanggal 17 Juni 2011 tentang 
Penetapan Lokasi Pengembangan Kawasan Minapolitan dalam Wilayah 
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Kota Tual. Selain itu penetapan Kota Tual sebagai kawasan minapolitan di 
Provinsi Maluku melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan 
Republik Indonesia Nomor 35/KepMen-KP/2011 tanggal 7 April 2011 
tentang Penetapan Kawasan Minapolitan juga merupakan penunjang 
percepatan perkembangan sektor perikanan di Kota Tual. Dalam 
perkembangannya, sub sektor perikanan di Kota Tual mengalami 
pertumbuhan yang pesat. Pada tahun 2012, produksi ikan !aut di 
Kecamatan Pulau-pu1au Kur sebesar 2.207,8 Ton dengan nilai produksi 
mencapai Rp. 12.139.050.000, Kecamatan Tayando Tam sebesar 2.907,8 
Ton dengan nilai produksi mencapai Rp. 14.539.112.000, Kecamatan 
Dullah Utara sebesar 3.082,6 Ton dengan nilai produksi mencapai Rp. 
16.958.150.000, dan Kecamatan Dullah Selatan sebesar 17.278,2 Ton 
dengan nilai produksi mencapai Rp. 95.027.350.000. Upaya lain yang 
telah kami lakukan dalam mendongkrak sub sektor perikanan di Kota Tual 
yaitu terns meningkatkan peranan pihak swasta dalam rangka pernerataan 
dan peningkatan pendapatan nelayan melalui peningkatan produksi dan 
produktifitas usaha, memenuhi kebutuhan konsumen ikan masyarakat 
setempat dan peningkatan ekspor. Disamping itu, diarahkan juga untuk 
pemerataan kesempatan berusaha serta penyerapan tenaga kerja. 
Peningkatan sub sektor perikanan juga tidak terlepas dari andil 
Kementerian Kelautan dan Perikanan RI yang menempatkan Pelabuhan 
Perikanan Nusantara (PPN) di Kota Tual. Aktifitas pada PPN ini sangat 
mendukung laju pertumbuhan ekonomi Kota Tual dari sub sektor 
perikanan" (Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kelautan dan 
Perikanan Kota Tual, tanggal17 Juni 2013). 

Adapun penyebab lain meningkatnya kontribusi sub sektor perikanan bagi 

perekonomian Kota Tual berdasarkan basil wawancara di atas yaitu adanya upaya 

Pemerintah Kota Tual untuk terus meningkatkan peranan pihak swasta dalam 

rangka pemerataan dan peningkatan pendapatan nelayan melalui peningkatan 

produksi dan produktifitas usaha, memenuhi kebutuhan konsumen ikan 

masyarakat setempat, peningkatan ekspor, pemerataan kesempatan berusaha serta 

penyerapan tenaga kerja. Keberadaan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) di 

Kota Tual juga menjadi daya dorong laju pertumbuhan ekonomi Kota Tual dari 

sub sektor perikanan. 

Khusus sektor pertambangan dan penggalian memiliki keterkaitan erat 

dengan lingkungan. Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian di tahun 
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2012 rnengalarni peningkatan rnenjadi 9,11%, walaupun Iaju perturnbuhannya 

rnasih di bawah sektor perdagangan dan sektor pertanian khususnya sub sektor 

perikanan yakni sebesar 0,7%. Peningkatan kontribusi sektor pertambangan dan 

penggalian bagi perekonornian Kota Tual rnenurut Kepala Kantor Lingkungan 

Hidup Kota Tual disebabkan oleh banyaknya rnasyarakat dan pelaku usaha yang 

rnernanfaatkan pasir (bahan galian C) bagi kegiatan pernbangunan. Selain itu 

adanya upaya pernerintah daerah rnela1ui Kantor Lingkungan Hidup dengan 

diterbitkan Peraturan Walikota Tual Nornor 05 Tahun 2012 tentang K.Iasifikasi 

Usaha Wajib Dokurnen Lingkungan, sebagai bentuk kepedulian pernerintah bagi 

kelestarian lingkungan rnenuju pernbangunan yang berkelanjutan di Kota Tual. 

Hal ini dilakukan karena pada bulan Maret sarnpai dengan Juni 2012 telah 

tetjadi perusakan Iingkungan pantai oleh sekelornpok rnasyarakat dengan kegiatan 

pengarnbilan pasir dan tanah putih (Bahan Galian C) untuk kepentingan pribadi. 

Pengernbangan wilayah sangat tergantung dari ketersediaan lingkungan yang 

Iestari. Upaya untuk rnenjaga kelestarian Iingkungan telah dikeluarkan Perda 

Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pedornan Pelaksanaan Hawear atau Nama Lain 

dalarn Wilayah Kota Tual. Hawear atau Nama Lain sebagairnana dijelaskan dalam 

bagian penjelasan umurn peraturan daerah tersebut dirnaksudkan sebagai tanda 

Iarangan adat yang rnernbatasi eksploitasi dan pengrusakan ekosistern lingkungan 

serta bertujuan rnemberikan kepastian hak atas tanah ulayat, tanah rnarga serta 

tanah perorangan bagi rnasyarakat adat seternpat. 

Berikut kutipan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Lingkungan 

Hidup Kota Tual tangga122 Juni 2013. 

"Mengingat usaha pertambangan dan penggalian sangat berhubungan erat 
dengan Iingkungan rnaka upaya yang telah di1akukan dirnaksudkan selain 
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untuk mencegah kerusakan Iingkungan agar tetap Iestari juga agar dapat 
memberikan manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat dan 
daerah. Perlu diinformasikan bahwa peningkatan kontribusi sektor 
pertambangan dan penggalian bagi perekonomian Kota Tual disebabkan 
oleh banyaknya masyarakat dan pelaku usaha (kontraktor) yang 
memanfaatkan pasir dan tanah putih (bahan galian C) bagi kegiatan 
pembangunan. Upaya pemanfaatan pasir dan tanah putih ini, dalam 
prakteknya dibingkai dengan Peraturan Walikota Tual Nornor 05 Tahun 
2012 tentang Klasifikasi Usaha Wajib Dokumen Lingkungan dan Perda 
Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pedornan Pelaksanaan Hawear atau Nama 
Lain dalam Wilayah Kota Tual. Mengingat pengembangan wilayah juga 
sangat bertumpu pada ketersediaan lingkungan yang lestari maka 
Pemerintah Daerah Kota Tual telah melakukan upaya-upaya sebagai 
berikut. 
I. Pelaksanaan fungsi monitoring dan pengawasan Iingkungan setiap 

tahun berjalan pada wilayah Kota Tual. 
2. Pengadaan serta penanaman bibit pohon pada wilayah-wilayah sumber 

air di wilayah Kota Tual. 
3. Konservasi sumberdaya alam dengan melibatkan para pelaku usaha 

maupun masyarakat setiap tahun. 
4. Peningkatan peran dan kewenangan Kantor Lingkungan Hidup menjadi 

Badan Lingkungan Hidup". 

Sektor listrik, gas, dan air bersih mengalami perlambatan. Menurut Kepala 

Dinas Pekerjaan Umum Kota Tual, hal iiti terjadi karena belum semua desa dan 

rurnah tangga di Kota Tual terlayani Iistrik PLN, begitupun dengan pelayanan air 

bersih PDAM yang hanya menjangkau desa-desa tertentu saja. Desa-desa 

dirnaksud Ietaknya berdekatan dengan pusat perekonomian. Berikut kutipan basil 

wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tual. 

"K:ita ketahui bersama bahwa pengembangan wilayah Kota Tual 
berlangsung pesat selama kurun waktu tahun 2009-2012. Berbagai sektor 
maupun sub sektor turut berkontribusi secara signifikan terhadap 
pengembangan wilayah Kota Tual ini. Namun diakui bahwa ada beberapa 
sub sektor yang mengalami perlambatan dalam Iaju pertumbuhan 
ekonominya diantaranya sub sektor tanaman pangan, petemakan, 
kehutanan serta sub sektor listrik dan air bersih. Perlambatan sub sektor 
listrik dan air bersih karena belum semua desa dan rurnah tangga di Kota 
Tual terlayani Iistrik PLN, begitupun dengan pelayanan air bersih PDAM 
yang baru menjangkau desa-desa tertentu saja yang Ietaknya berdekatan 
dengan pusat perekonomian" (Hasil wawancara dengan Kepala Dinas 
Pekerjaan Umum Kota Tual, tanggal 6 Juni 2013). 
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Kontribusi lainnya sebesar 18,27% diperoleh dari sektor jasa-jasa dan 

16,64% diantaranya berasal dari sub sektor pemerintahan umum Sektor 

keuangan, persewaan dan jasa perusahaan memberikan kontribusi sebesar 2,89% 

serta sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 2,42%. Sedangkan sektor-

stktor lainnya memberikan kontribusi sebesar 3, 16%. Struktur ekonomi sektoral 

Kota Tual dapat dilihat pada Tabel4.8 dan Gambar 4.3 berikut. 

Tabel4.8 Struktur Ekonomi Sektoral Kota Tual Tahun 
2009-2012 

No. I Lapan2an Usaha 2009 2010 2011 
Sektor Al!:riculture lPertanian) 

I. I Pertanian 37,07 35,29 34,66 
Sektor Manufacturin2 (Produksi) 

2. Pertamban!!an & Penggalian 0,46 0,48 0,48 
3. Industri Pengolahan 0,21 0,21 0,21 
4. Listrik, Gas & Air Bersih 0,72 0,70 0,64 
5. Bangunan 1,37 1,90 1,88 

Sektor Services (Jasa) 
6. Perda!!an!!an, Hotel & Restoran 38,60 39,46 38,64 
7. Pengangkutan dan Komunikasi 2,29 2,34 2,61 
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa 3,43 3,27 3,07 

Perusahaan 
9. Jasa- iasa 15,84 16,34 17,80 

Total 100 100 100 
Sumber Data: BPS Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 
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Gambar 4.3 Struktur Ekonomi Kota Tual Tahun 2009-2012. 
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Keberhasilan pembangunan Kota Tual tidak cukup hanya memperhatikan 

perkembangan PDRB secara total, tetapi juga dilihat perkembangan PDRB 

perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan. Tingkat 

pendapatan perkapita Kota Tual tahun 2009-2012 dapat dilihat pada Gambar 4.4 

berikut. 

6.000.000 

4.000.000 

2.000.000 

0 

2009 2010 2011 2012 

Gambar 4.4 Tingkat Pendapatan Perkapita Kota Tual (Rp) Tahun 
2009-2012. 

Tingkat kemakmuran penduduk di Kota Tual terus mengalami 

peningkatan yang ditunjukkan oleh peningkatan Pendapatan Regional Perkapita 

Penduduk Kota Tual sejak tahun 2009 hingga tahun 2012. Sesuai data Badan 

Pusat Statistik Kabupaten Ma1uku Tenggara, Pendapatan Regional Perkapita 

Penduduk Kota Tual Tahun 2008 tercatat sebesar Rp. 4.081.545,10 dan tahun 

2009 sebesar Rp. 4.419.130,88 atau naik 8,27%. Pada tahun 2010 sebesar Rp. 

4.836.308 atau naik 9,44% dari tahun 2009. Tahun 2011 dan 2012 jika 

dibandingkan dengan tahun 2010 meningkat sebesar Rp. 5.299.998 dan Rp. 

5.873.517 atau naik 9,59% dan 10,82%. Sedangkan Pendapatan Regional 
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Perkapita riil tanpa dipengaruhi kenaikan harga barang dan jasa dapat diketahui 

dari Pendapatan Regional Perkapita Atas Dasar Harga Konstan tahun 2000 yang 

pada tahun 2012 sebesar Rp. 2.484.792 atau naik 4,49% dibandingkan tahun 

2011. 

lndeks Harga lmplisit PDRB merupakan indikator yang digunakan untuk 

mengetahui tingkat inflasildeflasi suatu daerah/region pada suatu periode tertentu. 

lndeks Harga Implisit Kota Tual pada tahun 2012 sebesar 230,11% dan tahun 

2011 sebesar 208,69%. Berdasarkan angka indeks implisit tersebut dapat dihitung 

laju inflasi harga produsen barang dan jasa di Kota Tual yaitu sebesar I 0,67% 

pada tahun 20 II dan I 0,26% pada tahun 2012 sebagaimana dapat dilihat pada 

Gambar 4.5 berikut. 

2009 2010 2011 2012 

Gambar 4.5 Laju Intlasi Harga Produsen Barang dan Jasa Kota Tual 
Tahun 2009-2012. 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian 

Pengembangan dan Penanaman Modal Daerah Kota Tual, melalui wawancara 

yang dilakukan pada tanggal 5 Juni 2013, menjelaskan bahwa peningkatan 

kontribusi setiap sektor di atas terhadap perekonomian Kota Tual sangat 
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ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai dan merata di seluruh 

kecamatan dalam wilayah Kota Tual. Kondisi ketersediaan infrastruktur dasar 

yang lengkap di Kota Tual juga telah menjadi pertimbangan ditambahkannya 

Kota Tual sebagai pusat pertumbuhan ekonorni baru di wilayah selatan Maluku 

pada Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonorni Indonesia 

(MP3EI). 

Pendapat ini didukung juga oleh penjelasan Kepala Dinas Pekerjaan 

Umum Kota Tual yang menjelaskan bahwa percepatan pengembangan wilayah 

Kota Tual yang teijadi sejak tahun 2009-2012, didukung oleh ketersediaan 

infrastruktur yang memadai. Kendala keterbatasan anggaran dalam 

pengembangan infrastruktur pengembangan wilayah disiasati dengan cara 

menghitung atau menentukan dengan baik dan cermat volume maupun rencana 

anggaran dari setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 

program dan kegiatan tahunan berdasarkan rencana yang telah dibuat. 

Selain itu diprioritaskan kepada program dan kegiatan yang dipandang 

atau diperkirakan dapat memberikan daya guna dan basil guna yang cepat bagi 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun keterbatasan infrastruktur disiasati 

keberadaannya melalui koordinasi dan sinkronisasi secara rutin dengan berbagai 

SKPD terkait agar tercipta sinergi dalam pelaksanaan program dan kegiatan antar 

SKPD. Infrastruktur yang merupakan kewenangan SKPD tertentu, pembangunan 

fisiknya menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum namun didukung 

dengan dana bersama SKPD terkait tersebut. 

Hasil observasi pada semua kecamatan dalam wilayah Kota Tual juga 

menggambarkan kelengkapan infrastruktur dasar dimaksud. Bahkan pada 
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kecamatan yang sebelum pemekaran terisolir yakni Kecamatan Pulau-pulau Kur 

dan Kecamatan Tayando Tam tingkat pengernbangan infrastruktur dasar seperti 

infrastruktur transportasi baik berupa jalan, jernbatan maupun alat transportasi !aut 

serta komunikasi mengalami perkembangan yang pesat. 

Pengembangan wilayah yang terjadi begitu pesat di Kota Tual juga 

ditentukan oleh dukungan peran rnasyarakat selaku objek dan subjek 

pembangunan serta peran pelaku usaha selaku pernilik modal dalam bentuk 

kernitraan dengan pemerintah daerah Kota Tual. Berdasarkan wawancara dengan 

Kepala Bappeda, Penelitian Pengembangan dan Penanaman Modal Daerah Kota 

Tual dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tual, diperoleh inforrnasi bahwa 

partisipasi dan kerjasama yang dibangun oleh pemerintah daerah Kota Tual, 

masyarakat dan pelaku usaha selama ini menjadi faktor pendorong pengernbangan 

wilayah Kota Tual. Berikut kutipan basil wawancara Kepala Bappeda, Penelitian 

Pengembangan dan Penanaman Modal Daerah Kota Tual dan Kepala Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Tual. 

"Peran masyarakat dan pelaku usaha bagi pengembangan wilayah Kota 
Tual sangat besar. Peran ini diwujudkan dalam bentuk kernitraan yang 
serasi, selaras, dan seimbang, dengan tujuan utamanya untuk menciptakan 
keberdayaan. Secara nyata, peran masyarakat ini ditunjukkan berupa 
penyediaan SDM baik berupa tenaga terdidik dan terlatih, penyediaan 
laban bagi pembangunan infrastruktur, maupun sebagai pengawas 
jalannya program dan kegiatan setiap SKPD, sedangkan peran pelaku 
usaha/pemilik modal di Kota Tual juga telah memainkan peran pentingnya 
berupa pemasok jasa, keahlian, dana maupun material yang diperlukan 
dalam pengembangan wilayah" (Hasil wawancara dengan Kepala 
Bappeda, Penelitian Pengembangan dan Penanaman Modal Daerah Kota 
Tual, tanggal5 Juni 2013). 

"Kontribusi masyarakat dan pelaku usaha tidak dapat dipungkiri sebagai 
daya dorong pengembangan wilayah di Kota Tual selama ini. Kontribusi 
masyarakat yang paling menonjol bagi pengembangan wilayah di Kota 
Tual yaitu kerelaan dalam membebaskan laban yang dirnilikinya untuk 
pembangunan berbagai infrastruktur penunjang pernbangunan, sedangkan 
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peran pelaku usaha di Kota Tual juga telah memainkan peran pentingnya 
berupa pendistribusian tenaga-tenaga kerja yang trampil serta dana yang 
memadai bagi suatu kegiatan dalam rangka pengembangan wilayah" 
(Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pekeijaan Umum Kota Tual, 
tanggal6 Juni 2013). 

Pemerintab Daerab Kota Tual meyakini bahwa banya dengan penciptaan 

pola kemitraan yang saling memabami peran dan tangguag jawab masing-masing 

baik masyarakat, pelaku usaha maupun pemerintah daerah itu sendiri, maka 

keberhasilan pengembangan wilayab dapat terwujud dan memberikan manfaat 

dalam jangka waktu yang lama. Pemerintah daerah Kota Tual dinilai telab 

memainkan peran strategis bagi keberbasilan pengembangan wilayab Kota Tual. 

Selama kurun waktu tahun 2009-2012 berbagai upaya untuk mewujudkan 

pemerataan pembangunan melalui pengembangan wilayab guna mewujudkan 

masyarakat yang adil dan sejahtera telab dilakukan Pemerintah Daerah Kota Tual. 

Berbagai program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam 

pengembangan wilayah Kota Tual dirancang dan dilaksanakan oleh, serta 

ditujukan bagi kepentingan-kepentingan bersama para pelaku-pelakunya baik 

pemerintab daerab Kota Tual, masyarakat, dan pelaku usaha/pemilik modal. Hal 

ini sebagaimana dijelaskan oleb beberapa tokob rnasyarakat dalam basil 

wawancara sebagai berikut. 

"Sebelurnnya kami atas nama masyarakat Desa Tarnngurhir ingin 
mengucapkan banyak terirna kasih kepada pemerintah daerab Kota Tual 
yang selama ini telab memperbatikan kami dan mengangkat kebidupan 
ekonomi kami menjadi lebih baik. Telab banyak yang dilakukan oleb 
pemerintah daerab Kota Tual bagi peningkatan kesejabteraan kami. Wujud 
nyatanya berupa pembangunan sarana prasarana baik jalan yang 
mengbubungkan kami dengan beberapa desa lain yang ada di Kecamatan 
Tayando Tam, penyediaan kapal feri sehingga kami dapat menjangkau 
Kota Tual dan memasarkan basil alam kami, pembangunan beberapa 
sekolab dasar serta sarana prasarana kesebatan puskesmas, dan masih 
banyak bantuan lainnya yang kami peroleb dari beberapa SKPD Kota 
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Tual. Pelaksanaan program dan kegiatan oleh masing-masing SKPD, 
secara umum kami nilai telah sesuai dengan kehendak atau aspirasi 
masyarakat kami. Guna mendukung pengembangan wilayah yang 
dilakukan Pemerintah Daerah Kota Tual maka upaya yang kami Iakukan 
yaitu melalui penyediaan lahan bagi pembangunan sarana prasarana atau 
infrastruktur serta penyediaan tenaga kerja bagi kegiatan pembangunan 
atau proyek yang dilaksanakan di wilayah kami" (Hasil wawancara dengan 
Bapak Djamaludin Rahareng selaku tokoh rnasyarakat Desa Tarnngurhir 
Kecamatan Tayando Tam, tanggal30 Juni 2013). 

"Upaya pengembangan wilayah yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota 
Tual selama kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 kami 
rasakan telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa kami. 
Wujud nyata pengembangan wilayah tersebut dapat dilihat dari banyaknya 
pembangunan infrastruktur penunjang seperti infrastruktur pendidikan 
berupa pembangunan beberapa sekolah dasar, infrastruktur kesehatan, 
penyediaan tenaga pendidik dan kesehatan yang memadai, jalan, jaringan 
komunikasi, dan masih banyak Jagi yang lainnya. Pelaksanaan program 
dan kegiatan oleh pemerintah daerah Kota Tual, telah sesuai dengan 
aspirasi masyarakat kami yang kami sampaikan pada saat Musrenbangdes, 
Musrenbangcam dan Musrenbang Kota Tual. Adapun yang kami lakukan 
guna mendukung pengembangan wilayah meliputi penyediaan lahan bagi 
proyek pembangunan fisik serta berpartisipasi sebagai subyek atau pelaku 
utarna pembangunan yang dilaksanakan dalam bentuk penyediaan sumber 
daya manusia seternpat dalam berupa tenaga kerja siap pakai dalam 
pelaksanaan proyek pembangunan " (Hasil wawancara dengan Bapak 
Ismail Renhoat selaku tokoh masyarakat Desa Tayando Yamtel 
Kecamatan Tayando Tam, tanggal30 Juni 2013). 

"Kesejahteraan masyarakat setempat meningkat sejak pemekaran Kota 
Tual terjadi. Kondisi berbeda kami rasakan sebelum pemekaran atau 
ketika kami masih menjadi bagian dari Kabupaten Maluku Tenggara. 
Berbagai bentuk nyata pengembangan wilayah dalam yang dirasakan 
mampu mengangkat kesejahteraan kami terasa nyata melalui berbagai 
bantuan yang masuk ke desa kami seperti diantaranya bantuan dari dinas 
kelautan dan perikanan, dinas pertanian, BPMPD (Badan Pemberdayaan 
Masyarakat dan Pemerintahan Desa). Selain itu melalui program dan 
kegiatan dinas pendidikan, dinas kesehatan serta dinas PU (Pekerjaan 
Umum) juga telah terbangun beberapa sarana dan prasarana yang sangat 
menunjang kegiatan kami sehari-hari. Pelaksanaan program dan kegiatan 
oleh pemerintah daerah Kota Tual, kami rasakan sudah sangat sesuai 
dengan apa yang kami butuhkan dan tentunya telah sesuai dengan apa 
yang kami pada saat Musrenbangdes, Musrenbangcam dan Musrenbang 
Kota Tual. Dukungan kami terhadap pengembangan wilayah yang 
dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Tual berupa penyediaan tenaga 
kerja secara sukarela dari masyarakat bagi pelaksanaan proyek 
pembangunan atau kegiatan dari masing-masing SKPD Kota Tual" (Hasil 
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wawancara dengan lbu Umi Fadirubun selaku tokoh masyarakat Desa 
Dullah Laut Kecamatan Dullah Utara, tanggal8 Juli 2013). 

"Upaya pengembangan wilayah yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota 
Tual selama kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 kami 
rasakan telah banyak memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan 
masyarakat setempat. Konkrit pembangunan yang teijadi seperti 
pembangunan jalan lingkar yang telah mampu membuka keterisolasian 
desa ini dengan desa-desa lainnya seperti Desa Lokwirin, Desa Tubyal, 
Desa Sermaf serta Desa Finualen. Pembangunan lainnya seperti 
pembangunan sekolah dan rehab sekolah, penyediaan layanan kesehatan 
dan yang tak kalah pentingnya desa ini sebagaimana desa-desa yang 
disebutkan tadi dan beberapa desa lainnya di Kecarnatan Pulau-pulau Kur 
ini telah terjangkau kapal fery. Komunikasi juga bukan lagi menjadi 
masalah bagi kami saat ini karena pelayanan paket komunikasi oleh Dinas 
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tual telah 
menyediakannya bagi kami sehingga informasi menjadi cepat kami terima. 
Pelayanan listrik PLN diakui belum menjangkau desa kami tapi melalui 
pelayanan PLTS pemerintah daerah hal ini sudah bukan merupakan 
kendala bagi kami. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh 
pemerintah daerah Kota Tual sudah sangat sesuai dengan kehendak atau 
aspirasi kami. Jalur Musrenbang pada setiap tingkatan baik desa, 
kecamatan, dan Kota Tual merupakan jalur utama didalam menyampaikan 
aspirasi dan peran serta masyarakat kami didalam penentuan perencanaan 
pembangunan. Wujud nyata partisipasi masyarakat seternpat dalam 
mendukung upaya pengembangan wilayah yang dilakukan Pemerintah 
Daerah Kota Tual berupa perencanaan kegiatan desa melalui jalur 
musrenbang, penyediaan laban bagi pembangunan infrastruktur seperti 
pembangunan sekolah, pembangunan poskesdes, serta penyediaan tenaga 
pendidik sukarela di sekolah-sekolah" (Basil wawancara dengan Bapak 
Mahmud Rahanyamtel selaku tokoh masyarakat Desa Kamear Kecamatan 
Pulau-pulau Kur, tanggalll Juli 2013). 

"Beberapa indikator kesejahteraan menunjukkan bahwa masyarakat di 
desa kami telah beranjak menuju kondisi sejahtera tersebut yang nyata dari 
peningkatan kualitas dan taraf hid up masyarakat. Kondisi tersebut disadari 
sebagai kinerja pengembangan wilayah yang dilakukan Pemerintah Daerah 
Kota Tual selama kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. 
Program maupun kegiatan sebagai upaya percepatan pengembangan 
wilayah Kota Tual selama ini kami pandang telah memenuhi aspirasi kami 
atau sesuai dengan apa yang kami butuh dan perlukan di desa ini. Kami 
selalu dilibatkan dalam perencanaan kegiatan untuk tahun berikutnya 
melalui mekanisme musrenbang desa, musrenbang kecamatan juga 
musrenbang Kota Tual, walaupun banyak juga dari usulan kami tidak 
diakomodir namun kami pahami bahwa pemerintah daerah punya 
perhitungan tersendiri yang pada dasamya berupa masalah keterbatasan 
anggaran pembangunan. Terhadap upaya positifyang telah dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah Kota Tual dalam pengembangan wilayah Kota Tual 
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maka bentuk partisipasi kami dalam mendukung upaya pengembangan 
wilayab yang dilakukan Pernerintah Daerah Kota Tual tersebut yaitu 
melalui pernbebasan sejurnlah lahan untuk pernbangunan infrastruktur, 
peran serta dalam pengelolaan prasarana yang terbangun, penyediaan 
tenaga keija bagi pelaksanaan proyek pembangunan, serta melakukan 
kontrol terbadap pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang 
berlangsung di desa karni" (Hasil wawancara dengan Bapak Kasim 
Rahawarin selaku tokob rnasyarakat Desa Kanara Kecamatan Kur Selatan, 
tanggal II Juli 2013). 

Pemerintab Daerah Kota Tual dalam pengernbangan wilayah bertugas 

melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, koordinasi maupun 

adrninistrasi selurub program dan kegiatan di dalam proses pengernbangan 

wilayah sebagai bagian dari tugas-tugasnya di dalam pengaturan wilayah sebagai 

administrator wilayah. Selain itu Pemerintab Daerah Kota Tual juga telab 

berupaya menciptakan iklim sosial dan politik serta keamanan yang menunjang 

serta menyediakan kemudaban-kemudahan seperti pemberian pinjaman, 

pembukaan laban usaba yang dapat mernberikan keuntungan dari usaha dirnaksud 

serta fasilitas Jainnya bagi pelaku usaba!pemilik modal terrnasuk melai'Ukan 

berbagai pembinaan. Beberapa pelaku usaha mengutarakan kondisi tersebut dalam 

basil wawancara sebagai berikut. 

"T idak dapat disangkal bahw a peran pemerintab daerah Kota Tual begitu 
besar bagi pengembangan wilayab di Kota Tual. Melalui kernitraan yang 
terbangun selama kurun waktu tabun 2009-2012, pemerintah daerah telah 
menempatkan kami pelaku usaba sebagai mitra sejajar yang dinilai dapat 
berkontribusi besar bagi upaya pengernbangan wilayab yang 
diselenggarakan di Kota Tual. Berbagai keuntungan telah kami peroleb 
melalui kemitraan ini. Penciptaan iklim sosial dan politik serta kearnanan 
yang menunjang serta penyediaan berbagai kernudahan seperti pemberian 
pinjaman, pembukaan laban usaba yang dapat memberikan keuntungan 
dari usaba dimaksud serta fasilitas lainnya bagi kami terrnasuk melakukan 
berbagai pembinaan merupakan bentuk keuntungan yang kami peroleh 
dari pemerintab daerah Kota Tual dalam kemitraan ini. Peran kami selaku 
pelaku usaba!pemilik modal di Kota Tual dalam mendukung keberbasilan 
pengembangan wilayab di Kota Tual berupa penyedia dana dan tenaga 
kerja trampil dan terdidik yang diperlukan dalam pengembangan wilayab" 

16/42098.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



I 01 

(Hasil wawancara dengan Bapak Jhon Fadirubun selaku pelaku usaba, 
tanggal26 Juni 2013). 

"Kemitraan yang terjalin dengan pemerintab daerab Kota Tual telah 
berlangsung dengan baik selama ini. Melalui pola kemitraan mutualistik 
yang didasarkan atas kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan 
dengan pemerintab daerab Kota Tual banyak hal yang telab kami terima 
seperti penciptaan kondisi yang aman dan kondusif dari pemerintab daerah 
Kota Tual kepada perusahaan kami untuk melakukan aktifitas juga 
penyederhanaan berbagai regulasi daerah yang menguntungan bagi 
pengembangan usaba yang kami jalankan. Dalam mendukung 
keberhasilan pengembangan wilayab di Kota Tual, upaya yang telab kami 
lakukan meliputi pemberian pinjaman lunak kepada kelompok usaba kecil 
menengah, pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat, serta perekrutan 
tenaga kerja yang berasal dari masyarakat setempat. Hal ini kami lakukan 
sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan karni yang telah 
diberikan ruang selama ini untuk berusaba" (Hasil wawancara dengan 
Bapak Honganda Lestari selaku pelaku usaha, tanggal26 Juni 2013). 

"Pemerintab Daerab Kota Tual tetap berkomitmen untuk menerapkan 
strategi pembangunan yang selain pro poor juga pro bisnis. Untuk itu 
strategi kebijakan pembangunan yang disusun telab benar-benar 
memberikan peluang bagi karni selaku pihak swasta untuk berpartisipasi 
aktif dalam percepatan pembangunan infrastruktur. Peran karni sebagai 
pelaku usaba dalam mendukung keberhasilan pengembangan wilayah di 
Kota Tual diantaranya melalui pengalokasian dana bagi pembangunan 
infrastruktur dasar" (Hasil wawancara dengan Bapak Wan Hamud selaku 
pelaku usaha, tanggal27 Juni 2013). 

"Fasilitasi pemerintab daerab Kota Tual dalam kemitraan yang dibangun 
bersama dengan karni berupa fasilitasi dana, jaminan regulasi untuk 
kepastian usaba yang kami jalankan serta penyediaan informasi peluang 
investasi di daerab. Sebagai pelaku usaha tentu ada tanggung jawab moril 
untuk mengembangkan Kota Tual melalui pembangunan. Bentuk peran 
kami meliputi penyediaan dana sharing bagi pelaksanaan pembangunan 
dan penyiapan alat serta tenaga ahli maupun tenaga terampil'' (Hasil 
wawancara dengan Bapak I wan Pace selaku pelaku usaba, tanggal 27 Juni 
2013). 

"Pola kemitraan Pemerintab Daerah Kota Tual dengan pelaku usaha yang 
dijalankan selama ini dalam bentuk konsultasi bersama rencana sebuah 
kebijakan yang akan diambil. Kami juga dibuka peluang yang luas dalam 
memberikan rekomendasi terhadap sebuah kebijakan tersebut. Mediasi 
pemerintah daerah Kota Tual terhadap penyelesaian sengketa yang teJjadi 
antara kami dengan masyarakat menjadi sebuah produk kernitraan yang 
positif selama ini karena menentukan masa depan usaha yang karni tanam 
saat ini dan seterusnya di Kota Tual. Peran kami sebagai pemilik modal 
sudah tentu sebagai penyedia dana bagi pengembangan wilayab di Kota 
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Tual. Dana yang ada merupakan modal bagi pengembangan wilayah yang 
dipergunakan dalam wujud pembangunan infrastruktur. K.ami menyadari 
ini merupakan upaya kami da!am mensiasati keterbatasan anggaran 
pembangunan yang dimiliki pemerintah. Lewat dana bersama ini kami 
yakin mampu mempercepat rencana pengembangan wilayah yang telah 
ada. Selain itu kami juga mengalokasikan sejumlah tenaga ahli dan siap 
pakai dalam setiap kegiatan pembangunan sesuai klasifikasi pekerjaan 
yang dilaksanakan. Tenaga kerja ahli dan siap pakai ini berupa konsultan 
maupun tenaga yang mampu mengaplikasikan alat-alat yang ada yang 
digunakan dalam kegiatan proyek yang sedang berlang3Ung" (Hasil 
wawancara dengan Bapak Opick selaku pelaku usaha, tanggal 28 Juni 
2013). 

C. Intervensi Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Tual selama Kurun 

Waktu Tahun 2009 sampai dengan Tabun 2012 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, maka 

diketahui keberhasilan pengembangan wilayah di Kota Tual selama kurun waktu 

tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 tidak terlepas dari adanya intervensi 

kebijakan Pemerintah Daerah Kota Tual. Hasil analisis terhadap wawancara dan 

observasi penelitian didapatkan tiga pendekatan kebijakan yang diambil oleh 

Pemerintah Daerah Kota Tual yakni: I. Kebijakan pengelolaan anggaran, 2. 

Kebijakan pengembangan sumber daya manusia, dan 3. Kebijakan pengembangan 

data dan informasi. Kebijakan yang diambil pada dasarnya ditujukan untuk 

mengatasi kendala keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, 

serta keterbatasan data dan informasi yang lazimnya dihadapi oleh setiap daerah 

otonom baru di Indonesia. 

Menurut keterangan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Kota Tual bahwa sejak awal pemekaran Kota Tual menjadi daerah otonom baru 

hingga saat ini Kota Tual masih tinggi celah fiskalnya atau masih besar 

ketergantungan pada pemerintah pusat dalam pembiayaan penyelenggaraan 
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urusan pemerintahannya. Terhadap kondisi dernikian, menurut Kepala Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual diperlukan adanya kebijakan 

terhadap pengelolaan anggaran yang ada dalam bentuk memprioritaskan 

pengalokasian anggaran yang tersedia dengan presentase yang besar bagi program 

dan kegiatan belanja publik yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat misalnya program dan kegiatan pembangunan infrastruktur dasar serta 

pembangunan sarana dan prasarana sosial seperti pendidikan dan kesehatan. 

Selain itu, dibangun juga kemitraan yang harmonis dan saling menguntungkan 

dengan pihak swasta selaku pemilik modal . Hal ini sebagaimana terungkap pada 

basil wawancara berikut. 

"Keterbatasan anggaran dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di 
Kota Tual termasuk upaya pengembangan wilayah mengakibatkan 
tingginya tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dalam 
pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahan Kota Tual. Kondisi 
ini dialami oleh Kota Tual sejak awal pemekaran hingga saat ini. Kondisi 
ini pula yang menunjukkan langsung bahwa Kota Tual masih tinggi celah 
fiskalnya atau masih besar ketergantungan pada pemerintah pusat dalam 
pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahannya. Terhadap kondisi 
demikian, diperlukan adanya kebijakan terhadap pengelolaan anggaran 
yang ada. Upaya yang kami lakukan dalam mengatasi keterbatasan 
anggaran dalam pengembangan wilayah yaitu memprioritaskan 
pengalokasian anggaran yang tersedia dengan presentase yang besar bagi 
program dan kegiatan belanja publik yang bertujuan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat rnisalnya program dan kegiatan pembangunan 
infrastruktur dasar serta pembangunan sarana dan prasarana sosial seperti 
pendidikan dan kesehatan. Selain itu, karni juga menciptakan kemitraan 
yang harmonis dan saling menguntungkan dengan pihak swasta selaku 
pernilik modal" (Hasil wawancara dengan Kepala Badan Pengelola 
Keuangan dan Aset Daerah, tanggal 7 Juni 2013). 

Upaya ini juga didukung o!eh DPRD Kota Tual dengan fungsi 

anggarannya yang diwujudkan dengan membahas dan menyetujui anggaran 

pendapatan dan belanja daerah bersama-sama dengan kepala daerah. Melalui 

fungsi ini, DPRD memastikan bahwa program dan kegiatan yang dibiayai lebih 
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diutamakan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah Kota Tual, yakni 

tercapainya keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta 

mengurangi tingat ketergantungan pembiayaan belanja pemerintahan dan 

pembangunan secara bertahap dari pemerintah pusat dengan tetap 

. memprioritaskan alokasi anggaran yang lebih besar bagi belanja publik. Secara 

jelasnya dapat dilihat pada wawancara berikut. 

"Anggaran penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan wilayah 
Kota Tual diakui masib sangat terbatas. Struktur APBD Kota Tual sejak 
tahun 2009-2012 masih menggambarkan tingkat ketergantungan Kota 
Tual terhadap pembiayaan pemerintah pusat yang tinggi. Guna mengatasi 
hal ini dan dalam rangka percepatan pengembangan wilayah Kota Tual, 
maka melalui fungsi anggaran yang melekat pada lembaga kami, bentuk 
dukungan pengelolaan anggaran kami lakukan dengan memastikan 
bahwa program dan kegiatan yang dibiayai Iebih diutamakan dalam 
rangka pelaksanaan otonomi daerah Kota Tual, yakni tercapainya 
keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian 
antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta mengurangi 
tingat ketergantungan pembiayaan belanja pemerintahan dan 
pembangunan secara bertahap dari pemerintah pusat dengan tetap 
memprioritaskan alokasi anggaran yang lebih besar bagi belanja publik" 
(Hasil wawancara dengan Fadillah Rahawarin selaku Ketua Fraksi Partai 
Golkar DPRD Kota Tual, tanggal21 Juni 2013). 

"Menurut pendapat saya, kurang lebih 4 tahun masa pengabdian kami 
sebagai Ketua DPRD Kota TuaL DPRD Kota Tual sudah cukup pro aktif 
dalam mengemban tugas dan fungsi DPRD da!am penganggaran, 
pengawasan, maupun legislasi yang kami nilai sudah berjalan dengan 
baik melalui kerjasama yang baik dengan Pemerintah Daerah maupun 
stakeholder lainnya. Perlu diakui bersama bahwa daerah ini (Kota Tual) 
masih rendah pendapatan asli daerahnya sehingga masih tinggi 
ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Kami terus berupaya 
mendorong optimalisasi peran pemerintah daerah Kota Tual dalam 
mengatasi berbagai masalah terkait anggaran. Secara teknis, penyusunan 
anggaran diserahkan sepenuhnya kepada Tim Anggaran Pemerintah 
Daerah Kota Tual, namun tetap digodok dan dibahas melalui Badan 
Anggaran DPRD Kota Tual, setelah itu dibawa pada tingkat paripuma 
untuk dibahas dan ditetapkan sebagai APBD Kota Tual setiap tahunnya 
dengan mendasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai catatan 
penting bagi pemerintah daerah Kota Tual seperti pentingnya fokus pada 
program dan kegiatan yang pro rakyat dan memberikan manfaat yang 
sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Tual, adanya transparansi dan 
akuntabilitas penggunaan anggaran bagi pelaksanaan program dan 

16/42098.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



105 

kegiatan oleh masing-masing SKPD serta perlu adanya upaya yang 
sungguh-sungguh dan konsisten bagi peningkatan pendapatan asli 
daerah" (Penggalan hasil wawancara dengan R. M. Waremra, S.AP 
selaku Ketua DPRD Kota Tual, tanggal22 Juni 2013). 

Adapun kondisi sumber daya manusia maupun data dan infonnasi pada 

awal terbentuknya daerah otonom baru Kota Tual, menurut Kepala Bappeda, 

Penelitian Pengembangan dan Penanaman Modal Daerah masih sangat terbatas. 

Sumber daya manusia aparatur maupun masyarakat dalam menunjang 

pengembangan wilayah Kota Tual sangat tidak memadai baik jumlah maupun 

kualitasnya. Sedangkan data dan infonnasi sangat terbatas bahkan hampir tidak 

didapatkan pada setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kota Tual. 

Pada tahun 2008 dan 2009, hampir tidak ada data dan informasi pada Sub 

Bidang Data dan Infonnasi Bappeda, Litbang dan Penanaman Modal Daerah yang 

merupakan unit kerja sentral data dan informasi pemerintah daerah Kota Tual 

khususnya data dan informasi terkait penyelenggaraan pembangunan. Hal ini 

menjadi kendala utama dan menjadi dasar perlu adanya kebijakan pengembangan 

sumber daya manusia dan kebijakan pengembangan data dan informasi dalam 

pengembangan wilayah Kota Tual (Ringkasan hasil wawancara dengan Kepala 

Bappeda, Litbang dan Penanaman Modal Daerah Kota Tual, tanggal 5 Juni 2013). 

Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kota Tual Tahun 2012 dan 

hasil wawancara yang dilakukan diketahui arah dan fokus ketiga kebijakan 

dirnaksud serta dampak dari implementasi kebijakan yang ditirnbulkan, yang 

secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut. 

1. Kebijakan pengelolaan anggaran 

Kebijakan pengelolaan anggaran dilakukan melalui: 

a. Pengelolaan pendapatan daerah tahun 2009-2012 

16/42098.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



106 

Melalui wawancara dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Tual 

diketahui bahwa upaya menunjang pengembangan wilayah Kota Tual serta 

mengurangi secara bertahap tingkat ketergantungan fiskal terhadap 

pemerintah pusat, maka pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan 

menggali potensi sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan 

ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. 

"Dalam rangka menunjang pengembangan wilayah Kota Tual serta 
mengurangi secara bertahap tingkat ketergantungan fiskal terhadap 
pemerintah pusat, maka pengelolaan pendapatan daerah dilakukan 
melalui intensifi.kasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
dan Dana Perimbangan. Hal ini dilakukan dalam rangka peningkatan dan 
perluasan basis PAD dan mengupayakan secara optimal dana 
perimbangan, agar bagian daerah dapat diperoleh secara proporsional. 
Usaha-usaha penggalian pendapatan daerah ditujukan untuk 
menyediakan modal bagi pelaksanaan program-program pengembangan 
wilayah yang telah direncanakan. Untuk itu, ditempuh berbagai upaya 
seperti peningkatan pengawasan, koordinasi dan penyederhanaan proses 
administrasi pemungutan. Secara umum, upaya yang kami lakukan dalam 
meningkatkan pendapatan daerah Kota Tual selama ini (2009-20!2) yaitu 
mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah yang berasal dari 
sumber-sumber PAD, meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor 
swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan kegiatan 
pembangunan, meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD. Adapun 
intensifikasi pajak dan atau retribusi daerah dilakukan melalui: I) 
penyederhanaan proses administrasi pemungutan dan penyempurnaan 
sistem pelayanan pajak dan retribusi daerah, 2) Optimalisasi pelaksanaan 
landasan hukum yang berkaitan dengan penerimaan daerah, 3) 
peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai 
ketentuan pajak dan retribusi daerah, baik langsung maupun melalui 
media massa, 4) peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan 
pemungutan penerimaan daerah, 5) peningkatan koordinasi dan kerja 
sama antar unit satuan kerja terkait, 6) pengembangan sistem informasi 
Pendapatan Daerah secara on-line, dan 7) optimalisasi penagihan piutang 
pajak. Upaya ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah dilakukan melalui: 
I) pengkajian jenis retribusi baru yang tidak kontra produktif terhadap 
perekonornian daerah, 2) pengkajian jenis retribusi yang tidak layak dan 
perlu dihapus, 3) pengkajian mekanisme pajak dan retribusi daerah untuk 
target group baru, 4) Peningkatan bagi basil pajak, dan 5) penggalian 
potensi sumber-sumber Pajak dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan 
perundang-undangan" (Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas 
Pendapatan Daerah Kota Tual, tanggal 8 Juni 2013 ). 
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Usaha-usaha pengga!ian pendapatan daerah, sesuai hasil wawancara di 

atas ditujukan untuk menyediakan modal bagi pelaksanaan program

program pengembangan wi!ayah yang telah direncanakan. Guna 

mewujudkan ketersediaan modal tersebut maka ditempuh berbagai upaya 

seperti peningkatan pengawasan, koordinasi dan penyederhanaan proses 

administrasi pemungutan. 

Adapun upaya intensifikasi pajak dan atau retnbusi daerah menurut 

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Tual di!akukan melalui: 

I) Penyederhanaan proses administrasi pemungutan dan penyempurnaan 

sistem pelayanan pajak dan retribusi daerah; 

2) Optima!isasi pe!aksanaan Iandasan hukum yang berkaitan dengan 

penerimaan daerah; 

3) Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai 

ketentuan pajak dan rctribusi daerah, baik Iangsung maupun melalui 

media massa; 

4) Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan 

penerimaan daerah; 

5) Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja terkait; 

6) Pengembangan sistem informasi Pendapatan Daerah secara on-line; 

7) Optimalisasi penagihan piutang pajak. 

Sedangkan upaya ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah dilakukan 

melalui: 

I) Pengkajian jenis retribusi baru yang tidak kontra produktif terhadap 

perekonomian daerah; 
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2) Pengkajian jenis retribusi yang tidak Ia yak dan perlu dihapus; 

3) Pengkajian mekanisme pajak dan retribusi daerah untuk target group 

baru; 

4) Peningkatan bagi basil pajak; 

5) Penggalian potensi sumber-sumber Pajak dan Retribusi Daerah sesuai 

ketentuan perundang-undangan. 

Serangkaian tindakan yang telah dilakukan tersebut telah mampu 

mewujudkan peningkatan pendapatan daerah Kota Tual. Secara totalitas 

target dan realisasi pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2009-2012 

menunjukkan adanya pelampauan yang cukup signifikarl: Hal ini ter!ihat 

dari Tabel4.9 berikut. 

Tabel4.9 Realisasi Total Pendapatan Daerah Kota Tual Periode 
TA 2009 sampai dengan TA 2012 (dalam ribuan rupiah) 

No. 
Tahun 

Reacana Realisasi (-J•) 
Bertambah/ 

An~ran &rkurane 
I 2 3 4 5 6 
I. 2009 I 37.951.394.943,00 134.919.33 7.500, 74 97,80 (3 .032.057.442.26) 

2. 2010 306.446.916.408.00 310.680.614.909.42 101.38 4.233.698.501,42 

3. 2011 310.145.975.509.58 313.429.681.130.02 101.06 3.283.705.620,44 

4. 2012 284.730.96 7.555 .oo 287.598.077.142,60 101,01 2.867.109.587,60 

Jumlah 1.039.275.254.415,58 1.046.627.71 0.682, 78 100,71 7.352.456.267,20 

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual 

Realisasi Pendapatan Daerah periode 2009-2012, menurut sumber 

pendapatan dapat dilihat pada Tabel4.1 0 berikut. 
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Tabel4.10 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Tua12009-2012 
menurut Sumber Pendapatan (dalam ribuan rupiah) 

No. Sumbu 
Reacana Realisui Bertambah/ 

Pelld~atu % Berkaraag 
I 2 3 4 5 6 
I. Pcndapatan Asli 19.710.720.855,58 24.286.830.052,18 123,22 4.576.109.1%,60 

Daernh 

2. Dana 866.599.963.407,00 868.735.431.207,00 100,25 2.135.467.800,00 
Perimbangan 

3. LainMlain 142.558.390.066.00 141.007.301.158,0 I 98.91 (1.551.088.907,99) 
Pendapatan 
Daernh yang 
sah 

Jumlah 1.028.869.074.328,58 1.034.029.562.417,19 100,50 5.160.488.088,61 

Sumber: Badan Penge1o1a Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual 

Dari Tabel 4.10 diatas terlibat bahwa pendapatan daerah terbesar tahun 

2009-2012 yaitu Dana Perimbangan sebesar Rp.868. 735.431.207,00. 

Dana Perimbangan merupakan pendapatan daerah yang ·bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Be1anja Negara (APBN), yang dialokasikan 

kepada Daerah untuk pendanaan penye!enggaraan desentralisasi. Kondisi 

ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan pembiayaan ( celah 

fiska1) penyelenggaraan otonomi daerah Kota Tual terhadap pemerintah 

pusat masib tinggi. Rea1isasi Dana Perimbangan Kota Tual tahun 2009-

2012, dapat dilibat pada Tabe14.11 berikut : 

Tabel4.11 Realisasi Dana Perimbangan Kota Tual Tahun 2009-2012 
(dalam ribuan rupiah) 

No, 
Tahun 

Reneau a Realisasi ('/•) 
Bertambah/ 

Ane.pran Berkunne 
I 2 3 4 5 6 
I 2009 111.949.048.815,00 109.867.017.482,00 98,14 (2.082.031.333,00) 
2 2010 231.446.415.308.00 232.414.630.539,00 100,42 968.215.231,00 
3 2011 262.057.943.354.00 264.382.968.885,00 100,89 2325.025.531 ,00 
4 2012 261.146.555.930.00 262.070.814.301,00 100,35 924.258.371,00 

JUMLAH 866.599.963.407,00 868.735.431.207 00 100,25 2.135.467.800,00 

Sumber: Badan Penge1o1a Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual 

Berdasarkan Tabe14.11 diatas nampak rea1isasi Dana Perimbangan tahun 

2009 menurut sumber penerimaannya sebesar Rp. 109.867.017.482,00 
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(9,14%), dan mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 

2012 menjadi Rp.262.070.814.301,00 (100,35%). Realisasi Bagi Hasil 

Bukan Pajak 2009-2012, sebagaimana terlihat pada Tabel4.12 berikut. 

Tabel4.12 Realisasi Bagi Basil Bukan Pajak Kota Tual Tahun 
2009-2012 (dalam ribuan rupiah) 

No. Tahun Rencana Realisasi (%) 
Bertambab/ 

An2aran Berkuran2 
I 1 3 4 s 6 
I 2009 890.477.584.00 533.644.708,00 59,93 (356.832.876,00) 

2 2010 890.477.584.00 534.077.559,00 59.98 ( 356.400.025. 00) 

3 2011 779.821808.00 840.942.323.00 107.84 61.120.515.00 

4 2012 779.821.808.00 1.525.403.435,00 195,61 745.581.627.00 

JUMLAH 3.340.598. 784,00 2.593.125.702,00 77,62 388.748.751,00 

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual 

Berdasarkan Tabel 4.12 diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi Bagi 

Hasil Bukan Pajak tahun 2009 menurut sumber penerimaannya sebesar 

Rp. 533.644.708,00 (59,93%), dan mengalami kenaikan yang cukup 

signiflkan pada tahun 2012 menjadi Rp.l.525.403.435,00 (195,61 %). 

Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) 

merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan 

tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai 

pelaksanaan desentralisasi. Rea!isasi DAU 2009-2012 dan DAK 2009-

2012 dapat dilihat pada Tabel4.13 dan Tabel4.14 berikut. 
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1 
I 

2 

3 

4 

Ill 

Tabel4.13 Realisasi Dana Alokasi Umum Kota Tual Tahun 
2009-2012 (dalam ribuan rupiah) 

Tahun Rencana ReaUsasi (•J.) 
Bertambah! 

Aa•""'· Berkurane 
2 3 4 5 6 

2009 55.066.597.000,00 55.066.597.000,00 100 0,00 

2010 181.704.979.000,00 181.704.979.000,00 100 -
2011 196.885.900.000,00 1%.698.784.000,00 99.90 (187.ll6.000,00) 

2012 217.665.886.000,00 217.665.886.000.00 100 0,00 

JUMLAII 651.323.362.000,00 651.136.246.000,00 99,97 (187.1 !6.000,00) 

Surnber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual 

Tabel4.14 Realisasi Dana Alokasi Kbusus Kota Tual Tahun 
2009-2012 (dalam ribuan rupiah) 

No. 
Tabua Reacaoa Realisasi (%) Bertarnbahl 
An~aran Berkuran2 

1 2 3 4 5 6 
I 2009 41.866.000.000,00 41.866.000.000.00 100 0,00 

2 2010 33.948.700.000,00 33.948.700.000,00 100 -
3 2011 53.698.200.000,00 53.693.400.000.00 99.99 (4.800.000,00) 

4 2012 26.954.970.000,00 26.954.970.000,00 100 0,00 

JUMLAII 156.467.870.000,00 1~6.463.070.000,00 '1'1,99 (4.800.000,00) 

Surnber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual 

b. Pengelolaan belanja daerah tahun 2009-2012 

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah Kota Tua~ diperoleh informasi bahwa dalarn rangka 

percepatan pengernbangan wilayah Kota Tual, kebijakan pengelolaan 

Belanja Daerah diarahkan pada pengalokasian belanja publik yang besar 

dibanding belanja aparatur. Prioritas pengalokasian anggaran ditujukan 

bagi pelaksanaan program dan kegiatan setiap SKPD yang berorientasi 

pada kepentingan publik yakni peningkatan kesejahteraan rnasyarakat 

juga pernerataan pernbangunan dan pelayanan rnasyarakat. Berikut 

kutipan basil wawancara dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah Kota Tual. 
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"Kaitannya dengan pengembangan wilayah Kota Tua~ maka sebagai 
upaya mengakselerasi dan mensinergikan pengembangan wilayah bagi 
sebesar-besamya kemakmuran masyarakat, pemenuhan kebutuhan 
masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan mereka, kami 
mengambil kebijakan berupa pemberian porsi anggaran yang besar 
bagi program dan kegiatan belanja publik setiap SKPD. Pengalokasian 
anggaran belanja publik yang besar dibanding belanja aparatur kami 
lakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta 
pemerataan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Fokusnya ada 
pada pengelolaan belanja karena akar permasalahan ada pada 
kebijakan belanja daerah dimana persentase belanja publik Iebih kecil 
dibanding belanja aparatur. Terhadap masalah tersebut segala dana 
yang ada baik yang bersumber dari APBD II, APBD I, rnaupun 
APBN, oleh kami diperuntukkan bagi sebesar-besamya pelayanan 
publik. Hal ini dapat kami tunjukkan bahwa setiap tahun (2009-2012) 
anggaran belanja pembangunan publik mendapat alokasi anggaran 
yang Jebih besar dibanding belanja aparatur/pegawai. Belanja 
perjalanan dinas pegawai terns kami tekan dan dilaksanakan jika 
benar-benar dibutuhkan saja dan bentuk belanja aparatur lainnya kami 
perlakukan yang sama (Hasil wawancara dengan Kepala Badan 
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual, tanggal 7 Juni 
2013)". 

Berdasarkan basil wawancara dengan beberapa Kepala SKPD, diketahui 

kebijakan pengelolaan anggaran belanja daerah dalam rangka percepatan 

pengembangan wilayah Kota Tual diarahkan pada upaya peningkatan 

kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat terutama 

dalam rangka mengurangi kemiskinan dan pengangguran, peningkatan 

pendapatan serta untuk mengurangi beban hidup masyarakat. Selain itu 

upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat juga dilakukan melalui 

perbaikan struktur perekonomian yang dapat menunjang penciptaan daya 

saing. Kebijakan pengelo laan anggaran belanja daerah dalam rangka 

percepatan pengembangan wilayah Kota Tual juga diarahkan pada 

pemerataan pembangunan dan pelayanan masyarakat meliputi 

rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur serta fasilitas pelayanan 
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masyarakat, peningk:atan aksesibilitas Iayanan pendidikan dan kesehatan 

serta peningk:atan kualitas pelayanan publik serta pemulihan sistem 

transportasi yang handal dalam menunjang pengembangan wilayah 

terutama di kawasan pulau-pulau kecil dan terluar dalam rangk:a 

peningk:atan aksesibilitas. Secara Jengk:ap hasil analisis terhadap 

kebijakan pengelolaan belanja daerah bagi pengembangan wilayah Kota 

Tual selama tahun 2009-2012 dapat diuraikan sebagai berikut. 

I) Peningkatan kesejahteraan masyarakat meliputi: 

a) Pemberdayaan masyarakat terutama dalam rangk:a mengurangi 

kemiskinan dan pengangguran, peningk:atan pendapatan serta 

untuk mengurangi beban hidup masyarakat; 

Guna meningk:atkan efektifitas penanggulangan kemiskinan dan 

penciptaan Japangan kerja, Pemerintah Kota Tual telah 

meluncurkan program unggulan dan inovatif yakni Program 

Pemberdayaan Masyarakat Maren (PPMM) Kota Tual (Maren 

artinya gotong royong, semangat kerjasama dalam bahasa 

Jokallbahasa Kei). PPMM menurut Kepala Badan 

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Tual 

melalui wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 Juni 2013, 

merupakan pemberdayaan Jokal berbasis APBD yang 

dialokasikan ke lima kecamatan dengan total pagu 2,8 Milyar 

pada tahun 2012 dan 4 Milyar pada tahun 2013. Melalui PPMM 

dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan 

kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap 
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identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, hingga 

pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan 

partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, 

terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuhkembangkan 

sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan subyek upaya 

penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaan PPMM dimulai 

dengan Penyusunan Program Pembangunan Kelurahan!Desa 

Berjangka (PPKB) sebagai dasar pengembangan Pemberdayaan 

Masyarakat di Kelurahan/Desa guna meningkatkan 

pengembangan infrastruktur dan suprastruktur, sosial, ekonomi 

sesuai dengan kebutuhaan dan kemampuan yang dimiliki oleh 

wilayah masing-masing. Cakupan pelaksanaan PPMM telah 

menyentuh hingga ke daerah-daerah terpencil dan terisolir yang 

belum atau kurang tersentuh oleh program-program lain 

menyangkut pemberdayaan masyarakat. Efektivitas dan efisiensi 

dari kegiatan yang selama ini sering berduplikasi antar proyek 

diharapkan juga dapat diwujudkan. Mengingat proses 

pemberdayaan pada umurnnya membutuhkan waktu 5-6 tahun, 

maka PPMM akan dilaksanakan sekurang-kurangnya hingga 

tahun 2016. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan lndeks 

Pembangunan Manusia (!PM) serta percepatan target waktu 

pencapa1an tujuan pembangunan millennium (MDGs). 

Pelaksanaan PPMM yang berdasar pada indikator-indikator 

keberhasilan yang terukur akan membantu Kota Tual 
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mewujudkan peningkatan IPM serta pencapa1an target-target 

MDGs tersebut. Selain itu upaya mengurangi kemiskinan dan 

pengangguran juga didukung dengan berbagai program dan 

kegiatan dari beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) 

lainnya seperti Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Dinas 

Pendidikan, Pemuda dan Olabraga, Dinas Kesehatan, Dinas 

Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas 

Kelautan dan Perikanan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan 

pemerintahan Desa, Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga 

Berencana dan Perlindungan Anak, serta Kantor Ketahanan 

Pangan. Adapun program dan kegiatan dalam rangka 

pengentasan kemiskinan dan pengangguran yang dilaksanakan 

oleh masing-masing SKPD tersebut dapat dilihat pada Larnpiran 

7. Secara lengkap wawancara dengan dengan beberapa Kepala 

SKPD tersebut dapat dilihat pada Lampiran 4. Alokasi dana 

APBD terhadap penanggulangan kemiskinan di Kota Tual sejak 

tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 terns menga1ami 

peningkatan. Alokasi dana APBD terhadap penanggulangan 

kemiskinan selama tahun 2010-2012 dapat di1ihat pada Tabel 

4.15 berikut. 
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Tabel4.15 Alokasi Dana APBD terhadap Penanggulangan 
Kemiskinan di Kota Tual selama Tahun 2010-
2012 

TabUD 
APBD Total (Rp) APBD Kemiskinan 

Keterangan (Rp) 
2010 273.708.669.408 71.630.492.900 
2011 355.225.831.099 73.019.352.561 Sampai dengan 

bulan September 
2012 364.301.307.491 75.296.193.236 

.. 
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Peneht!an 

Pengembangan dan Penanaman Modal Daerab Kota 
Tual 

Angka kemiskinan di Kota Tual sejak tahun 2009-2012 sesuai 

data dari Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerab Kota Tual 

terus mengalami penurunan. Pada tabun 2009 angka kemiskinan 

sebesar 6.164 KK (30,42%), tabun 2010 sebesar 6.117 KK 

(32,03%), tabun 2011 sebesar 4.865 KK (28,65%), dan tahun 

2012 sebesar 4.735 KK (26,50%). Angka kesempatan kerja 

sebagai indikator jumlab angkatan kerja yang terserap oleh pasar 

kerja di Kota Tual terus mengalami peningkatan. Pada tahun 

2009, kesempatan kerja di Kota Tual mencapai 84,59 persen, 

artinya terdapat 84,59 persen dari angkatan kerja yang dapat 

diserap oleh pasar kerja di Kota Tual. Tabun 2010 kesempatan 

kerja di Kota Tual mencapai 85,63 persen, dan pada tabun 2011 

meningkat mencapru. 91,03 persen. Sedangkan tingkat 

pengangguran terbuka di Kota Tual terus mengalami penurunan 

sejak tabun 2009 sampai dengan tahun 2012. tingkat 

pengangguran terbuka di Kota Tual tabun 2009 mencapai 15,41 

persen, tahun 2010 mencapai 14,37 persen, dan tahun 2011 

mencapai 8,97 persen. 
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b) Perbaikan struktur perekonomian yang dapat menunjang 

penciptaan daya saing; 

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat selain melalui 

pemberdayaan masyarakat terutarna dalam rangka mengurangi 

kemiskinan dan pengangguran, peningkatan pendapatan serta 

untuk mengurangi beban hidup masyarakat, juga melalui 

perbaikan struktur perekonomian yang dapat menunjang 

penciptaan daya samg. Hal m1 dilakukan dengan 

mengalokasikan anggaran pada sektor-sektor unggulan yang 

mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan 

merupakan visi pembangunan daerah seperti sektor pertanian 

terutarna sub sektor perikanan, sektor industri pengolahan, 

sektor perdagangan, serta sektor jasa diantaranya sub sektor 

pariwisata. Terhadap pengembangan sektor pertanian telah 

dialokasikan anggaran sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 

2012 sebesar Rp. 16.425.727.162. Capaian kinerja sektor 

pertanian selama tahun 2009-2012 dapat dijelaskan sebagai 

berikut. 

(I) Luas Panen Produksi Tanaman Padi dan Palawija (Ha): 

(a) Padi Ladang tahun 2009 seluas 4 Ha dan tahun 2010 

seluas 5 Ha. 

(b) Jagung tahun 2009 seluas 31 Ha, tahun 2010 99, tahun 

2011 seluas 100 Ha dan tahun 2012 seluas !58 Ha. 
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(c) Kete1a Pohon tahun 2009 se1uas 297 Ha, tahun 2010 

se1uas 596,4 Ha, tahun 2011 se1uas 358 Ha. 

(d) Kete1a Rambat tahun 2009 se1uas 12 Ha, tahun 2010 

se1uas 80,69 Ha, dan tahun 2011 se1uas 332 Ha dan 

tahun 2012 se1uas 514 Ha. 

(2) Luas Panen Produksi Tanaman Hortiku1tura (Ha): 

(a) Sayuran tahun 2011 seluas 61,90 Ha, dan tahun 2012 

seluas Ill Ha. 

(b) Buah-buahan tahun 20ll seluas 228 Ha, dan tahun 

2012 seluas 47,48 Ha. 

(3) Produksi Tanaman Padi dan Palawija (Ton): 

(a) Padi Ladang tahun 2009 berjum1ah 52 ton, dan tahun 

2010 berjumlah 12 ton. 

(b) Jagung tahun 2009 berjum1ah 62 ton, tahun 2010 

berjumlah 267,3 ton, tahun 20ll berjumlah 252,2 ton, 

dan tahun 2012 berjumlah 234,62 ton. 

(c) Kete1a pohon tahun 2009 berjum1ah 4.460 ton, tahun 

2010 5.429,82, tahun 2011, dan tahun 2012 berjumlah 

1.107,05 ton. 

(d) Kete1a Rambat tahun 2009 berjumlah 36 ton, tahun 

2010 berjumlah 332 ton, tahun 2011 berjumlah 100,70 

ton, dan tahun 2012 berjumlah 92,64 ton. 
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(e) Kacang Tanah tahun 2009 berjumlah 16 ton, tahun 2010 

berjumlah 94,90 ton, tahun 2011 berjumlah 25,65 ton, 

dan tahun 2012 berjumlah 23,59 ton. 

(f) Kacang Hijau tahun 2010 berjumlah 55,40 ton, tahun 

2011 berjumlah 10,55 ton, tahun 2012 berjumlah 18,86 

ton. 

(4) Produksi Tanaman Hortikultura (Ton): 

(a) Sayur-sayuran tahun 2011 berjumlah 1.332,90 ton, 

tahun 2012 berjumlah 10,14 ton. 

(b) Buah-buahan tahun 2011 berjumlah 153,25 ton, tahun 

2012 berjumlah 313,20 ton. 

(5) Produksi Tanaman Perkebunan 

(a) Kelapa tahun 2011 berjumlah 54 ton, tahun 2012 

berjumlah 90,21 ton, dan tahun 2013 berjumlah 99,23 

ton 

(b) Pala tahun 2011 berjumlah 3 ton, tahun 2012 berjumlah 

52,60 ton, dan tahun 2013 berjumlah 57,86 ton. 

(c) Cengkeh tahun 2011 berjumlah 5 ton, tahun 2012 

berjumlah 11,33 tOn, dan tahun 2013 berjumlah 10,20 

ton. 

(d) Jambu Mete tahun 2011 berjumlah I ton, tahun 2012 

berjumlah 2 ton, dan tahun 2013 berjumlah 2,20 ton. 
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(e) Kenari tahun 2011 berjumlah 14 ton, tahun 2012 

berjumlah 29,51 ton, dan tahun 2013 berjumlah 32,46 

ton 

(6) Produksi Temak (Ekor) 

(a) Sapi tahun 2010 berjurn1ah 208 ekor, tahun 2011 

berjumlah 206 ekor, dan tahun 2012 berjumlah 236 

ekor 

(b) Karnbing tahun 2010 berjumlah 2.683 ekor, tahun 2011 

berjumlah 3.847 ekor dan tahun 2012 berjurn1ah 3.965 

ekor 

(c) Babi tahun 2010 berjurn1ah 387 ekor, tahun 2011 

berjumlah 591 ekor dan tahun 2012 berjurn1ah 736 

ekor. 

(7) Produksi Kayu (M3) 

(a) Kayu Meranti tahun 2009 berjumlah 105 M3, dan tahun 

201 0 berjurn1ah 60 M3. 

(b) Kayu Rimba Campuran tahun 2009 berjum1ah 130M3, 

dan tahun 2010 75M3. 

(c) Kayu Indah tahun 2009 berjum1ah 55 M3, tahun 2010 

berjumlah 15M3. 

(8) Luas Lahan 

(a) Luas Lahan Kritis (Ha) tahun 2011 berjum1ah 11.845 

Ha, tahun 2012 berjum1ah 11,845 Ha, dan tahun 2013 

berjumlah 11.845 Ha. 
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(b) Luas Hutan Lindung (Ha) tahun 2011 berjumlah 9.201 

Ha, tahun 2012 berjumlah 9.201 Ha dan tahun 2013 

berjumlah 9,201 Ha. 

Sebagai kota yang terdiri dari banyak pu1au kecil yang tersebar 

luas, maka !aut menjadi wilayah yang dominan di daerah ini, 

dengan demikian sumberdaya !aut merupakan unsur dominan 

dalam pengembangan ke depan. Berbagai upaya pemanfuatan 

sumber daya !aut telah dilakukan oleh masyarakat pesisir seperti 

penangkapan ikan, pembudidayaan rumput !aut rnaupun 

pengo laban basil perikanan seperti pembuatan ikan asin dan lain 

sebagainya. Guna menunjang kegiatan nelayan dalam 

pemanfaatan sumber daya perikanan tersebut telah dialokasikan 

dana DAK yang diterima setiap tahun untuk menunjang 

kegiatan perikanan tangkap dengan uraian bantuan dapat dilihat 

pad a Tabel 4.16 berikut. 

Tabel4.16 Perkembangan Bantuan Kegiatan Perikanan 
Tangkap bagi Masyarakat di Kota Tual Tahun 
2009-2012 

No. Jenis Bantuan 
Tahun Paket\ 

2009 2010 2011 2012 
I. Sarana Penangkapan 14 II 25 37 
2. Sarana Budidaya 72 45 80 50 
3. Sarana Pengo laban - - II 7 
4. Sarana Pesisir 2 Unit - - -
5. Sarana Penyuluhan - - 3 -

Sumber: Has!l Wawancara dengan Kepala Dmas Kelautan dan 
Perikanan Kota Tual, tanggal25 Juli 2013 

Guna menjaga ketersediaan ekosistem pes1srr maka telah 

dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan pengelolaan 
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ekosistem pesisir pada tahun 20 II dengan lokasi kegiatan Desa 

Ngadi Kecamatan Dullah Utara untuk ekosistem terumbu karang 

serta Desa Fiditan untuk ekosistem mangrove atau bakau. 

Selanjutnya guna membantu masyarakat pes1srr dalam 

pengembangan usaha baik usaha penangkapan ikan maupun 

usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan telah diadakan 

pengembangan sarana usaha mikro mitra bahari. Alokasi 

anggaran bagi pengembangan sub sektor perikanan sejak tahun 

2009 sampai tahun 2012 sebesar Rp. 19.242.704.050, yang 

secara rinci dapat dilihat pada Tabel4.17 berikut. 

Tabel4.17 Anggaran Belanja Langsung dan Realisasi 
Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual 
Tahun 2009-2012 

JUMLAH 
CAP AlAN NO TAHUN ANGGARAN REAL IS ASI 

(Rp) (Rp) 
(%) 

I. 2009 108.850.000,00 I 08.850.000,00 100 
2. 2010 3.913.760.000,00 3. 748.835.362,00 95,79 
3. 2011 5.849.001.300,00 5.536.535.000,00 94,66 
4. 2012 9.371.092. 750,00 9.221.643.000,00 98,41 

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota 
Tual 

Pariwisata telah ditetapkan sebagai sektor unggulan Kota Tual. 

Alokasi anggaran untuk sektor pariwisata dari tahun 2010-2012 

sebesar Rp. 1.207.915.600 yang secara rinci sesuai Tabel 4.18 

berikut. 
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Tabel4.18 Anggaran Belanja Langsung dan Realisasi 
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Tual 
Tahun 2010-2012 

JUMLAH 
CAP AlAN NO TAHUN ANGGARAN REALISASI 

(Rp) (Rp) 
("/o) 

I. 2010 209.168.000,00 209.168.000,00 100 
2. 2011 525.408.000,00 525.408.000,00 100 
3. 2012 473.339.600,00 449.291.566.68 94,92 

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota 
Tual 

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam konteks 

pengembangan wilayah dari sub sektor jasa pariwisata yaitu: 

Menyusun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah 

(RIPPDA) Kota Tual. 

Mengadakan survey potensi pariwisata pada empat 

kecamatan di Kota Tual, baik wisata bahari maupun budaya. 

Mengidentiflkasi titik-titik destinasi untuk dapat 

dikembangan. Hasilnya telah ditetapkan Tayando Tam 

sebagai destinasi wisata bawah !aut, Kur sebagai wisata 

penangkaran penyu, Ngadi sebagai destinasi wisata tirta, 

serta beberapa titik destinasi wisata bahari dan budaya 

lainnya. 

Penataan beberapa objek wisata seperti objek wisata Pantai 

Dullah, objek wisata Tirta Danau Ngadi, dan Pantai wisata 

Difur. 

Mempromosikan Kota Tual didalam maupun luar negen 

melalui website, leaflet, booklet, pameran-pameran dan 

tempat-tempat strategis seperti Bandara Pattimura di 
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Ambon, hotel-hotel serta keJjasama dengan PT. Pos 

Indonesia untuk membuat perangko wisata dan kartu pos. 

2) Pemerataan pembangunan dan pelayanan masyarakat; 

Arab kebijakan pengelolaan belanja daerah Kota Tual selain 

ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat juga untuk 

pemerataan pembangunan dan pelayanan masyarakat meliputi: 

a) Rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur serta fasilitas 

pelayanan masyarakat. 

Alokasi anggaran ditujukan bagi pembangunan infrastruktur 

dasar baik pembangunan jaringan Iistrik, air bersih, pemukiman, 

sanitasi, maupun komunikasi. Capaian kinerja program dan 

kegiatan diantaranya sebagai berikut. 

(I) Pengadaan Iistrik tenaga surya di Pulau Ut Kecarnatan 

Dullah Selatan dan sebagian besar Desa dan Dusun di 

Kecamatan Tayando Tam dan Kecamatan Pulau-pulau Kur. 

(2) Rehabilitasi!Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Sanitasi BTN-

UN· , 

Pada tahun 2009 dialokasikan anggaran sebesar 

Rp.223.601.000, dengan realisasi sebesar Rp.215.774.965 

atau 96,5%. Kinerja yang dicapai yaitu tersedianya jaringan-

jaringan sanitasi di BTN-UN. 

(3) Rehabilitasi!Pemeliharaan Saluran Sanitasi (MCK) Ohoitel 

Kampung Baru; 
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Pada tahun 2009 dialokasikan anggaran sebesar 

Rp.85.500.000, dengan rea1isasi sebesar Rp.81.225.000 atau 

95%. Kinerja yang dicapai yaitu tersedianya sa1uran sanitasi 

(MCK) di Ohoite1 Kampung Baru. 

(4) Fasi1itas Pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar 

Pemukiman Berbasis Masyarakat (PNPM-MP); 

Pada tahun 2010 dia1okasikan anggaran sebesar 

Rp.l54.184.000, dengan realisasi sebesar Rp.154.184.000 

atau 100%. Pada tahun 2012 dia1okasikan anggaran sebesar 

Rp.223.646. 750, dengan realisasi sebesar Rp.l90.1 00.000 

atau 85%. Kinerja yang dicapai yaitu tersedianya fasi1itas 

pembangunan sarana dan prasarana dasar pemukiman 

berbasis masyarakat (PNPM-MP). 

(5) Peningkatan Jaringan Air Bersih Kecamatan Kur; 

Pada tahun 20 II dia1okasikan anggaran sebesar 

Rp.323.449.000,- dengan rea1isasi sebesar Rp.307.324.050,

atau 95%. Pada tahun 2012 dia1okasikan anggaran (Juncuran 

2011) sebesar Rp.16.124.950,- dengan rea1isasi sebesar 

Rp.l6.124.950,- atau 100%. Kinerja yang dicapai yaitu 

tersedianya jaringan air bersih di Sermaf. 

(6) Pembangunan Bak Penampung Air Hujan Desa Kaimear; 

Pada tahun 2012 dia1okasikan anggaran sebesar 

Rp.171.832.000,- dengan rea1isasi sebesar Rp.l71.832.000,-
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atau 1 00%. Kinerja yang dicapai yaitu tersedianya bak 

penarnpung air hujan di Desa Kairnear. 

(7) Pembangunan Bak Penarnpung dan Jaringan Pipa Kur I; 

Pada tahun 2011 dialokasikan anggaran sebesar 

Rp.462.720.000,- dengan rea1isasi sebesar Rp.381.744.000,

atau 82,50%. Pada tahun 2012 dialokasikan anggaran 

sebesar Rp.347.980.000,- dengan realisasi sebesar 

Rp.347.980.000,- atau 100%. Sedangkan untuk kegiatan 

luncuran 2011 dia1okasikan anggaran sebesar 

Rp.80.976.000,- dengan rea1isasi sebesar Rp.80.976.000,

atau 1 00%. Kinerja yang dicapai yaitu tersedianya bak 

penampung dan jaringan pipa. 

(8) Pembangunan Bak Penampung dan Jaringan Pipa Kur 11; 

Pada tahun 2011 dia1okasikan anggaran sebesar 

Rp.410.920.000,- dengan realisasi sebesar Rp.339.009.000,

atau 82,50%. Pada tahun 2012 dialokasikan anggaran 

(luncuran 2011) sebesar Rp.71.911.000,- dengan realisasi 

sebesar Rp.71.911.000,- atau 100%. Kinerja yang dicapai 

yaitu tersedianya bak penampung dan jaringan pip a. 

b) Peningkatan aksesibi1itas layanan pendidikan dan kesehatan 

serta peningkatan kua1itas pelayanan pub1ik. 

Perlindungan sosial masyarakat da1am pelayanan dasar 

khususnya kesehatan dan pendidikan merupakan bagian penting 

dari pengembangan wilayah. Alokasi anggaran untuk 
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peningkatan aksesibi1itas 1ayanan pendidikan sejak tahun 2009 

sampai dengan tahun 2012 sebesar Rp. 109.044.919.767, dengan 

rincian sebagaimana Tabe14.19 berikut. 

Tabel4.19 Anggaran Belanja Langsung dan Realisasi 
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 
Kota Tual Tahun 2009-2012 

JUMLAH 
CAP AlAN NO TAHUN ANGGARAN REAL IS ASI (%) 

(Rp) (Rp) 
I. 2009 6. 763.346.200,00 1.820.167.017.00 26,91 
2. 2010 25.518.678.500,00 11.606.728.460,00 45,48 
3. 2011 47.728.868.740,00 37.226.880.620,00 77,99 
4. 2012 29.034.026.327,00 18.694.718.330,00 64,38 

Sumber: Ba.dan Penge1ola Keuangan dan Aset Daerah Kota 
Tual 

Capaian kinerja program dan kegiatan diantaranya sebagai 

berikut. 

(I) Pemeliharaan Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (DAK). 

Pada tahun 2009 dialokasikan anggaran sebesar 

Rp.4.554.400.000, dengan realisasi nihil. Pada tahun 2010 

dialokasikan anggaran sebesar Rp.2.152.822.400, dengan 

realisasi sebesar Rp.738.697.800 atau 34,31%. Pada tahun 

2011 dialokasikan anggaran sebesar Rp.l0.793.226.950, 

dengan realisasi sebesar Rp.4.937.094.850 atau 45,74%. 

Pada tahun 2012 dialokasikan anggaran sebesar 

Rp. 7.972.91 0.225, dengan realisasi sebesar 

Rp.3.813.971.200 atau 47,84%. Kinerja yang dicapai dari 

kegiatan ini yaitu terlaksananya rehabilitasi sedang!berat 

ruang kelas seko lah. 

(2) Penambahan Ruang Kelas Sekolah. 

16/42098.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



128 

Pada tahun 20 I 0 dialokasikan anggaran sebesar 

Rp. 726.645.000, yang bersumber dari DPPIP dengan 

realisasi sebesar Rp.396.312.500, atau 54,54%. Pada tahun 

2011 dialokasikan anggaran sebesar Rp.227.383.500, 

dengan realisasi sebesar Rp.227 .383.500 at au I 00%. Pada 

tahun 2012 dialokasikan anggaran sebesar Rp.746.288.070, 

dengan realisasi Rp.745.543.970 atau 99,90%, kegiatan ini 

merupakan kegiatan luncuran di tahun 2012. Kinerja yang 

dicapai dari kegiatan ini pada tahun 20 I 0 yaitu 

terlaksananya penambahan ruang kelas pada SDN BIN 

Un Tual, SDN Un Pantai Tual dan MIN Ngadi. 

(3) Pembangunan Perpustakaan Sekolah. 

Pada tahun 20 I 0 dialokasikan anggaran sebesar 

Rp.3.437.953.800, yang pendanaannya bersumber dari 

DAK dengan realilasi sebesar Rp.1.582.038060 atau 

46,02%. Pada tahun 2011 kegiatan ini dilaksanakan 

sebanyak 2 kali, 

Rp.l. 773.191.1 00, 

alokasi 

dengan 

anggaran 

realisasi 

sebesar 

sebesar 

Rp.l. 730.336.445 atau 97,58%, dan dialokasikan anggaran 

sebesar Rp.1.684.350.940, dengan realisasi sebesar 

Rp.l.684.350.940 atau 100%. Pada tahun 2012 dialokasikan 

anggaran sebesar Rp.58.431.755, dengan realisasi sebesar 

Rp.46.856.905 atau 80,19%. Kinerja yang dicapai dari 
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kegiatan lfll yaitu terlaksananya pembangunan 

perpustakaan sekolah pada 21 SD dan 4 SMP di Kota Tual. 

(4) Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa. 

Pada tahun 2010 dialokasikan anggaran sebesar 

Rp.4.152.000, yang pendanaannya bersumber dari DAK 

dengan realisasi sebesar Rp.3.499.978.000 atau 84,30%. 

Pada tahun 2011 dialokasikan anggaran sebesar 

Rp.621.698.000, dengan realisasi sebesar Rp.621.698.000 

a tau I 00%. Pada tahun 2012 dialokasikan anggaran sebesar 

Rp.44.920.000, dengan realisasi sebesar Rp.26.970.000 atau 

60,04%. Kinerja yang dicapai dari kegiatan ini yaitu 

tersedianya buku dan alat tulis siswa pada 3 7 SD dan 14 

SMP di Kota Tual. 

(5) Pembangunan Ruang Kelas Sekolah. 

Pada tahun 2012 dialokasikan anggaran sebesar 

Rp.283.500.000, dengan realisasi anggaran sebesar 

Rp.ll3.400.000 atau 40%. Kinerja yang dicapai yaitu 

tersedianya Ruang Kelas Baru (RKB) SD Al-Hilal II Tual 

di Tual dan SD Negeri Yamru di Desa Yamru Tayando. 

Selain capaian beberapa program dan kegiatan yang telah 

diuraikan di atas juga terdapat capaian-capaian kinerja sesuai 

target yang direncanakan di RPJMD Kota Tual tahun 2009-

2013. Capaian kinerja sesuai target yang direncanakan dalam 
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RPJMD Kota Tual tahun 2009-2013 dapat dilihat pada Tabel 

4.20 berikut. 

Tabel4.20 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan di Kota 
Tual periode 2009-2012 

No. lndikator Kinerja Tahun 
2009 2010 2011 2012 

I. Angka Partisipasi Kasar 
(APK) 91,86 91,86 lll,62 108,15 
a. SD/Ml 90,71 90,71 97,42 98,93 
b. SMPIMTs 91,86 91,86 99,79 100,55 
c. SMA/SMKIMA 

2. Angka Partisipasi Mwni 
(APM) 96,15 94,15 95,46 96,33 
a. SD/Ml 79,28 78,67 79,97 83,07 
b. SMPIMTs 79,04 85,51 90,09 93,50 
c. SMA/SMKIMA 

3. Angka Putus Sekolab 
a. Usia 7-12 tahun 1,18 2,05 0,93 0,21 
b. Usia 13-15 tahun 7,32 9,36 2,12 0,83 
c. Usia 16-18 tahun 27,41 20,54 19,72 6,89 

4. Tingkat Kelulusan 
a. SD/Ml 100 100 100 100 
b. SMPIMTs 100 99,93 100 100 
c. SMA/SMKIMA 100 99,09 100 98,21 

5. Rasio guru per murid (%) 14,00 14,00 13,00 12,00 
6. Rasio J(Uru per sekolab (%) 14,00 14,00 14,00 15,00 

7. Penduduk yang berusia > 15 30,00 72,00 81,35 90,00 
tahun melek huruf atau tidak 
buta aksara (%) 

8. Rasio lulusao S I per satuan - - - -
penduduk 

9. Penemuan dan pemanfataan - - - -
tekoologi tepa! guna 

10. Indeks Pembangunan 76,36 76,51 77,10 -
Maousia (!PM) 

II. Jumlab Sekolab 
a. SD/Ml 53 53 55 60 
b. SMP/MTs 19 19 19 21 
c. SMA/SMKIMA 12 14 14 14 

12. Jumlab Siswa 
a. SD/Ml 9.616 9.918 9.903 9.863 
b. SMPIMTs 4.130 4.147 3.968 4.142 
c. SMA/SMKIMA 3.006 3.332 3.716 3.849 

13. Pembangunao RKB 
a. SD/Ml - - 16 -
b. SMP/MTs - - 4 8 
c. SMA!SMKIMA 3 6 8 17 

14. Rehab Sekolah 
a. SD/Ml - 27 68 139 
b. SMP/MTs - 27 9 12 
c. SMA/SMKIMA - 3 5 2 

Sumber: Dmas Pendtdtkan, Pemuda dan Olahraga Kota Tual. 
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Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tua1 

se1ama tahun 2009-2011 dapat dilihat pada Gambar 4.6 berikut. 

Gambar 4.6 Perkembangan lndeks Pembangunan Manusia 
(IPM) Kota Tual Tahun 2009-2011. 

Capaian indikator pe1ayanan kesehatan sesum target yang 

direncanakan dalam RPJMD Kota Tual cenderung meningkat 

sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, yang secara rinci 

dijelaskan sebagai berikut. 

- Angka Harapan Hidup tahun 2012 sebesar 67,60"/o, menurun 

dibandingkan dengan tahun 2009 yakni 68,37%. 

- Angka kematian bayi/1.000 KH mengalami peningkatan pada 

tahun 2012 sebesar 12/1.000 KH bi1a dibandingkan pada 

tahun 2009 sebesar 8,2/1.000 KH. Sedangkan angka 

kematian ibu melahirkan pada tahun 2009-2012 tidak stabi1 

yakni pada tahun 2009 sebanyak 117,5 kasus, pada tahun 

2010 mengalami peningkatan yang cukup signiflkan yakni 

sebanyak 501 kasus dikarenakan ekslamsia keracunan 
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kehamilan dan pendarahan, pada tahun 2011 sebanyak 152,2 

kasus, dan pada tahun 2012 tidak ada kasus. 

- Prevalensi gizi kurang pada anak balita cukup baik yakni 

pada pada tahun 2009 sebesar 2,1 %, pada tahun 2012 sebesar 

0, 75%. Ini artinya bahwa cakupan gizi anak balita mengalami 

peningkatan yang cukup baik. 

- Persentase pertolongan persalinan pada tahun 2009 sebesar 

60%, tahun 2010 sebesar 56%, pada tahun 2011 dan tahun 

2012 sebesar 85%, yang artinya bahwa penanganan yang 

dilakukan oleh tenaga bidan sudah cukup baik. 

- Persentase kunjungan cakupan KN lengkap pada tahun 2009 

sebesar 60% dan mengalami peningkatan pada tahun 2012 

sebesar 75%. Sedangkan jumlah cakupan kunjungan bayi 

pada tahun 2009 sebesar 70% dan mengalarni peningkatan 

pada tahun 2012 sebesar 85%. 

- Jumlah bayi Asi ekslusif pada tahun 2009 sebesar 22,5%, 

tahun 2010 sebesar 5,2%, tahun 2011 sebesar 9,1% dan pada 

tahun 2012 sebesar 90%. 

- Persentase Balita yang mendapatkan vitamin A pada tahun 

2009 sebesar 80%, tahun 2010 sebesar 77%, tahun 2011 

sebesar 74% dan pada tahun 2012 sebesar 90%. Sedangkan 

persentase Ibu Hamil yang mendapatkan Tablet Fe pada 

tahun 2009 sebesar 70%, tahun 2010 sebesar 67%, tahun 201 

sebesar 89% dan pada tahun 2012 sebesar 90%. 
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- Rasio posyandu persatuan balita pada tahun 2009-2011 

sebesar 1,1 dan pada tahun 2012-2013 sebesar 2. 

- Jumlah Bidan pada tahun 2009 sebanyak 33 orang dan 

mendapat penambahan tenaga I orang pada tahun 2010 

sampai tahun 2012. 

- Jumlah Perawat pada tahun 2009 sebanyak 76 orang, dan 

mendapat penambahan tenaga pada tahun 2010-2011 menjadi 

107 orang dan tahun 2012 bertambah sebanyak 132 orang. 

- Jumlah Tenaga Apoteker tahun 2009-2011 sebanyak 3 orang 

dan bertambah 3 orang pada tahun 2012-2013 menjadi 6 

orang. 

Jumlah Nutrisionis!tenaga gizi pada tahun 2009-2010 

sebanyak 23 orang, tahun 20 II terdapat mutasi 1 orang 

sehingga berkurang menjadi 22 orang, tahun 2012 bertambah 

tenaga sebanyak 25 orang. 

- Jumlah sanitarian/tenaga kesling pada tahun 2010 sebanyak 

18 orang, tahun 2011 sebanyak 16 orang, dan tahun 2012 

sebanyak 25 orang. Ketidakstabilan jumlah tenaga 

dikarenakan teJjadi mutasilperpindahan tempat keJja. 

- Jumlah tenaga farrnasi pada tahun 2009 sebanyak 1 orang, 

tahun 2010-2011 bertambah menjadi 7 orang, tahun 2012 

bertambah menjadi I 0 orang. 

- Jumlah Tenaga Psikologi pada tahun 2010 sampai saat ini 

hanya sebanyak I orang. 
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- Jumlah Tenaga Fisiotherapy pada tahun 2010 sekarang hanya 

sebanyak 1 orang. 

- Jumlah Tenaga Analisis pada tahun 2010-2011 sebanyak 1 

orang dan tahun 2012-2013 sebanyak 2 orang. 

- Jumlah Tenaga Atro tahun 2010-2011 sebanyak I orang dan 

pada tahun 2012 mengalami mutasi sehingga tidak terdapat 

tenaga Atro sampai sekarang. 

- Jumlah Tenaga Pekarya tahun 2011 sebanyak 2 orang dan 

pada tahun 2012 sebanyak I orang. 

- Jumlah Tenaga Atem tahun 2012 sebanyak I orang. 

- Jumlah Tenaga Hiperkes/Kesker tahun 2012 sebanyak 1 

orang. 

- Jum1ah Dokter Umum (PNS) pada tahun 2009-2010 

sebanyak 5 orang, pada tahun 2011 sebanyak 6 orang, pada 

tahun 2012 sebanyak 7 orang dan pada tahun 2013 sebanyak 

10 orang. 

- Jum1ah Dokter Gigi (PNS) tahun 2009 sebanyak 2 orang, 

tahun 2010 sebanyak 3 orang, pada tahun 2011-2012 

sebanyak 4 orang, dan pada tahun 2013 sebanyak 3 orang. 

- Rumah Sakit Pemerintah tahun 2012 sebanyak 1 unit. 

Puskesmas Induk pada tahun 2009-2011 sebanyak 5 unit, 

tahun 2012 bertambah menjadi 8 unit (diantaranya 3 unit 

peningkatan dari pustu menjadi puskesmas induk) 
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- Puskesmas Pembantu!Pustu pada tahun 2009-2011 sebanyak 

12 unit, dan tahun 2012 berkurang menjadi 9 unit karena 3 

unit mengalarni peningkatan menjadi Puskesmas Induk. 

- Poskesdes pada tahun 2009 sebanyak 25 unit, tahun 2010-

2011 bertambah menjadi 29 unit, dan tahun 2012 bertambah 

menjadi 33 unit. 

- Posyandu pada tahun 2009-2011 sebanyak 84 unit, dan pada 

tahun 2012 bertambah menjadi 96 unit. 

- Cakupan pelayanan penyakit menular Diare tahun 2009-2012 

sebesar I 00%. 

- Cakupan pelayanan penyakit menular Malaria tahun 2009-

2012 sebesar 100%. 

- Cakupan pelayanan penyakit menular HIV tahun 2009-2012 

sebesar I 00%. 

- Cakupan pelayanan penyakit menular DBD tahun 2009-2012 

sebesar I 00%. 

- Jumlah Rumah Tangga Sehat tahun 2009-2010 sebesar 40% 

dan mengalami peningkatan pada tahun 2011-2012 sebesar 

60%. 

- Ala! kesehatan pada tahun 2010 sebanyak 134 jenis, pada 

tahun 20 II sebanyak 119 jenis, dan tahun 2012 sebanyak 118 

jenis. Pengurangan alat kesehatan karena terjadi kerusakan. 

- Jenis Obat DPDF pada tahun 2009 sebanyak 108, DAU pada 

tahun 2009 sebanyak 105 dan tahun 2010 sebanyak 110, 
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sedangkan DAK tahun 2011 sebanyak 155 dan tahun 2012 

sebanyak 115. 

- Pusling darat tahun 2009-2010 sebanyak 2 unit. 

- Pusling !aut tahun 2009 sebanyak I unit, tahun 20 I 0 

sebanyak 3 unit, tahun 2012 berkurang I unit karena 2 unit 

mengalarni kerusakan, tahun 2013 bertambah menjadi 5 unit. 

- Askes PNS sebanyak 9.032 orang (15%). 

- Pengadaan kendaraan operasional roda dua tahun 2009 

sebanyak 25 unit, tahun 20 I 0 sebanyak 21 unit, dan tahun 

201 I sebanyak 7 unit. Jadi total sebanyak 53 unit. 

- Jumlah peserta Jamkesmas sesuai SK Walikota Tual Nomor 

27fTahun 2010 sebanyak 30.927 jiwa (55,10%). 

- Jumlah peserta Jamkesda sebanyak 20.576 jiwa (25,40%) 

c) Pemulihan sistem transportasi yang banda! dalam menunjang 

pengembangan wilayah terutarna di kawasan pulau-pulau kecil 

dan terluar dalam rangka peningkatan aksesibilitas. 

Alokasi anggaran dimaksudkan untuk memperbaiki sarana 

transportasi khususnya perbaikan jalan dan jembatan di berbagai 

wilayah yang menunjang peningkatan produksi. Selain itu 

pengalokasian anggaran juga untuk mendukung kelancaran 

perhubungan perintis di wilayah terisolasi melalui jaringan !aut. 

Melalui Dinas Pekerjaan Umum Kota Tual telah dilaksanakan 

program pembangunan jalan dan jembatan dengan beberapa 

kegiatan yang capaian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut. 
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(I) Pembangunan Jalan Kota Tayando. 

Pada tahun 2009 dialokasikan anggaran sebesar 

Rp.739.848.000, dengan realisasi sebesar Rp.702.855.600 

atau %. Kinerja yang dicapai yaitu tersedianya jalan Japen 

sepanjang lkm di Kota Tayando. 

(2) Pembangunan Jalan Kota Kur 

Pada tahun 2009 dialokasikan anggaran sebesar 

Rp.841.330.000, dengan realisasi sebesar Rp.799.263.500 

atau %. Kinerja yang dicapai yaitu tersedianya jalan Japen 

sepanjang I km di Kota Kur. 

(3) Pembangunan Jalan Langgiar-Ohoitel 

Pada tahun 20 I 0 dialokasikan anggaran sebesar 

Rp.J.649.000.000, dengan realisasi sebesar 

Rp.951.408.147 atau 57,70%. Pada tahun 2011 

dialokasikan anggaran (luncuran 2010) sebesar 

Rp.698.906.590, dengan realisasi sebesar Rp.698.906.590 

atau I 00%. Kinerja yang dicapai yaitu tersedianya jalan di 

Langgiar-Ohoitel. 

(4) Pembangunan Jalan Lingkar Kur 

Pada tahun 2010 dialokasikan anggaran sebesar 

Rp.993.940.000, dengan realisasi sebesar Rp.284.870.000 

atau 30%. Pada tahun 2011 dialokasikan anggaran sebesar 

Rp.895.500.000, dengan realisasi sebesar Rp.850. 725.000 

atau 95%. Adapun untuk kegiatan Juncuran 2010 
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dia1okasikan anggaran sebesar Rp.713.709.000, dengan 

rea1isasi sebesar Rp.713.709.000 atau 100%. Pada tahun 

2012 dialokasikan anggaran (luncuran 20 II) sebesar 

Rp.44.775.000, dengan realisasi sebesar Rp.44.775.000, 

atau I 00%. Kinerja yang dicapai yaitu tersedianya jalan 

Lingkar Kur sepanjang I Krn. 

(5) Pembangunan Ja1an Watran-Luv 

Pada tahun 2010 dia1okasikan anggaran sebesar 

Rp.2. 786.024.000, dengan rea1isasi sebesar 

Rp.l.326.865.000 atau 47,63%. Pada tahun 2011 

dialokasikan anggaran (luncuran 201 0) sebesar 

Rp.1.459.159.000, dengan realisasi sebesar 

Rp.1.459.159.000 atau I 00%. Kinerja yang dicapai yaitu 

tersedianya jalan di Watran-Luv. 

(6) Pembangunan Pengaman Jalan Taar 

Pada tahun 2010 dialokasikan anggaran sebesar 

Rp.ll6.036.000, dengan realisasi sebesar Rp.l 09.725.000 

atau 94,56%. Pada tahun 2011 dialokasikan anggaran 

(luncuran 2010) sebesar Rp.5.775.000, dengan realisasi 

sebesar Rp.5.775.000 atau 100%. Kinerja yang dicapai 

yaitu tersedianya pengamanjalan di Taar. 

(7) Pembangunan Jalan LPTQ-Ngadi 

Pada tahun 2010 dialokasikan anggaran sebesar 

Rp.2.290.000.000, dengan realisasi sebesar 
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Rp.2.290.000.000 atau I 00%. Kinerja yang dicapai yaitu 

tersedianya jalan di LPTQ-Ngadi. 

(8) Pembangunan Jalan Yamru-Ohoitom 

Pada tahun 2010 dialokasikan anggaran sebesar 

Rp.1.633.000.000, dengan realisasi sebesar 

Rp.746.834.000 atau 45,73%. Pada tahun 2011 

dialokasikan anggaran (luncuran 201 0) sebesar 

Rp.886.166.000, dengan realisasi sebesar Rp.388.433.000 

atau 56, I 7%. 

(9) Pembangunan Jalan Fidabot 

Pada tahun 2010 dialokasikan anggaran sebesar 

Rp.588.725.000, dengan realisasi sebesar Rp.559.288.000 

atau 95%. Pada tahun 2011 dialokasikan anggaran 

(luncuran 201 0) sebesar Rp.29.437.000, dengan realisasi 

sebesar Rp.29.437.000, atau 100%. ·Kinerja yang dicapai 

yaitu tersedianya jalan di Fidabot. 

(I 0) Pembangunan Pengaman Jalan Tuai-Ohoitel 

Pada tahun 2010 dialokasikan anggaran sebesar 

Rp.l38.275.000, dengan realisasi sebesar Rp.J30.112.263, 

atau 95%. Pada tahun 2011 dialokasikan anggaran 

(luncuran 2010) sebesar Rp.6.848.000,- dengan realisasi 

sebesar Rp.6.848.000 atau 100%. Kinerja yang dicapai 

yaitu tersedianya jalan di Tuai-Ohoitel. 

(II) Pembangunan Jalan SP-Ohoitei-Luv 
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Pada tahun 2012 dialokasikan anggaran (luncuran 20 II) 

sebesar Rp.872.998.500, dengan realisasi sebesar 

Rp.872.998.500 atau 100%. K.inerja yang dicapai yaitu 

tersedianya sarana jalan sepanjang I ,5 Km pada ja1an SP

Ohoitel-Luv. 

(12) Pernbangunan Ja1an Luv-Ohoitel Karnpung Baru 

Pada tahun 2012 dialokasikan anggaran (luncuran 20 II) 

sebesar Rp.2.852.000.000, dengan realisasi sebesar 

Rp.2.852.000.000 atau I 00%. Kinerja yang dicapai yaitu 

tersedianya sarana jalan sepanjang I ,5 Km pada jalan Luv

Ohoitel Karnpung Baru. 

(13) Pernbangunan Jalan Luv-Ohoitel Karnpung Baru 

Pada tahun 2012 dialokasikan anggaran (luncuran 20 II) 

sebesar Rp.2.852.000.000, dengan realisasi sebesar 

Rp.2.852.000.000 atau 100%. Kinerja yang dicapai yaitu 

tersedianya sarana jalan sepanjang I ,5 Km pada jalan Luv

Ohoitel Karnpung Baru. 

(14) Peningkatan Jalan Kecarnatan Dullah Utara 

Pada tahun 2011 dialokasikan anggaran sebesar 

Rp.l.462.502.000, dengan realisasi sebesar 

Rp.l.462.502.000 atau 100%. Pada tahun 2012 

dialokasikan anggaran sebesar Rp.860.688.000, dengan 

realisasi sebesar Rp.860.688.000 atau 100%. K.inerja yang 
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dicapai yaitu tersedianya sarana ja1an sepanjang I Km di 

Kecamatan Dullah Utara. 

(I5) Pemba!lgunan Jembatan Taar 

Pada tahun 20 I 0 dialokasikan anggaran sebesar 

Rp.I.2I7.000.000, dengan realisasi sebesar 

Rp.6I2.713.000 atau 50.35%. Pada tahun 2011 

dialokasikan anggaran (luncuran 20 I 0) sebesar 

Rp.654.2I4.000, dengan realisasi sebesar Rp.654.2I4.000 

atau I 00%. Kinerja yang dicapai yaitu tersedianya 

jembatan Taar. 

(I 6) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Fair 

Pada tahun 20 I2 dialokasikan anggaran (luncuran 20 II) 

sebesar Rp.98.950.000, dengan realisasi sebesar 

Rp.98.950.000 atau 100%. Kinerja yang dicapai yaitu 

terlaksananya rehabilitasi jembatan fair sepanjang 87,5 

meter. 

Sesuai basil wawancara dengan Ketua DPRD Kota Tual dan Ketua 

Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Tual, Kepala Badan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah, Kepala Bappeda, Litbang dan Penanaman Modal Daerah 

serta beberapa Kepala SKPD, diketahui masih adanya berbagai permasalahan 

dalam pelaksanaan berbagai kebijakan pengelolaan anggaran yang telah 

diuraikan di alas. Adapun permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan 

berbagai kebijakan pengelolaan anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut. 
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a. Belum disiplinnya penggunaan anggaran. Masih banyak program dan 

kegiatan daiam rangka mendukung pengembangan wilayah yang telah 

direncanakan bahkan telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (DPA) satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pada 

pelaksanaannya pagu anggarannya tidak mencukupi atau lebih besar dari 

yang direncanakan dan masih tidak tepat sasaran. Selain itu, jurnlah 

anggaran yang tersedia untuk suatu program dan kegiatan sering 

mengalami pergeseran pemanfaatan atau tidak dilaksanakan dan 

dialihkan untuk program kegiatan lainnya yang diusulkan masuk dalam 

APBD Perubahan. 

b. Pengalokasian anggaran masih diprioritaskan kepada pelaksanaan 

proyek-proyek besar yang pelaksanaannya memerlukan waktu yang lama 

walaupun menjanjikan keuntungan yang besar. 

c. Asistensi rencana kerja dan anggaran (RKA) selama ini masih dilakukan 

oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual. Peran 

Bappeda, Litbang dan Penanaman Modal Daerah sebagai unsur 

perencanaan daerah tidak dilibatkan samasekali. Akibatnya, masih 

didapatkan beberapa kegiatan dalam rangka pengembangan wilayah yang 

tumpang tindih dan tidak sinkron dengan tujuan pengelolaan anggaran 

bagi pengembangan wilayah Kota Tual. Orientasi asistensi yang 

dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual 

hanya sebatas melihat besar kecilnya anggaran yang diusulkan bagi suatu 

kegiatan tanpa melihat rnaksud dan tujuan kegiatan itu secara luas. 
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d. Masih sering teJjadi keterlambatan dalam pembahasan APBD Kota Tual 

yang disebabkan kineJja Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Tual 

yang tidak disiplin dalam penyiapan dokumen perencanaan anggaran. 

Hasil temuan lapangan tentang pengelolaan anggaran dan dukungan 

data sekunder telah menunjukkan adanya kesesuaian antara teori tentang 

pengelolaan anggaran yang dikemukakan oleh Valiani (2012) bahwa 

kebijakan pengelolaan anggaran adalah kebijakan untuk mengatur 

pengeluaran pemerintah, perpajakan. dan pinjaman untuk mencapai ekonomi 

yang mantap. Melalui pengaturan pengeluaran pemerintah, perpajakan. dan 

pinjaman tentu akan memberikan dukungan yang besar dan memacu upaya 

pengembangan wilayah di Kota Tual. 

2. Kebijakan pengembangan somber daya manusia; 

Kebijakan pengembangan sumber daya manusia dalam pengembangan 

wilayah di Kota Tual dibagi menjadi dua bagian yakni kebijakan 

pengembangan sumber daya manusia aparatur dan kebijakan pengembangan 

sumber daya manusia masyarakat. Hal ini didasarkan atas inforrnasi basil 

wawancara dengan beberapa Kepala SKPD Kota Tual seperti Kepala Dinas 

Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. 

Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan. Kepala 

Bappeda, Litbang dan Penanaman Modal Daerah sebagai berikut. 

"Bappeda, Litbang dan Penanaman Modal Daerah Kota Tual sungguh 
menyadari bahwa keberhasilan pengembangan wilayah maupun 
pembangunan secara umurnnya di Kota Tual sangat tergantung dari 
ketersediaan SDM yang banda!, trampil, inovatif serta mempunyai 
semangat yang kuat dalam membangun. Sumber daya alam yang 
berlimpah maupun teknologi yang canggih sekalipun tanpa didukung 
dengan ketersediaan SDM yang berkualitas dan cukup jumlahnya, 
maka semua itu menjadi tidak ada manfaatnya bagi pengembangan 
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wilayah Kota Tual. Mengingat pentingnya SDM dalam proses 
pembangunan di Kota Tual, maka upaya pengembangan SDM yang 
telah kami lakukan dan terns kami lakukan setiap tahunnya yaitu 
pengembangan SDM aparatur khususnya dan melalui ketersediaan 
SDM aparatur yang banda! ini menjadi pintu masuk pengembangan 
SDM masyarakat. Pengembangan SDM aparatur terlaksana melalui 
beberapa program dan kegiatan yang sebelumnya telah tertuang dalam 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DP A). Adapun pengembangan 
SDM masyarakat dilakukan melalui pengikusertaan mereka dalam 
setiap kegiatan perencanaan pembangunan daerah maupun monitoring 
dan evaluasi kegiatan pembangunan" (Hasil wawancara dengan 
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Litbang dan Penanarnan 
Modal Daerah Kota Tual, tanggal5 Juni 2013). 

"Kunci dari keberhasilan pengembangan wilayah adalah terletak pada 
kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Berbicara mengenai 
masalah peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, 
harus diawali dari masalah pendidikan, karena pendidikan adalah cara 
yang paling efektif untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber 
daya manusia. Dalam konteks pengembangan wilayah, 
penyelenggaraan pendidikan ditujukan untuk peningkatan 
keterampilan dan pengetahuan untuk bekerja, dengan kata lain 
pendidikan menyiapkan tenaga-tenaga yang siap bekerja. Pentingnya 
keberadaan sumber daya manusia bagi pengembangan wilayah 
tersebut, mengharuskan kami untuk mengembangkannya secara lebih 
baik. Wujudnya terlihat pada setiap tahunnya, karni selalu 
menye!enggarakan program dan kegiatan pengembangan sumber daya 
manusia baik kegiatan pengembangan terhadap sumber daya manusia 
aparatur maupun terhadap sumber daya manusia masyarakat" (Hasil 
wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 
Kota Tual, tanggal!O Juni 2013). 

"Pengembangan wilayah merupakan upaya memberdayakan 
stakeholders baik masyarakat, pemerintah, maupun swasta di suatu 
wilayah, terutama dalam memanfaatkan sumber daya alam dan 
lingkungan di wilayah tersebut. Pemanfuatan sumber daya alam dan 
lingkungan dibutuhkan suatu kondisi dimana setiap pelaku 
pengembangan wilayah berada dalam kondisi yang sehat secara 
fisiknya. Bahwa hanya dengan sumber daya manusia yang sehat fisik 
sajalah yang dapat mengawal proses pengembangan wilayah yang 
sedang berjalan. Mendasari hal itu, maka dalam rangka mewujudkan 
aparatur dan masyarakat yang sehat fisiknya, memadai 
pengetahuannya tentang kesehatan diri dan lingkungannya serta 
terwujudnya kesehatan bagi semua pelaku pengembangan wilayah di 
Kota Tual, kami laksanakan berbagai program dan kegiatan yang 
tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas 
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Kesehatan Kota Tual" (Hasil wawancara dengan Kepala Dinas 
Kesehatan Kota Tual, tanggall1 Juni 2013). 

"Dalarn rangka pengembangan wilayah Kota Tual dibutuhkan adanya 
pembangunan yang lebih komprehensif yang tidak sekedar 
menekankan pada pertumbuhan ekonorni namun juga penekannya 
pada sisi sumber daya manusia. Mengingat pentingnya peran sumber 
daya manusia bagi pengembangan wilayah di Kota Tual, maka 
peningkatan sumber daya manusia yang karni lakukan meliputi 
pengembangan sumber daya manusia aparatur dan masyarakat. 
Peningkatan jumlah rnaupun mutu sumber daya manusia aparatur dan 
masyarakat karni lakukan melalui program dan kegiatan yang setiap 
tahunnya sejak tahun 2009 hingga saat ini karni rencanakan dan kami 
laksanakan dan telah memberikan manfaat yang besar bagi 
pengembangan wilayah Kota Tual" (Hasil wawancara dengan Kepala 
Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Tual, tanggallO Juni 2013). 

"Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai merupakan pilar 
pengembangan wilayah Kota Tual. Karni terus mengembangkannya 
dalarn rangka mewujudkan pemerataan pengembangan wilayah Kota 
Tual. Penyediaan sumber daya manusia tersebut melalui sistem 
pendidikan dan pelatihan atau sejenisnya yang baik sesuai dengan 
kebutuhan dan potensi pengembangan wilayah di Kota Tual. Kami 
menyadari bahwa pengembangan sumber daya manusia tidak dapat 
hanya dilakukan terhadap aparatur atau PNS saja namun juga penting 
dilakukan terhadap masyarakat. Untuk itu peningkatan kualitas dan 
kuantitas sumber daya manusia yang karni lakukan selarna ini (2009-
2012) yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia 
aparatur dan masyarakat" (Hasil wawancara dengan Kepala Dinas 
Kelautan dan Perikanan Kota Tual, tanggall4 Juni 2013). 

"Seluruh kecamatan dalam wilayah Kota Tual memiliki akses yang 
tinggi bagi pengembangan pariwisata. Artinya, potensi pariwisata 
Kota Tual tersebar merata di seluruh kecarnatan. Menjadi sia-sia 
banyaknya potensi pariwisata yang ada jika tidak terkelola dengan 
baik. Perlu kita ketahui bersarna juga bahwa pariwisata dalam 
praktiknya bukan menjual barang namun menjual jasa yang tentu 
sangat bertumpu pada kualitas dan kuantitas sumber daya manusia 
yang ada, yang karni sebut sumber daya manusia pariwisata. 
Menyadari hal ini, maka peningkatan kualitas dan kuantitas sumber 
daya manusia yang kami lakukan sejak tahun 2009 hingga tahun 2012 
meliputi peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia 
aparatur dan masyarakat setempat. Berbagai program dan kegiatan 
penyediaan dan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya 
manusia aparatur dan masyarakat terus karni lakukan dan kami 
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masukkan dalam setiap perencanaan anggaran SKPD kami dan kami 
bersyukur bahwa apa yang telah kami rencanakan dalam 
penganggaran selalu mendapat persetujuan" (Hasil wawancara dengan 
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Tual, tanggal 17 Juni 
2013). 

Berdasarkan hasil wawancara di atas juga diketahui bahwa kebijakan 

pengembangan sumber daya manusia dalam pengembangan wilayah Kota 

Tual sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 bertumpu pada program 

dan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan 

kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kota Tual. Selain itu 

dalam rangka pengembangan sumber daya manusia aparatur yang diharapkan 

dapat berkontribusi signifikan bagi percepatan pengembangan wilayah. 

Pemerintah Daerah Kota Tual juga melakukan pendekatan manajemen 

kepegawaian yang beorientasi mulai dari proses rekrutmen CPNS sampai 

dengan penempatan dalam jabatan sesuai keahlian teknis terkait 

pengembangan wilayah. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan Kepala Badan 

Kepegawaian Daerah Kota Tual sebagai berikut. 

"Guna mendukung pengembangan wilayah Kota Tual, maka melalui 
pendekatan rnanajemen kepegawaian serta sesuai dengan prinsip the 
right man on the right place, kami telah menempatkan CPNS pada 
posisi atau SKPD sesuai dengan Jatar belakang pendidikannya, lebih 
khusus pada SKPD yang mengelola sektor yang berkontribusi bagi 
peningkatan penyelenggaraan pengembangan wilayah Kota Tual. 
Bukan hanya berorientasi pada penempatannya saja, namun kami juga 
fokus mulai dari saat rekrutmen CPNS tersebut. Hal ini terwujud dari 
besamya Jowongan penerimaan CPNS yang berlatar belakang 
pendidikan teknik, kelautan dan perikanan, tenaga pendidikan dan 
kesehatan, akuntansi, dan lainnya" (Hasil wawancara dengan Kepala 
Badan Kepegawaian Daerah Kota Tual, tanggal I 0 Juni 2013 ). 

Berbagai kebijakan pengembangan sumber daya manus1a dalam 

bentuk program dan kegiatan hampir merata pada semua SKPD. Terhadap 
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kebijakan pengembangan sumber daya manusia dari SKPD yang memiliki 

keterkaitan erat dengan pengembangan wilayah baik sebagai sektor unggulan 

daerah maupun sektor yang dipandang dapat mendorong sektor lainnya dalam 

pengembangan wilayah dapat dijelaskan sebagai berikut. 

a. Kebijakan pengembangan sumber daya manusia pada Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olahraga Kota Tual; 

(I) Kebijakan pengembangan SDM aparatur; 

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung 

pengembangan SDM aparatur antara lain: 

- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan 

kegiatan pendidikan dan pelatihan aparatur. 

- Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun dengan 

kegiatan pelatihan pemantapan kurikulurn satuan pendidikan, 

pelatihan kornpetensi tenaga pendidikan. 

- Program Pendidikan Menengah dengan kegiatan pelatihan 

penyusunan kurikulurn. 

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

dengan kegiatan pelatihan kornpetensi tenaga pendidikan, 

pernbinaan kelornpok kerja guru, pengernbangan rnutu dan 

kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan 

tenaga kependidikan, penyediaan dana BOS PAUD, SD, SMP 

dan SMA, penyediaan dana rutin tiga dinas cabang kecarnatan, 

dan pernbinaan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS). 
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- Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dengan kegiatan 

pelaksanaan evaluasi hasil kerja bidang pendidikan dan 

pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan. 

(2) Kebijakan pengembangan SDM masyarakat; 

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung 

pengembangan SDM masyarakat antara lain: 

- Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun dengan 

kegiatan pembinaan siswa berprestasi, pelatihan kompetensi 

siswa berprestasi, pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa 

serta penyelenggaraan paket A dan B. 

- Program Pendidikan Menengah dengan kegiatan penyelenggaraan 

paket C setara SMA dan Iomba debat bahasa Inggris tingkat 

SMA. 

Selain program dan kegiatan di atas, pada prinsipnya semua program 

dan kegiatan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olabraga Kota 

Tual baik yang berupa pembangunan sarana dan prasarana 

pendidikan maupun non fisik seperti olimpiade sains nasional, 

penyelenggaraan pembelajaran secara tidak langsung diarahkan 

untuk mewujudkan ketersediaan SDM aparatur dan masyarakat 

secara memadai baik secara kualitas maupun kuantitas. 

b. Kebijakan pengembangan sumber daya manusia pada Dinas Kesehatan 

Kota Tual; 

(I) Kebijakan pengembangan SDM aparatur; 
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Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung 

pengembangan SDM aparatur antara lain: 

- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan 

kegiatan pendidikan dan pelatihan aparatur, seleksi tenaga 

kesehatan teladan, pelatihan sistem pencatatan dan pelaporan 

puskesrnas (SP3 ), dan seleksi tenaga kesehatan teladan 

- Program Obat dan Perbekalan Kesehatan dengan kegiatan 

pelatihan petugas pengelola obat. 

- Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 

dengan kegiatan peningkatan pendidikan tenaga penyuluh 

kesehatan, pelatihan teknis berjenjang bagi bidan desa, petugas 

gizi, petugas kesehatan lingkungan dan pemegang program 

kesehatan lainnya. 

- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 

dengan kegiatan pelatihan petugas laboratorium puskesmas. 

(2) Kebijakan pengembangan SDM masyarakat; 

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung 

pengembangan SDM masyarakat antara lain: 

- Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan 

perawatan kesehatan masyarakat. 

Program Pengawasan Obat dan Makanan dengan kegiatan 

pelatihan produksi pangan bagi industri rumah tangga. 
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- Program Prornosi Kesehatan dan Pernberdayaan Masyarakat 

dengan kegiatan penyu1uhan rnasyarakat pola hidup sehat, 

peningkatan pengetahuan dan keterarnpilan kader kesehatan. 

Se1ain program dan kegiatan di atas, pada prinsipnya sernua program 

dan kegiatan pada Dinas Kesehatan Kota Tual baik yang berupa 

pernbangunan sarana dan prasarana kesehatan rnaupun non fisik 

seperti evaluasi dan pengernbangan standar pelayanan kesehatan, 

pelayanan kesehatan bagi rnasyarakat tidak marnpu, revitalisasi 

promosi kesehatan, revitalisasi posyandu dan 1ainnya, secara tidak 

langsung diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan SDM aparatur 

dan masyarakat secara memadai baik secara kualitas maupun 

kuantitas. 

c. Kebijakan pengernbangan surnber daya manusia pada Dinas Kelautan 

dan Perikanan Kota Tual. 

( 1) Kebijakan pengernbangan SDM aparatur; 

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung 

pengembangan SDM aparatur antara lain: 

- Program Pengernbangan Perikanan Tangkap dengan kegiatan 

pendidikan dan pe1atihan perikanan tangkap bagi aparatur. 

- Program Pengernbangan Budidaya Perikanan dengan kegiatan 

magang budidaya bagi aparatur dan pernbudidaya dan pelatihan 

cara budidaya ikan yang baik (CBIB). 

- Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan 

Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dengan 
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kegiatan pendidikan dan pelatihan penyidik Pegawai Negeri Sipil 

(PPNS). 

(2) Kebijakan pengernbangan SDM masyarakat; 

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung 

pengembangan SDM masyarakat 

- Program Pengernbangan Perikanan Tangkap dengan kegiatan 

pelatihan teknologi penangkapan ikan bagi kelompok nelayan 

tangkap. 

- Program Pengembangan Budidaya Perikanan dengan kegiatan 

pelatihan manjernen usaha dan teknik budidaya bagi pernbudidaya 

rumput !aut dan ikan kerapu, pelatihan wirausaha budidaya 

rumput !aut dan ikan kerapu, dan pelatihan cara budidaya ikan 

yang baik (CBIB) bagi nelayan pembudidaya. 

- Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dengan 

kegiatan sosialisasi dan pelatihan listrik tenaga surya, sosialisasi 

dan pelatihan pengelolaan ekosistern pesisir. 

- Program Pernberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan 

Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dengan 

kegiatan pembinaan dan pengukuhan kelompok rnasyarakat 

pengawas. 

- Program Optirnalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi 

Perikanan dengan kegiatan pelatihan pasca panen produk 

unggulan. 
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- Program Daya Saing Hasil Perikanan dengan kegiatan sosialisasi 

dan pelatihan bantuan paket olahan perikanan. 

d. Kebijakan pengembangan sumber daya manusia pada Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan Kota Tual. 

(1) Kebijakan pengembangan SDM aparatur; 

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung 

pengembangan SDM aparatur berupa bimtek-bimtek maupun 

pelatihan-pelatihan teknis di bidang kepariwisataan. 

(2) Kebijakan pengembangan SDM masyarakat; 

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung 

pengembangan SDM masyarakat berupa sosialisasi dan pelatihan

pelatihan terkait menajemen pengelolaan dan pengembangan 

pariwisata. 

e. Kebijakan pengembangan sumber daya manusia pada Dinas Pertanian 

dan Kehutanan Kota Tual. 

(1) Kebijakan pengembangan SDM aparatur; 

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung 

pengembangan SDM aparatur berupa pelatihan-pelatihan, rnagang 

rnaupun birnbingan teknis di bidang pertanian. 

(2) Kebijakan pengernbangan SDM rnasyarakat; 

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna rnendukung 

pengernbangan SDM masyarakat 

- Program Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkebunan dengan 

kegiatan penyuluhan peningkatan produksi pertanian!perkebunan. 
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- Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dengan kegiatan 

penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis, 

peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok 

tani, dan peningkatan kemampuan lembaga tani. 

- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 

dengan kegiatan pelatihan penanggulangan penyakit pada ternak, 

- Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dengan kegiatan 

penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna, pelatihan 

dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna 

- Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan 

Lapangan dengan kegiatan penyuluhan dan pendampingan bagi 

pertanianlperkebunan. 

f Kebijakan pengembangan sumber daya manus1a pada Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Pengembangan dan 

Penanaman Daerah Kota Tual. 

(I) Kebijakan pengembangan SDM aparatur; 

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung 

pengembangan SDM aparatur antara lain: 

- Program Perencanaan Tata Ruang dengan kegiatan pelatihan 

aparat dalam perencanaan tata ruang (pelatihan pengaplikasian 

GIS) serta survey dan pemetaan pernanfaatan tata ruang. 

- Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan 

Pembangunan Daerah dengan kegiatan bimbingan teknis tentang 

perencanaan pembangunan daerah. 
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(2) Kebijakan pengembangan SDM masyarakat; 

Pengembangan SDM masyarakat pada dasarnya dilakukan dengan 

mengikutsertakan masyarakat dalam setiap kegiatan perencanaan 

pembangunan. 

Sesuai basil wawancara diantara beberapa Kepala SKPD di atas, 

masih ditemui adanya berbagai permasalahan dalam pelaksanaan berbagai 

kebijakan pengembangan sumber daya manusia. Adapun permasalahan yang 

ditemui dalam pelaksanaan berbagai kebijakan pengembangan sumber daya 

manusia dapat dijelaskan sebagai berikut. 

a. Program dan kegiatan pengembangan sumber daya manusm dalam 

rangka mendukung pengembangan wilayah Kota Tual masih sebatas 

dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas saja, belum 

diarahkan untuk menciptakan wawasan, etos kerja juga integritas pelaku 

pengembangan wilayah. 

b. Masih terjadi mutasi bagi PNS yang telah terampil, mahir, dan 

berpengalaman serta telah lama bekerja pada suatu SKPD berdasarkan 

pertimbangan PNS yang bersangkutan memiliki Jatar belakang 

pendidikan yang tidak sesuai dengan SKPD yang ditempatinya. 

Hasil temuan lapangan tentang pengembangan sumberdaya manusia 

dan dukungan data sekunder penelitian telah menunjukkan adanya kesesuaian 

antara teori tentang kebijakan pengembangan SDM dalam pengembangan 

wilayah menurut Mulyanto (2008) yang dimaksudkan sebagai penyediaan 
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SDM pelaksana pengembangan wilayah dari berbagai sisi baik kuantitas, 

keahlian, wawasan, etos ketja, rnaupun integritas agar marnpu merencanakan 

dan melaksanakan koordinasi, konsistensi, sinkronisasi serta mengatur sinergi 

program suatu sektor/satuan ketja maupun program-program antar 

sektor/satuan ketja dalam pelaksanaan pengembangan wilayah. Kebijakan 

yang diambil dalam pengembangan sumberdaya manusia dalam penelitian ini 

difokuskan untuk pengembangan keahlian dan jumlah sumberdaya manusia 

baik aparatur rnaupun masyarakat yang bertumpu pada pelaksanaan program 

dan kegiatan yang dibiayai dan dilaksanakan oleh setiap SKPD. 

3. Kebijakan pengembangan data dan informasi; 

Keterbatasan data dan informasi pada kondisi awal pemekaran Kota 

Tual menjadi kendala utarna yang menghambat upaya pengembangan 

wilayah Kota Tual. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan, Litbang dan Penanarnan Modal Daerah Kota 

Tual sebagai berikut. 

"Pada awal pemekaran Kota Tual, ketersediaan data dan informasi 
sangat terbatas bahkan hampir tidak didapatkan pada setiap satuan 
kerja perangkat daerah (SKPD) di Kota Tual. Pada tahun 2008 dan 
2009, hampir tidak ada data dan informasi pada Sub Bidang Data dan 
Informasi Bappeda, Litbang dan Penanaman Modal Daerah yang 
merupakan unit kerja sentral data dan informasi pemerintah daerah 
Kota Tual khususnya data dan informasi terkait penyelenggaraan 
pembangunan. Hal ini sungguh menjadi kendala utarna dalam 
pengembangan wilayah Kota Tual" (Hasil wawancara dengan Kepala 
Bappeda, Litbang dan Penanaman Modal Daerah Kota Tual, tanggal 5 
Juni 2013). 

Guna mengatasi kendala tersebut telah dilakukan intervensi kebijakan 

pengembangan data dan informasi. Bentuk intervensi kebijakan 
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pengembangan data dan informasi di Kota Tual berdasarkan wawancara 

dengan beberapa Kepala SKPD Kota Tual, dapat dijelaskan sebagai berikut. 

a. Penertiban penyiapan data regional oleh BPS dan lembaga-lembaga lain 

yang memerlukan melalui pengumpulan data dan informasi secara 

intensi:t; rutin dan terus menerus serta melakukan pengolahan data dan 

informasi yang terkumpul secara periodik dan profesional; 

Hal ini dilakukan untuk menghindari pembuatan perkiraan-perkiraan 

statistik maupun proyeksi-proyeksi dengan menggunakan data statistik 

yang tidak lengkap maupun kurang dapat dipercaya. 

Pada setiap SKPD yang menangani sektor unggulan di Kota Tual 

menjadikan profit sebagai basis data pengembangan wilayah. Profil ini 

disusun berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

pembangunan. Guna lebih mendukung ketersediaan data dan informasi, 

Pemerintah daerah Kota Tual juga menerapkan E-Database maupun E

Monev dalam sistem perencanaan pembangunan daerah hasil kerjasarna 

dengan Bappenas. 

b. Pengembangan Sistem Informasi Geografis (SIG) 

Sistem informasi geografis memiliki keunggulan dalam kemampuannya 

memberikan hirnpunan data yang sangat besar khususnya bagi analisis 

kewilayahan. Sistem Informasi Geografis (SIG) membantu dalam 

pelaksanaan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan. 

Pengembangan SIG di Kota Tual dilakukan melalui penyediaan data 

daerah yang baik dan berakurasi serta mudah dicari pada waktu yang 

digunakan, pengembangan sumber daya manusia aparatur melalui 
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pelatihan aplikasi SIG, dan penyediaan perangkat berupa software dan 

hardware untuk pengoperasian sistem informasi. Pengaplikasian Sistem 

Informasi Geografis (SIG) telah mendorong tersedianya Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tual, yang ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah Kota Tual Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kota Tual 2010-2030, dan perencanaan penyusunan dokumen 

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Strategis Pulau Dullah, 

RDTR Kawasan Strategis Perkotaan, RDTR Kawasan Strategis pulau

pulau Tayando Tam, dan RDTR Kawasan Strategis Pulau-pulau Kur 

pada tahun 2014. 

Sesuai basil wawancara diantara beberapa Kepala SKPD, masih 

ditemui adanya berbagai permasalahan dalam pelaksanaan berbagai kebijakan 

pengembangan data dan informasi dalam pengembangan wilayah Kota Tual. 

Adapun permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan berbagai kebijakan 

pengembangan sumber daya manusia dapat dijelaskan sebagai berikut. 

a. Belum semua SKPD memiliki profil SKPD sebagai basis data 

pengembangan sektor/SKPD dimaksud. 

b. Belum semua pejabat yang menangani perencanaan mengikuti rnagang 

pengaplikasian £-Database dan E-Monev pada Bappeda, Litbang, dan 

Penanaman Modal Daerah Kota Tual. 

c. Kualitas dan kuantitas tenaga pengelola SIG masih sangat terbatas 

begitupun dengan perangkat pengaplikasiannya. 
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Analisis penelitian terkait kebijakan pengembangan data dan 

informasi yang didasarkan pada dukungan basil temuan lapangan baik 

melalui wawancara maupun observasi dan data sekunder penelitian lainnya, 

menunjukkan adanya kesesuaian dengan teori tentang kebijakan 

pengembangan data dan informasi yang dimaksudkan sebagai serangkaian 

upaya untuk menunjang perencanaan pengembangan wilayah serinci mungkin 

dan mengusahakan memberikan data dan informasi untuk mengetahui 

konsistensi dari perencanaan pengembangan wilayah tersebut (Mulyanto, 

2008). Kesesuaian basil penelitian ini dengan teori juga diperkuat dengan 

pendapat Harmadi (2011) yang menggambarkan tentang kebijakan 

pengembangan data dan informasi dalam pengembangan wilayah sebagai 

serangkaian tindakan dari pusat-pusat informasi kewilayahan dengan memuat 

segala macam pengetahuan dalam berbagai bentuk dokumentasi yang 

berhubungan dengan kewilayahan dan pengemb~ngannya. Kota Tual dalam 

upaya pengembangan data dan informasi dalam pengembangan wilayah telah 

melakukan serangkaian tindakan yakni penertiban penyiapan data regional 

oleh BPS dan lembaga-lembaga lain yang memerlukan serta pengembangan 

Sistem Informasi Geografis (SIG). 
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Berdasarkan uraian dan pernbahasan sebelumnya, maim pada bagian ini 

penulis memaparkan beberapa simpulan dan saran tindak yang relevan dan sesuai 

dengan tujuan penelitian ini sebagai berikut. 

A. Simpulan 

I. Pengembangan wilayah Kota Tual sebagai Daerah Otonom Baru 

menunjukkan bahwa perekonornian Kota Tual berkembang cukup pesat. 

Kondisi ini ditunjukkan oleh besaran nilai PDRB atas dasar harga konstan 

yang terus meningkat sejak tahun 2009 hingga 2012. Selama periode 

tersebut, Kota Tual mengalami pertumbuhan ekonorni. Berdasarkan 

klasiflkasi sembilan sektor ekonorni secara sektoral, sektor perdagangan 

adalah penyumbang terbesar dalam perekonomian daerah. Penyumbang 

terbesar kedua yaitu sektor pertanian yang didominasi o leh sub sektor 

perikanan. Namun demikian pada beberapa sub sektor masih belum 

menunjukkan tingkat pertumbuhan yang signiflkan diantaranya sub sektor 

tanaman pangan, peternakan, dan kehutanan. Tingkat kemakmuran 

penduduk di Kota Tual terus mengalarni peningkatan yang ditunjukkan 

oleh peningkatan Pendapatan Regional Perkapita Penduduk Kota Tual 

sejak tahun 2009 hingga tahun 2012. Selain kontribusi peran pemerintah 

daerah Kota Tual yang begitu besar bagi pengembangan wilayah Kota 

Tual selama kurun waktu tahun 2009-2012, dukungan peran masyarakat 

selaku objek dan subjek pembangunan serta peran pelaku usaha selaku 
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pemilik modal dalam bentuk kemitraan dengan pemerintah daerah Kota 

Tual juga turut berkontribusi besar bagi pengembangan wilayah Kota Tual. 

2. Keberhasilan penyelenggaraan pengembangan wilayah di Kota Tual sangat 

ditentukan oleh intervensi berbagai kebijakan dari Pemerintah Daerah Kota 

Tual selama kurun waktu tahun 2009-2012 yang didasari pada upaya mengatasi 

berbagai kendala utarna yakni keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber 

daya manusia, dan keterbatasan data dan informasi. Keterhatasan m1 

merupakan kondisi awal Kota Tual sebagai Daerah Otonom Bam basil 

pemekaran dari Kabupaten Maluku Tenggara. Intervensi kebijakan 

pengembangan wilayah dalam mengatasi berbagai kendala utama dimaksud 

meliputi: 

a. Kebijakan pengelolaan anggaran; 

Kebijakan pengelolaan anggaran atau keuangan Pemerintah Daerah Kota 

Tual dalam mendukung pengembangan wilayah Kota Tual terdiri dari 

I) Pengelolaan pendapatan daerah tahun 2009-2012. 

Pengelolaan Pendapatan Daerah dilakukan dengan menggali potensi 

sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. Usaha-usaha 

penggalian pendapatan daerah ditujukan untuk menyediakan modal 

bagi pelaksanaan program-program pengembangan wilayah yang telah 

direncanakan. Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah Jangkah 

yang dilakukan antara lain: 

a) Mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah yang berasal dari 

sumber-sumber PAD. 
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b) Meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik 

dalam pembiayaan maupun pelaksanaan kegiatan pembangunan. 

c) Meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD. 

d) Mengutamakan secara optimal perolehan Dana Perimbangan yang 

lebih proporsional. 

2) Pengelolaan belanja daerah tahun 2009-2012 

Kaitannya dengan pengembangan wilayah maka kebijakan pengelolaan 

Belanja Daerah ditujukan untuk: 

a) Peningkatan kesejahteraan masyarakat meliputi: 

(I) Pemberdayaan masyarakat terutarna dalam rangka mengurangi 

kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan pendapatan 

dan untuk mengurangi beban hidup masyarakat melalui program 

dan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan, PPMM serta program 

dan kegiatan pengentasan kemiskinan lainnya yang tersebar 

pada SKPD yang mengelola berbagai urusan wajib dan pilihan 

(Lampiran 8). Upaya pengentasan kemiskinan dan 

pengangguran di Kota Tual juga didukung komitmen yang kuat 

dari Pemerintah Daerah Kota Tual berupa Surat Keputusan 

Walikota Tual Nomor 08.d Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat Penanggulangan 

Kemiskinan Kota Tual (Larnpiran 9). 

(2) Perbaikan struktur perekonomian yang dapat menunJang 

penciptaan daya saing melalui pengalokasian anggaran pada 
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sektor-sektor unggulan yang mampu mempercepat pertumbuhan 

ekonomi daerab dan merupakan visi pembangunan daerab. 

b) Pemerataan pembangunan dan pelayanan masyarakat meliputi: 

(I) Rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur serta fasilitas 

pelayanan masyarakat. Alokasi anggaran ditujukan bagi 

pembangunan infrastruktur dasar baik pembangunan jaringan 

listrik, air bersih, pemukiman, sanitasi, maupun komunikasi. 

(2) Peningkatan aksesibilitas Jayanan pendidikan dan kesehatan 

serta peningkatan kualitas pelayanan publik. 

(3) Mendukung pemulihan sistem transportasi yang handal dalam 

menunjang pengembangan wilayah terutarna di kawasan pulau

pulau kecil dan terluar dalarn rangka peningkatan aksesibilitas. 

Alokasi anggaran dimaksudkan untuk memperbaiki sarana 

transportasi khususnya perbaikan jalan dan jembatan di berbagai 

wilayah yang menunjang peningkatan produksi. Selain itu 

pengalokasian anggaran juga untuk mendukung kelancaran 

perhubungan perintis di wilayah terisolasi melalui jaringan !aut. 

b. Kebijakan pengembangan sumber daya manusia; 

Kebijakan pengembangan sumber daya manusia dalam pengembangan 

wilayah di Kota Tual dibagi menjadi dua bagian yakni kebijakan 

pengembangan sumber daya manusia aparatur dan kebijakan pengembangan 

sumber daya manusia masyarakat. Kebijakan yang ada bertumpu pada 

program dan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masing

masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kota 
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Tual. Selain itu dalam rangka pengembangan sumber daya manusia aparatur 

yang diharapkan dapat berkontribusi signifikan bagi percepatan 

pengernbangan wilayah, Pemerintah Daerah Kota Tual melakukan 

pendekatan manajemen kepegawaian yang beorientasi mulai dari proses 

rekrutmen CPNS sampai dengan penempatan dalam jabatan sesuai keahlian 

teknis terkait pengembangan wilayah. Berbagai terobosan kebijakan 

pengembangan sumber daya manusia telah mernberikan kontribusi positif 

dalam hal peningkatan lndeks Pembangunan Manusia (IPM), sehingga telah 

mengantarkan Kota Tual sebagai terbaik peringkat kedua di Provinsi 

Maluku selama tiga tahun berturut-turut setelah Kota Ambon. 

c. Kebijakan pengembangan data dan informasi; 

Bentuk intervensi kebijakan Pernerintah Daerah Kota Tual terhadap 

pengembangan data dan informasi yaitu: 

I) Penertiban penyiapan data regional oleh BPS dan lembaga-lembaga lain 

yang memerlukan melalui pengumpulan data dan informasi secara 

intensif, rutin dan terus menerus serta melakukan pengo laban data dan 

informasi yang terkumpul secara periodik dan profesional. Hal ini 

dilakukan untuk menghindari pembuatan perkiraan-perkiraan statistik 

maupun proyeksi-proyeksi dengan menggunakan data statistik yang tidak 

lengkap maupun kurang dapat dipercaya. 

2) Pengembangan Sistem lnformasi Geografis (SIG) melalui penyediaan 

data daerah yang baik dan berakurasi serta mudah dicari pada waktu yang 

digunakan, pengembangan sumber daya manusia aparatur melalui 

16/42098.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



B. Saran 

164 

pelatihan aplikasi SIG, dan penyediaan perangkat berupa software dan 

hardware untuk pengoperasian sistem informasi. 

Berdasarkan deskripsi yang tertuang pada bagian kesimpulan, maka 

dirumuskan beberapa saran penelitian sebagai berikut. 

I. Kontribusi sub sektor tanaman pangan, peternakan, dan kehutanan masih 

rendah dan laju pertumbuhannya Jambat, sehingga sebaiknya perlu adanya 

perhatian pemerintah daerah Kota Tual melalui pengembangan dan 

peningkatan zona-zona komoditas tanaman pangan, peternakan, dan kehutanan 

di Kota Tual, peningkatan kualitas hasil produksi tanaman pangan, peternakan, 

dan kehutanan melalui penyediaan bib it unggulan dalam jumlah yang memadai 

serta peningkatan pemasaran produk tanaman pangan, peternakan, dan 

kehutanan. 

2. Bahwa keberhasilan pengembangan wilayah di Kota Tual sangat tergantung 

dari intervensi kebijakan Pemerintah Daerah Kota Tual dalam bentuk 

kebijakan pengelolaan anggaran, kebijakan pengembangan sumber daya 

manusia maupun kebijakan pengembangan data dan informasi. Agar 

pengembangan wilayah ini berkelanjutan dan berkesinambungan dan terus 

memberikan manfaat yang sebesamya-besamya bagi peningkatan 

kesejahteraan masyarakat maka sebaiknya perlu adanya perhatian bersama 

semua pelaku pengembangan wilayah di Kota Tual untuk melakukan beberapa 

tindakan sebagai berikut. 

a. Aspek pengelolaan anggaran. 
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1) Perlu adanya disiplin anggaran yaitu ditaatinya penggunaan anggaran 

yang dialokasikan bagi suatu program pengernbangan wilayah, hanya 

dapat dimanfaatkan bagi program itu dengan tepat jumlah dan tepat 

sasaran. Tepat jumlah dimaksudkan yaitu adanya fleksibilitas dalam 

batas-batas tertentu mengingat dalam pelaksanaan suatu program 

pengernbangan wilayah mungkin ada perubahan-perubahan kualitatif 

maupun kuantitatif untuk menyesuaikan dengan suatu kondisi yang 

berkembang pada periode pelaksanaan yang pada akhirnya 

mengakibatkan berubahnya biaya apakah menjadi lebih besar atau 

menjadi lebih kecil dari yang direncanakan. 

2) Pengalokasian anggaran perlu diprioritaskan kepada program-program 

atau proyek-proyek yang cepat memberikan basil atau manfaat agar 

tersedia modal bagi pelaksanaan pembangunan lainnya daripada kepada 

proyek-proyek yang memerlukan waktu lama untuk memberikan manfaat 

walaupun menjanjikan keuntungan lebih besar. 

3) Perlu adanya peningkatan dan penguatan peran Bappeda Kota Tual 

sebagai sinkronisator program-program pengembangan wilayah lintas 

sektor/satuan kerja dalam menyusun rencana pengembangan yang 

konsisten agar tidak terjadi tumpang tindih, inefisiens~ serta menciptakan 

sinergitas antar program dan kegiatan Jintas sektor/satuan kerja. 

4) Perlu adanya pernahaman bersama dari masing-masing Tim Anggaran 

Pemerintah Daerah Kota Tual terhadap tugas dan tanggung jawabnya 

agar pembahasan APBD Kota Tual dapat terlaksana sesuai waktu yang 

telah ditetapkan. 
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b. Aspek pengembangan sumber daya manusia. 

I) Bahwa pengembangan sumber daya manusia jangan hanya dilakukan 

untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas semata namun juga diarahkan 

untuk menciptakan wawasan, etos ketja juga integritas pelaku 

pengembangan wilayah sehingga terbentuk komitmen yang kuat dalam 

membangun Kota Tual saat ini dan akan datang. 

2) Bagi PNS yang Jatar belakang pendidikannya tidak sesuai bidang 

kerjanya pada SKPD yang ditempatinya saat ini namun memiliki 

pengalaman kerja yang lama pada SKPD tersebut dan telah mahir, 

terampil dan sangat memahami seluk beluk peketjaannya karena telah 

dibekali dengan berbagai pelatihan teknis, perlu dipertirnbangkan untuk 

tidak dirnutasikan guna menjaga kesinambungan dan mendukung kinerja 

SKPD dirnaksud. 

c. Aspek pengembangan data dan informasi. 

I) Guna mendukung pelaksanaan pengembangan wilayah sebagai bagian 

dari pembangunan daerah perlu didukung dengan data yang akurat dan 

terkini. Untuk itu setiap satuan kerja perangkat daerah perlu menyusun 

profil SKPD karena sesuai kondisi riil masih banyak SKPD yang tidak 

memiliki profil sebagai sumber data. Selain itu perlu diutus beberapa 

PNS khususnya yang menangani perencanaan SKPD untuk magang 

pengaplikasian E-Database dan E-Monev pada Bappeda Kota Tual. 

2) Sistem Informasi Geografis (SIG) sangat penting bagi pengembangan 

suatu wilayah, karena SIG mampu menyajikan aspek spasial (keruangan) 

dari fenomena atau fakta yang dikaji. Untuk itu perlu terus dilakukan 
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pengembangan pengaplikasiannya berupa penyediaan aplikator SIG 

dalam jumlah yang memadai baik kualitas maupun kuantitas yang 

diperoleh dari pelatihan serta penyediaan kelengkapan perangkat baik 

software dan hardware dalam jumlah yang memadai. 
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Lampiran 1 

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN 
JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA TUAL TAHUN 

2009-2013 

a. Visi: "Terwujudnya Kota Tua1 yang Aman, Sehat, Berdaya Saing, dan 
Sejahtera yang Berbasis Sumber daya Kelautan". 

Visi di atas mengandung pengertian dari beberapa kata kunci antara Jain: 

1) Aman, berarti bahwa kehidupan masyarakat Kota Tual senantiasa diliputi 
rasa aman dan damai melalui peningkatan rasa saling percaya dan 
harmonisasi antarkelompok masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai 
luhur, budaya, dan agama. 

2) Sehat, berarti bahwa pembangunan kesehatan merupakan bentuk investasi 
untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan meningkatkan 
derajat kesehatan melalui peningkatan akses masyarakat terhadap 
pelayanan kesehatan. 

3) Berdaya Saing, berarti bahwa pelaksanaan pembangunan mengedepankan 
peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya saing, 
penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan, 
meningkatkan infrastruktur yang maju, melaksanakan reformasi di bidang 
hukum dan aparatur pemerintah daerah, serta memperkuat perekonomian 
berbasis sumber daya keunggulan Jokal. 

4) Sejahtera, berarti bahwa pembangunan Kota Tual5 (lima) tahun ke depan 
dilaksanakan terutama untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi 
pengangguran yang ditempuh melalui pembangunan ekonomi dengan 
meningkatkan pertumbuhan yang berkualitas serta semakin terpenuhinya 
standar hidup masyarakat. 

b. Misi: 

I) Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, darnai, dan demokratis 
dilandasi semangat religius, kebersamaan, keragaman, serta nilai-nilai 
luhur budaya; 

2) Mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance) melalui 
peningkatan profesionalisme aparatur, peningkatan kualitas pelayanan 
publik, terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, serta bebas 
dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; 
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3) Mewujudkan perekonornian daerah yang tangguh dan berdaya saing 
berbasis kelautan dan perikanan, pariwisata, dan jasa melalui pengelolaan 
sumberdaya kepulauan secara terpadu dan berkelanjutan (sustainable 
development); 

4) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas 
pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat berbasis kepulauan. 

c. Tujuan dan Sasaran: 

I) Tujuan meningkatkan penegakan hukum (law enforcement) serta stabilitas 
keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan sasaran: 
a) Terwujudnya daerah yang aman dan tertib; 
b) Terwujudnya masyarakat yang sadar berpolitik; 
c) Terciptanya keadilan dan penegakan hukum; 
d) Terwujudnya sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum daerah 

dengan berbagai peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat dan 
provms1. 

2) Tujuan meningkatnya kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan 
ajaran agama dan nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa 
dan bernegara, dengan sasaran: 
a) Terwujudnya masyarakat yang rcligius; 
b) Terpeliharanya budaya dan kearifan lokal; 
c) Terwujudnya masyarakat yang berbudaya dan beretika. 

3) Tujuan merevitalisasi sektor pertanian (kelautan dan perikanan), 
pariwisata dan jasa untuk mendorong pengamanan ketahanan pangan, 
peningkatan daya saing, diversifikasi, peningkatan produktivitas dan nilai 
tambah produk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan 
sasaran: 
a) Terwujudnya iklim usaha yang kondusif; 
b) Terwujudnya peningkatan produktivitas UMKM; 
c) Terbukanya peningkatan proporsi usaha kecil formal; 
d) Terpeliharanya stabilitas harga barang yang didukung oleh 

meningkatnya aksesibilitas dan pemerataan distribusi barang; 
e) Tersedianya industri pengolahan yang berbasis potensi; 
f) Terwujudnya Peningkatan PAD dari sektor-sektor potensial; 
g) Terwujudnya masyarakat yang sadar wisata; 
h) Terwujudnya ketahanan pangan dan kemandirian pangan daerah; 
i) Terwujudnya tenaga kerja yang produktif dan terampil. 

4) Tujuan meningkatkan partisipasi pada semua kalangan masyarakat 
khususnya perempuan dalam proses pembangunan sejak tahap 
perencanaan hingga pengawasan dalam berbagai aspek penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan, dengan sasaran: 
a) Terwujudnya ruang partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam 

penyelengaraan proses pembangunan; 
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b) Terwujudnya keadilan gender bagi peningkatan peran perempuan 
dalam berbagai bidang pembangunan; 

c) Terwujudnya kemampuan dan kepedulian sosial masyarakat dalam 
pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; 

d) Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. 

5) Tujuan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersib dan 
berwibawa (good governance) serta pelayanan birokrasi (pelayanan 
publik) kepada masyarakat, dengan sasaran: 
a) Terwujudnya peningkatan kualitas sistem pelayanan publik; 
b) Terwujudnya peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah; 
c) T erwujudnya efektifitas sistem pengawasan dan audit serta sistem 

akuntabilitas kinerja pemerintahan; 
d) Terwujudnya sistem informasi administrasi kependudukan yang 

berkelanjutan; 
e) Terciptanya peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat dan 

pemerintah desa; 
f) Terpenuhinya pelayanan kesehatan yang bermutu; 
g) Tersedianya pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan merata. 

6) Tujuan menurunnya jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran, 
dengan sasaran: 
a) Terbukanya kesempatan kerja dan berusaha; 
b) Terwujudnya penurunan presentase penduduk yang berada dibawah 

garis kemiskinan. 

7) Tujuan mengurangi disparitas antar wilayah, dengan sasaran: 
a) Terwujudnya pembangunan daerah yang merata dan seimbang; 
b) Terwujudnya pemerataan akses informasi dan komunikasi antar 

wilayah; 
c) Terwujudnya percepatan pembangunan di wilayah-wilayah cepat 

tumbuh dan strategis, wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah 
pengembangan ekonomi yang terintegrasi dan sinergis; 

d) Terwujudnya keterkaitan kegiatan ekonomi antar wilayah perkotaan 
dan perdesaan dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi 
yang saling menguntungkan. 

8) Tujuan meningkatnya kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh, 
dengan sasaran: 
a) Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga 

kecil berkualitas; 
b) Terciptanya kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat serta 

prestasi olahraga; 
c) Terwujudnya masyarakat yang sehat; 
d) Terciptanya sumberdaya manusia yang berkualitas; 
e) Terwujudnya masyarakat yang cerdas dan terampil; 
f) Terwujudnya masyarakat yang sejahtera. 
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9) Tujuan memperbaiki mutu lingkungan hidup, sistem pengelolaan sumber 
daya alam serta mitigasi bencana, dengan sasaran: 
a) Teijaminnya bantuan sosial dan meningkatnya penanganan korban 

bencana alam dan sosial; 
b) Terwujudnya peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana 

transportasi, jaringan jalan, jaringan irigasi; perumahan, permukiman, 
energi dan ketenagalistrikan; 

c) Terwujudnya pengelolaan kawasan pesisir, !aut dan pulau-pulau kecil 
terpadu dan berkelanjutan; 

d) Terwujudnya lingkungan yang bersih dan Stabil; 
e) Terwujudnya sistem pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam 

secara terpadu yang berbasis rnitigasi bencana. 

I 0) Tujuan meningkatkan infrastruktur sosial, ekonomi, dan pemerintahan, 
dengan sasaran: 
a) Tersedianya dukungan sarana dan prasarana olahraga bagi masyarakat 

sesuai dengan o lahraga unggulan daerah; 
b) T erwujudnya sistem transportasi yang terpadu; 
c) T ersedianya kebutuhan air bersih bagi masyarakat; 
d) Terpeliharanya stabilitas ekonomi makro yang dapat rnendukung 

tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas 
serta peningkatan kemampuan pendanaan pembangunan, baik yang 
bersumber dari pemerintah rnaupun swasta; 

e) Terwujudnya keserasian pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam 
suatu sistem wilayah pembangunan yang berkelanjutan; 

f) Terciptanya peningkatan nilai investasi. 
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Lampiran3 

PEDOMAN WA WANCARA 

Ditujukan kepada: Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tual dan 
Anggota DPRD Kota Tual 

1. Kontribusi beberapa sektor dan sub sektor terhadap perekonomian wilayah 

Kota Tual terus mengalami peningkatan sejak tahun 2009-2012. Hal ini 

sekaligus mencerminkan kinerja pengembangan wilayah yang dilakukan 

selama ini oleh Pemerintah Daerah Kota Tual. Menurut Bapak selaku unsur 

perencana pembangunan daerah, hal apakah yang paling mendasari 

peningkatan kontribusi beberapa sektor dan sub sektor ini? 

2. Peran masyarakat dan pelaku usaha (pihak swasta) sangat penting dalam 

pengembangan wilayah. Untuk Kota Tual, apa saja bentuk kontribusi peran 

masyarakat dan pelaku usaha bagi pengembangan wilayah Kota Tual yang 

Bapak lihat selarna ini? 

3. Perencanaan, pelaksanaan serta keberhasilan pengembangan wilayah sangat 

ditentukan oleh ketersediaan SDM yang memadai baik secara kualitas maupun 

kuantitas yang sesuai dengan program-program pengembangan wilayah. Apa 

saja kebijakan yang telah diambil oleh Bapak dalam pengembangan SDM baik 

SDM aparatur maupun SDM masyarakat? 

4. Kelengkapan atau ketersediaan data dan informasi sangat diperlukan guna 

menunjang perencanaan program dan kegiatan pengembangan wilayah yang 

tepat sasaran. Apa saja kebijakan yang telah diambil oleh Bapak dalam 

pengembangan data dan informasi? 
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5. Apa saja kendala yang dirasakan anda saat ini baik kaitannya dengan 

pengelolaan APBD, pengembangan sumber daya manusia, maupun 

pengembangan data dan informasi sebagai bagian dari upaya pengembangan 

wilayah Kota Tual sejak tahun 2009-2012? 

6. Salah satu faktor penghambat pengembangan wilayah adalah keterbatasan 

infrastruktur (transportasi, komunikasi, jaringan listrik dan air bersih, 

perumahan dan pemukiman, sanitasi, irigasi, dan lainnya). Apa saja upaya 

yang telah Bapak lakukan dalam rangka pengembangan infrastruktur secara 

memadai baik kuantitas (jumlahnya) rnaupun kualitasnya di Kota Tual? 

7. Dalam pembangunan infrastruktur dibutuhkan anggaran yang memadai. 

Keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur 

menjadi kendala dalam pelaksanaannya, sementara di sisi lain pengembangan 

infrastruktur tetap harus dilakukan untuk mendorong percepatan 

pengembangan wilayah. Bagaimana kebijakan Bapak menyikapi hal ini? 

8. Berdasarkan data yang kami peroleh bahwa di tahun 2012 sub sektor listrik 

dan air bersih menga1ami perlambatan pertumbuhan ekonominya. Menurut 

Bapak, apa penyebabnya? 

9. Peran masyarakat dan pe1aku usaha (pihak swasta) sangat penting dalam 

pengembangan wilayah. Untuk Kota Tual, apa saja bentuk kontribusi peran 

masyarakat dan pe1aku usaha bagi pengembangan wilayah Kota Tua1 yang 

Bapak 1ihat se1ama ini? 

10. Keterbatasan anggaran merupakan kendala utama dalam pengembangan 

wilayah. Apa kebijakan yang Bapak ambi1 guna mengatasi permasa1ahan ini? 
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II. Berdasarkan basil evaluasi Departernen Keuangan (Depkeu) terhadap 145 

daerah otonorni baru rnenunjukkan bahwa sekitar 80% tidak berdarnpak 

positif, baik dalarn konteks pelayanan publik rnaupun kesejahteraan 

rnasyarakat. Mayoritas (86%) surnber pendapatan APBD kabupatenlkota dan 

53% APBD provinsi dari dana perirnbangan yang dialokasikan Depkeu. 

Sebagian besar alokasi APBD (58%) digunakan untuk belanja pegawai, 

sedangkan biaya pernbangunan curna 21% (Puspen Depdagri, 2011). 

Bagairnana konsepsi penganggaran daerah Kota Tual terkait perrnasalahan di 

atas sehingga tujuan pokok perirnbangan keuangan yakni rnendukung 

pelaksanaan otonorni daerah dengan penyelenggaraan pernerintahan daerah 

yang transparan, rnernperhatikan aspirasi rnasyarakat dan pertanggungjawaban 

kepada rnasyarakat, serta rnengurangi kesenjangan antardaerah khususnya 

antarwilayah di Kota Tual dapat terwujud? 

12. Apa saja perrnasalahan yang rnasih diternui dalarn pengelolaan anggaran 

pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Tual hingga tahun 2012? 

13. Keterbatasan anggaran rnerupakan kendala utarna dalarn pengernbangan 

wilayah. Hal ini juga yang rnenyebabkan rnasih tingginya tingkat 

ketergantungan fiskal terhadap pernerintah pusat. Guna rnengatasi hal ini, apa 

kebijakan yang telah Bapak arnbil? 

14. Perlindungan sosial rnasyarakat dalarn pelayanan dasar khususnya kesehatan 

dan pendidikan rnerupakan bagian penting dari pengernbangan wilayah. Apa 

saja upaya yang telah Bapak lakukan dalarn rnengernbangkan pendidikan 

rnasyarakat khususnya yang tinggal pada wilayah pedesaan, wilayah pesisir 

dan terluar dalarn lingkup Pernerintah Kota Tual? 
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15. Salah satu faktor pengharnbat pengembangan wilayah adalah keterbatasan 

infrastruktur diantaranya moda transportasi dan komunikasi dalam rangka 

membuka keterisolasian dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Apa 

saja upaya yang telah Bapak lakukan dalam rangka pengembangan 

infrastruktur transportasi dan komunikasi agar dapat menjangkau wilayah 

pedesaan, wilayah pesisir dan terluar dalam lingkup Pemerintah Kota Tual 

sebagai upaya membuka keterisolasian dan mendekatkan pelayanan kepada 

masyarakat? 

16. Sektor perdagangan di Kota Tual merupakan sektor andalan sebagaimana 

ditetapkan dalam RPJMD Kota Tual Tahun 2009-2013. Bagairnana upaya 

Bapak dalam mendu.lrung sektor perdagangan di Kota Tual? 

17. Dalam mendukung pengembangan wilayah Kota Tual, ketersediaan SDM 

aparatur yang memadai menjadi modal utarna percepatan pengembangan 

wilayah tersebut. Apa upaya yang telah Bapak lakukan dalam penyediaan 

SDM aparatur guna optirnalnya pengembangan wilayah Kota Tual? 

18. Perlindungan sosial masyarakat dalam pelayanan dasar khususnya kesehatan 

dan pendidikan merupakan bagian penting dari pengembangan wilayah. Apa 

saja upaya yang telah Ibu lakukan dalam mengembangkan kesehatan 

masyarakat khususnya yang tinggal pada wilayah pedesaan, wilayah pesisir 

dan terluar dalam lingkup Pemerintah Kota Tual? 

19. Salah satu faktor pengharnbat pengembangan wilayah adalah masalah 

kemiskinan. Apa saja upaya khusus yang telah lbu lakukan dalam rangka 

pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di Kota Tual? 
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20. Apakah terhadap program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan 

penanggulangan kemiskinan di Kota Tual telah dilakukan evaluasi 

pelaksanaannya dan bagaimana dampaknya? 

21. Apakah terhadap program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan 

penanggulangan kemiskinan di Kota Tual telah dilakukan evaluasi 

pelaksanaannya dan bagaimana dampaknya? 

22. Ketersediaan sumberdaya alam merupakan modal bagi pengembangan 

wilayah. Sumberdaya alam pertanian pada beberapa kecamatan seperti Pulau

pulau Kur Tayando Tam, dan Kecamatan Dullah Utara cukup potensial untuk 

dikembangkan guna memperkaya sumber pangan lokal. Apa saja upaya yang 

Bapak lakukan dalam mengembangkan potensi sumberdaya alam pertanian 

yang ada tersebut guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat? 

23. Sebagai Wilayah Bahari, Kota Tual tentunya kaya akan sumber daya pesisir, 

kelautan dan perikanan yang dapat dijadikan sebagai modal dasar peningkatan 

kesejahteraan masyarakat setempat. Apa saja upaya yang telah Bapak lakukan 

dalam mengembangkan wilayah pesisir serta potensi kelautan dan perikanan 

yang ada guna meningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Tual? 

24. Apa upaya lainnya yang telah Bapak lakukan guna mendukung perkembangan 

sub sektor perikanan di Kota Tual agar terus mampu berkontribusi bagi 

perekonomian wilayah Kota Tual? 

25. Pengembangan industri baik industri rumah tangga, kerajinan rakyat, industri 

kecil, menengah maupun besar termasuk industri pengolahan diyakini mampu 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah. Untuk itu 

diperlukan perhatian serius pemerintah daerah terhadap pembangunan sektor 
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dan sub sektor industri di Kota Tual dengan tetap berorientasi pada potensi 

unggulan daerah seternpat. Terhadap maksud tersebut, apa yang telah Bapak 

lakukan? 

26. Kendala yang ditemui bagi masyarakat yang berdomisili jauh dari sentra 

pemerintahan khususnya yang tinggal pada wilayah pedesaan, wilayah pesisir 

dan terluar yaitu tidak dapat mengakses pasar padahal memiliki kemarnpuan 

mengelola sumberdaya alam Apa saja upaya yang telah Bapak lakukan untuk 

mendukung dan memperlancar jaringan distribusi perdagangan atau 

kemampuan mengakses pasar serta mendukung perkembangan sektor 

perdagangan secara umum di Kota Tual? 

27. Pariwisata telah ditetapkan sebagai sektor unggulan Daerah Kota Tual. Dalam 

konteks pengembangan wilayah, apa upaya yang telah dilakukan Bapak guna 

mendorong percepatan pengembangan wilayah Kota Tual dari sektor 

pariwisata tersebut? 

28. Penciptaan lapangan kerja produktif merupakan usaha mencapai pemenuhan 

kebutuhan-kebutuhan dan peningkatan kualitas hidup serta peningkatan 

kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan pengembangan wilayah 

didalam kerangka sosial. Tujuan utama bertumpu pada pengentasan 

kemiskinan dan pengangguran yang merupakan masalah mendasar 

pengembangan wilayah. Apa saja kebijakan yang telah diambil oleh lbu guna 

menciptakan lapangan kerja produktif di Kota Tual sebagai upaya pengentasan 

kemiskinan dan pengangguran di Kota Tual? 

29. Faktor penghambat pengembangan wilayah diantaranya masalah ketahanan 

pangan karena erat kaitannya dengan masalah kemiskinan Apa saja upaya 

. ' •' 
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yang telah Bapak lakukan dalam rangka rnengatasi rnasalah ketahanan pangan 

di Kota Tual sebagai upaya lebib lanjut dalarn rnendukung pengentasan 

kerniskinan? 

30. Sektor pertambangan dan penggalian, khususnya sub sektor penggalian 

berkaitan erat dengan daya dukung lingkungan. Sesuai data yang ada, sub 

sektor ini cukup berkontribusi bagi perekonornian wilayah Kota Tual. Disisi 

lain, pengernbangan wilayah sangat berturnpu pada tersedianya lingkungan 

yang lestari, dan ini perlu rnendapat perhatian khusus dari sernua pelaku 

pengernbangan wilayah guna rnenjaga keseirnbangan dan rnenjamin 

kesinambungan pembangunan pada suatu wilayah. Apa saja upaya yang telah 

Bapak lakukan dalam mencegah kerusakan lingkungan agar tetap lestari dan 

terus dapat mernberikan rnanfaat bagi sebesar-besarnya kemakrnuran 

masyarakat setempat? 

31. Selain peran serta eksekutif, peran serta legislatif (DPRD Kota Tual) juga 

merupakan penentu keberhasilan pengembangan suatu wilayah tertentu. Apa 

saja peran Bapak sebagai legislatif kaitannya dengan pelaksanaan fungsi 

anggaran, pengawasan maupun legislasi dalam rnendukung keberhasilan 

pengembangan wilayah Kota Tual sebagai Daerah Otonorn Baru? 

32. Apa saja masalah yang menurut anda rnasib terjadi saat ini dan rnengganggu 

upaya pengernbangan wilayah Kota Tual? 

Ditujukan kepada: Tokoh Masvarakat dan Pelaku Usaha. 

I. Menurut Bapak apakah upaya pengembangan wilayah yang dilakukan 

Pemerintah Daerah Kota Tual selama kurun waktu tahun 2009 sampai dengan 
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tahun 2012 telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat? 

Jika Ya, apa saja wujud nyata pengembangan wilayah tersebut? 

2. Dalam melaksanakan pengembangan wilayah, apakah berbagai program dan 

kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan kehendak atau aspirasi 

masyarakat setempat? 

3. Apa saja wujud nyata partisipasi masyarakat seternpat dalam mendukung 

upaya pengembangan wilayah yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Tual? 

4. Selain peran serta masyarakat, peran serta pelaku usaha!pemilik modal juga 

merupakan penentu keberhasilan pengembangan suatu wilayah tertentu. Apa 

saja peran Saudara sebagai pelaku usaha!pemilik modal dalam mendukung 

keberhasilan pengembangan wilayah di Kota Tual? 

5. Pelaku usaha selaku pemilik modal merupakan mitra keija pemerintah daerah 

dalam pengembangan wilayah. Bagaimana pola kemitraan Pemerintah Daerah 

Kota Tual dengan pelaku usaha yang dijalankan selama ini? 
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Lampiran4 

TRANSKRIP BASIL WA W ANCARA 

: Drs. B. A. Bandjar, M.Si 
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian 
Pengembangan dan Penanaman Modal Daerah Kota Tual 
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian 
Pengembangan dan Penanaman Modal Daerah Kota Tual 
5 Juni 2013 
Drs. Hi. Mahmud M. Tamher 

Kontribusi beberapa sektor dan sub sektor terhadap 
perekonomian wilayah Kota Tual terus mengalami 
peningkatan sejak tahun 2009-2012. Hal ini sekaligus 
mencerrninkan kinerja pengembangan wilayah yang 
dilakukan selama ini oleh Pemerintah Daerah Kota Tual. 
Menurut Bapak selaku unsur perencana pembangunan 
daerah, hal apakah yang paling mendasari peningkatan 
kontribusi beberapa sektor dan sub sektor ini? 

Peningkatan kontribusi sektor dan sub sektor terhadap 
perekonomian Kota Tual sangat ditentukan oleh 
ketersediaan infrastruktur yang memadai dan merata di 
seluruh kecamatan dalam wilayah Kota Tual. Kondisi 
ketersediaan infrastruktur dasar yang lengkap di Kota 
Tual juga telah menjadi pertimbangan ditambahkannya 
Kota Tual sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di 
wilayah selatan Maluku pada Masterplan Percepatan dan 
Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). 

Peran masyarakat dan pelaku usaha (pihak swasta) sangat 
penting dalam pengembangan wilayah. Untuk Kota Tual, 
apa saja bentuk kontribusi peran masyarakat dan pelaku 
usaha bagi pengembangan wilayah Kota Tual yang Bapak 
lihat selama ini? 

Peran masyarakat dan pelaku usaha bagi pengembangan 
wilayah Kota Tual sangat besar. Peran ini diwujudkan 
dalam bentuk kemitraan yang serasi, selaras, dan 
seimbang, dengan tujuan utamanya untuk menciptakan 
keberdayaan. Secara nyata, peran masyarakat ini 
ditunjukkan berupa penyediaan SDM baik berupa tenaga 
terdidik dan terlatih, penyediaan lahan bagi 
pembangunan infrastruktur, maupun sebagai pengawas 
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ja1annya program dan kegiatan setiap SKPD, sedangkan 
peran pelaku usaha!pemilik modal di Kota Tual juga telah 
memainkan peran pentingnya berupa pemasok jasa, 
keahlian, dana maupun material yang diperlukan dalam 
pengembangan wilayah. 

Perencanaan, pelaksanaan serta kebemasilan 
pengembangan wilayah sangat ditentukan oleh 
ketersediaan SDM yang memadai baik secara kualitas 
maupun kuantitas yang sesuai dengan program-program 
pengembangan wilayah. Apa saja kebijakan yang telah 
diambil oleh Bapak dalam pengembangan SDM baik 
SDM aparatur maupun SDM masyarakat? 

Kondisi sumber daya manusia pada awal terbentuknya 
daerah otonom baru Kota masih sangat terbatas. Sumber 
daya manusia aparatur rnaupun masyarakat dalam 
menunjang pengembangan wilayah Kota Tual sangat 
tidak memadai baik jumlah maupun kualitasnya. Untuk 
itu diperlukan adanya kebijakan pengembangan SDM. 
Kebijakan pengembangan SDM aparatur telah 
dilaksanakan secara bertahap dalam rangka penguatan 
pelayanan publik dalam bidang pengembangan wilayah. 
Fokus pengembangan SDM tingkat pertarna adalah 
penguatan kemampuan aparatur di bidang Sistem 
Inforrnasi Geografis (SIG) yang telah dilaksanakan dan 
direncanakan pada tahun 2014 akan dilaksanakan tahapan 
selanjutnya yaitu pengembangan SDM tingkat lanjut di 
bidang survey dan pemetaan. 

: Kelengkapan atau ketersediaan data dan inforrnasi sangat 
diperlukan guna menunjang perencanaan program dan 
kegiatan pengembangan wilayah yang tepat sasaran. Apa 
saja kebijakan yang telah diambil oleh Bapak dalam 
pengembangan data dan informasi? 

Ketersediaan data dan informasi pada awal terbentuknya 
daerah otonom baru Kota juga masih sangat terbatas 
bahkan hampir tidak didapatkan pada setiap satuan kerja 
perangkat daerah (SKPD) di Kota Tual. Pada tahun 2008 
dan 2009, hampir tidak ada data dan informasi pada Sub 
Bidang Data dan Informasi Bappeda, Litbang dan 
Penanaman Modal Daerah yang merupakan unit kerja 
sentral data dan inforrnasi pemerintah daerah Kota Tual 
khususnya data dan informasi terkait penyelenggaraan 
pembangunan. Hal ini menjadi kendala utama dan 
menjadi dasar perlu adanya kebijakan pengembangan data 
dan informasi dalam pengembangan wilayah Kota Tual. 
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Guna kelengkapan data dan informasi dalarn rangka 
percepatan pengembangan wilayah Kota Tual maka 
kebijakan yang telah diambil yaitu: 
I. Penertiban penyiapan data regional oleh BPS dan 

lembaga-lembaga lain yang memerlukan melalui 
pengumpulan data dan informasi secara intensif, rutin 
dan terus menerus serta melakukan pengolahan data 
dan informasi yang terkumpul secara periodik dan 
profesional. Produk data dan informasi dapat diakses 
pada profil SKPD. Selain itu pengumpulan dan 
pengo laban data dilakukan secara profesional melalui 
penerapan £-Database dan E-Monev. 

2. Pengembangan Sistem Informasi Geografis (SIG), 
yang turut mendorong tersedianya dokumen 
perencanaan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) 
sebagai salah satu dokumen induk perencanaan. 
Sebagai kelanjutannya telah direncanakan pada tahun 
2014 akan diadakan penyusunan dokumen turunan 
dari RTRW berupa penyusunan dokumen Rencana 
Detail Tata Ruang (RDTR) wilayah strategis yang 
secara bertahap akan disusun pada wilayah: 
a. RDTR Kawasan strategis Pulau Dullah. 
b. RDTR Kawasan strategis Perkotaan. 
c. RDTR Kawasan strategis Pulau-pulau Tayando 

Tarn. 
d. RDTR Kawasan strategis Pulau-pulau Kur. 

Apa saja kendala yang dirasakan anda saat ini baik 
kaitannya dengan pengelolaan APBD, pengembangan 
sumber daya manusia, maupun pengembangan data dan 
informasi sebagai bagian dari upaya pengembangan 
wilayah Kota Tual sejak tahun 2009-2012? 

: Permasalahan yang karni masih temukan yaitu pada 
kegiatan Asistensi rencana kerja dan anggaran (RKA) 
yang selama ini masih dilakukan oleh Badan Pengelola 
Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual. Peran Bappeda, 
Litbang dan Penanarnan Modal Daerah sebagai unsur 
perencanaan daerah tidak dilibatkan sarnasekali. 
Akibatnya, masih didapatkan beberapa kegiatan dalam 
rangka pengembangan wilayah yang tumpang tindih dan 
tidak sinkron dengan tujuan pengelolaan anggaran bagi 
pengembangan wilayah Kota Tual. Orientasi asistensi 
yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset 
Daerah Kota Tual hanya sebatas melihat besar kecilnya 
anggaran yang diusulkan bagi suatu kegiatan tanpa 
melihat maksud dan tujuan kegiatan itu secara luas. 
Permasalahan lainnya yaitu pengembangan sumber daya 

16/42098.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



'· 

., 

189 

manusia belwn diarahkan untuk meociplakan wawasan, 
etos kaja juga integrdas pelab• peogembaogan wilayah, 
belum semua SKPD memiliki pro1i1 SKPD sebagai basis 
data pmgembangan sektor/SKPD, behDn semua pejabat 
yaDg menangani pe!Ciih'8088D meJJgi110Jti magmg 
p "'M"ibsin E-llelabase daD E-Mooev pada 8aJ1!eda, 
Iitbmg, daD Pa•wnn Modal Jlaerab Koca Tual, daD 
kualitas daD luadilas 11e11aga peagelola SIG JIIIISih sangat 
tcrbalas begitupun dmgan perangkat J1Cil8111'lilammmya 

Tual, S 1uoi 2013 
Namsnmber, 
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Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tual 
Dinas Pekerjaan Umum Kota Tual 
6 Juni 2013 
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Salah satu faktor pengbambat pengembangan wilayab 
adalab keterbatasan infrastruktur ( transportasi, 
komunikasi, j aringan listrik dan air bersih, perumaban 
dan pemukiman, sanitasi, irigasi, dan lainnya). Apa saja 
upaya yang telah Bapak lakukan dalam rangka 
pengembangan infrastruktur secara memadai baik 
kuantitas (jumlahnya) maupun kualitasnya di Kota Tual? 

Dalam rangka pengembangan infrastruktur secara 
memadai baik jumlah maupun kualitasnya di Kota Tual, 
prioritas kami tujukan bagi wilayab yang sebelum 
pemekaran tidak tersentuh oleh pembangunan atau tidak 
meratanya pembangunan ke wilayab tersebut seperti di 
Kecamatan Pulau-pulau Kur dan Kecamatan Tayando 
Tam. Sejak tabun 2009-2012 telab banyak infrastruktur 
terbangun. Kami mengalokasikan pembangunan tersebut 
melalui program dan kegiatan tabunan dengan 
sebelurnnya telab memperhitungkan besaran manfaat 
yang akan diperoleh dari masyarakat di Kota Tual. 

Dalam pembangunan infrastruktur dibutuhkan anggaran 
yang memadai. Keterbatasan anggaran yang dialokasikan 
untuk pembangunan infrastruktur menjadi kendala dalam 
pelaksanaannya, sementara di sisi lain pengembangan 
infrastruktur tetap harus dilakukan untuk mendorong 
percepatan pengembangan wilayab. Bagaimana kebijakan 
Bapak menyikapi hal ini? 

Kendala keterbatasan anggaran dalam pengembangan 
infrastruktur pengembangan wilayab disiasati oleh kami 
dengan cara menghitung atau menentukan dengan baik 
dan cermat volume maupun rencana anggaran dari setiap 
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 
program dan kegiatan tabunan berdasarkan rencana yang 
telab dibuat. Selain itu diprioritaskan kepada program dan 
kegiatan yang dipandang atau diperkirakan dapat 
memberikan daya guna dan hasil guna yang cepat bagi 
peningkatan kesejabteraan masyarakat. 
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Dalam pembangunan infrastruk:tur dibutuhkan adanya 
koordinasi antarasektor atau antar SKPD terkait sehingga 
sinergi dalam pelaksanaannya. Bagaimana bentuk 
koordinasi yang dilakukan selama lill dan apa 
dampaknya? 

Keterbatasan infrastruk:tur kami siasati keberadaannya 
melalui koordinasi dan sinktonisasi secara rutin dengan 
berbagai SKPD terkait agar tercipta sinergi dalam 
pelaksanaan program dan kegiatan antar SKPD. 
Infrastruk:tur yang merupakan kewenangan SKPD 
tertentu, pembangunan fisiknya menjadi tanggung jawab 
Dinas Peketjaan Umum namun didukung dengan dana 
bersama SKPD terkait tersebut. 

Berdasarkan data yang kami peroleh babwa di tabun 2012 
sub sektor listrik dan air bersih mengalami pcrlambatan 
pertumbuban ekonorninya. Menurut Bapak, apa 
penyebabnya? 

Kita ketabui bersama babwa pengembangan wilayab Kota 
Tual berlangsung pesat selama kurun waktu tabun 2009-
2012. Berbagai sektor maupun sub sektor turut 
berkontribusi secara signifikan terhadap pengembangan 
wilayab Kota Tual ini. Namun diakui babwa ada beberapa 
sub sektor yang mengalami perlambatan dalam laju 
pertumbuban ekonominya diantaranya sub sektor 
tanaman pangan, petemakan, kehutanan serta sub sektor 
listrik dan air bersih. Perlambatan sub sektor listrik dan 
air bersih karena belum semua desa dan rumab tangga di 
Kota Tual terlayani listrik PLN, begitupun dengan 
pelayanan air bersih PDAM yang baru menjangkau desa
desa tertentu saja yang letaknya berdekatan dengan pusat 
perekonornian. 

Peran masyarakat dan pelaku usaba (pihak swasta) sangat 
penting dalam pengembangan wilayab. Untuk Kota Tual, 
apa saja bentuk kontribusi peran masyarakat dan pelaku 
usaba bagi pengembangan wilayab Kota Tual yang Bapak 
lihat selama ini? 

Kontribusi masyarakat dan pelaku usaba tidak dapat 
dipungkiri sebagai daya dorong pengembangan wilayab 
di Kota Tual selama ini. Kontribusi masyarakat yang 
paling menonjol bagi pengembangan wilayah di Kota 
Tual yaitu kerelaan dalam membebaskan laban yang 
dirnilikinya untuk pembangunan berbagai infrastruk:tur 
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pemmjang pembanguoan, """""gbn peran pelaku usaba 
di Kola Tual juga tdah mcmainbn peran pentiugnya 
bcrupa pendislri'busian lenaga-teDIIga kerja yang lrampil 
serta dana yang memadai bagi SUIIIU kegiatan dalam 
nmgka pengelllbangan wilayah. 
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 

Nama Narasumber 
Jabatan!Pekeijaan 

T empat Wawancara 
Tanggal Wawancara 
Pewawancara 

Hasil Wawancara 
I. Pertanyaan 

Jawaban 

2. Pertanyaan 

Effendi Renfaan, S.Com, M.Si 
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota 
Tual 
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual 
7 Juni 2013 
Drs. Hi. Mahmud M. Tamher 

Keterbatasan anggaran merupakan kendala utama dalam 
pengembangan wilayah. Apa kebijakan yang Bapak ambil 
guna mengatasi permasalahan ini? 

Keterbatasan anggaran dalam penyelenggaraan urusan 
pemerintahan di Kota Tual termasuk upaya 
pengembangan wilayah mengakibatkan tingginya tingkat 
ketergantungan pada pemerintah pusat dalam pembiayaan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan Kota Tual. 
Kondisi ini dialarni oleh Kota Tual sejak awal pemekaran 
hingga saat ini. Kondisi ini pula yang menunjukkan 
langsung bahwa Kota Tual masih tinggi celah fiskalnya 
atau masih besar ketergantungan pada pemerintah pusat 
dalam pembiayaan penyelenggaraan urusan 
pemerintahannya. T erhadap kondisi demikian, diperlukan 
adanya kebijakan terhadap pengelolaan anggaran yang 
ada. Upaya yang karni lakukan dalam mengatasi 
keterbatasan anggaran dalam pengembangan wilayah 
yaitu memprioritaskan pengalokasian anggaran yang 
tersedia dengan persentase yang besar bagi program dan 
kegiatan belanja publik yang bertujuan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat rnisalnya program dan kegiatan 
pembangunan infrastruktur dasar serta pembangunan 
sarana dan prasarana sosial seperti pendidikan dan 
kesehatan. Selain itu, karni juga menciptakan kernitraan 
yang harmonis dan saling menguntungkan dengan pihak 
swasta selaku pernilik modal. 

Berdasarkan basil evaluasi Departemen Keuangan 
(Depkeu) terhadap 145 daerah otonorni baru 
menunjukkan bahwa sekitar 80% tidak berdampak positif, 
baik dalam konteks pelayanan publik maupun 
kesejahteraan masyarakat. Mayoritas (86%) sumber 
pendapatan APBD kabupaten!kota dan 53% APBD 
provinsi dari dana perimbangan yang dialokasikan 
Depkeu. Sebagian besar alokasi APBD (58%) digunakan 
untuk belanja pegawai, sedangkan biaya pembangunan 
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cuma 21% (Puspen Depdagri, 20 II). Bagaimana konsepsi 
penganggaran daerah Kota Tual terkait pennasalahan di 
atas sehingga tujuan pokok perimbangan keuangan yakni 
mendukung pelaksanaan otonomi daerah dengan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, 
memperhatikan aspirasi masyarakat dan 
pertanggungjawaban kepada masyarakat, serta 
mengurangi kesenjangan antardaerah khususnya 
antarwilayah di Kota Tual dapat terwujud? 

Kaitannya dengan pengembangan wilayah Kota Tual, 
maka sebagai upaya mengakselerasi dan mensinergikan 
pengembangan wilayah bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran masyarakat, pemenuhan kebutuhan 
masyarakat dalam rangka peningkatan kesej ahteraan 
mereka, kami mengambil kebijakan berupa pemberian 
porsi anggaran yang besar bagi program dan kegiatan 
belanja publik setiap SKPD. Pengalokas1an anggaran 
belanja publik yang besar dibanding belanja aparatur 
kami lakukan bertujuan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat serta pemerataan pembangunan 
dan pelayanan masyarakat. Fokusnya ada pada 
pengelolaan belanja karena akar permasalahan ada pada 
kebijakan belanja daerah dimana persentase belanja 
publik lebih kecil dibanding belanja aparatur. Terhadap 
masalah tersebut segala dana yang ada baik yang 
bersumber dari APBD II, APBD I, maupun APBN, oleh 
kami diperuntukkan bagi sebesar -besarnya pelayanan 
publik. Hal ini dapat kami tunjukkan bahwa setiap tahun 
(2009-2012) anggaran belanja pembangunan publik 
mendapat alokasi anggaran yang lebih besar dibanding 
belanja aparatur/pegawai. Belanja peijalanan dinas 
pegawai terns kami tekan dan dilaksanakan jika benar
benar dibutuhkan saja dan bentuk belanja aparatur lainnya 
kami perlakukan yang sama. 

Apa saja permasalahan yang masih ditemui dalam 
pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah 
(APBD) Kota Tual hingga tahun 2012? 

Pada beberapa SKPD masih ditemukan jumlah anggaran 
yang Ielah tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran (DPA) tahun beijalan untuk suatu program dan 
kegiatan sering mengalami pergeseran pemanfaatan atau 
tidak dilaksanakan oleh SKPD tersebut dan dialihkan 
untuk program kegiatan lainnya yang diusulkan masuk 
dalam APBD Perubahan. Hal ini tentu mengganggu 
perencanaan yang telah ada serta dapat saja mengganggu 
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setiap upaya kita dalam pacepatan peogembangan 
wilayah Kota.Tual unruk tahun-Calwn mmd•••ng Bclum 
lagi masih bmi cfapatkan dalam kapasi1as bmi selalru 
TDD Anggaran Pemetintah Daerah Kota Tual, bebaapa 
kegi!!lan yang tidak tepat --
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: Arobi Bugis, SE 
Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Tual 
Dinas Pendapatan Daerah Kota Tual 
8 Juni 2013 
Drs. Hi. Mahmud M. Tarnher 
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Keterbatasan anggaran merupakan kendala utama dalam 
pengembangan wilayah. Hal ini juga yang menyebabkan 
masih tingginya tingkat ketergantungan fiskal terhadap 
pemerintah pusat. Guna mengatasi hal ini, apa kebijakan 
yang telah Bapak ambil? 

Dalam rangka menunjang pengembangan wilayah Kota 
T ual serta mengurangi secara bertahap tingkat 
ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat, maka 
pengelolaan pendapatan daerah dilakukan melalui 
intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) dan Dana Perimbangan. Hal ini dilakukan dalam 
rangka peningkatan dan perluasan basis PAD dan 
mengupayakan secara optimal dana perimbangan, agar 
bagian daerah dapat diperoleh secara proporsional. 
Usaha-usaha penggalian pendapatan daerah ditujukan 
untuk menyediakan modal bagi pelaksanaan program
program pengembangan wilayah yang telah direncanakan. 
Untuk itu, ditempuh berbagai upaya seperti peningkatan 
pengawasan, koordinasi dan penyederhanaan proses 
administrasi pemungutan. Secara umum, upaya yang 
kami lakukan dalam meningkatkan pendapatan daerah 
Kota Tual selama ini (2009-2012) yaitu mengoptimalkan 
peningkatan pendapatan daerah yang berasal dari sumber
sumber PAD, meningkatkan peran serta masyarakat dan 
sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun 
pelaksanaan kegiatan pembangunan, meningkatkan 
efisiensi pengelolaan APBD. Adapun intensifikasi pajak 
dan atau retribusi daerah dilakukan melalui: I) 
penyederhanaan proses administrasi pemungutan dan 
penyempurnaan sistem pelayanan pajak dan retribusi 
daerah, 2) Optimalisasi pelaksanaan landasan hukum 
yang berkaitan dengan penerimaan daerah, 3) 
peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kepada 
masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi 
daerah, baik langsung maupun melalui media massa, 4) 
peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan 
pemungutan penerimaan daerah, 5) peningkatan 
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kooroinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja telkait, 
6} pengembaDgan sistem infonnasi PnvJapatan Daerab 
sec:ara on-line. dan 7) optimalisasi pmagiban piutang 
Jll!jak. Upaya ekstensifibsi pajak dan rettibusi daerah 
dilakukan melalui: 1) pe1181agianjenis retribusi bam yang 
tidak kontra produktif terbadap perek()DO!Dian daemh, 2) 
pe1181agian jenis retribusi yang tidak layak dan perlu 
dihapus, 3) pe1181agian mekanisme pajak dan retribusi 
daerah untuk target group baro, 4) Pcningkatan bagi basil 
pajak, dan 5) penggalian potensi smnbcr-smnber Pl\iak 
dan Retribusi Daerah sesuai kctentuan penmdang
undangan. 
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Jabatan/PekeJjaan 
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Tanggal Wawancara 
Pewawancara 

Hasil Wawancara 
I. Pertanyaan 

Jawaban 

2. Pertanyaan 

Jaw a ban 

S. Nuhuyanan, S.Pd, M.Si 
Kepala Dinas Pendidikan, Pernuda dan Olahraga Kota 
Tual 
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Tual 
10 Juni 2013 
Drs. Hi. Mahmud M. Tarnher 

Perlindungan sosial masyarakat dalam pelayanan dasar 
khususnya kesehatan dan pendidikan merupakan bagian 
penting dari pengembangan wilayah. Apa saja upaya 
yang telah Bapak lakukan dalam mengernbangkan 
pendidikan masyarakat khususnya yang tinggal pada 
wilayah pedesaan, wilayah pesisir dan terluar dalam 
lingkup Pemerintah Kota Tual? 

Perlindungan sosial masyarakat dalam pelayanan dasar 
khususnya di bidang pendidikan merupakan bagian 
penting dari pengembangan wilayah. Dinas Pendidikan 
Kota Tual telah melakukan upaya-upaya dalam 
mengernbangkan kualitas pendidikan masyarakat di Kota 
Tual terutama yang tinggal di wilayah pedesaan, wilayah 
pesisir dan terluar Kota Tual. Upaya-upaya yang 
dilakukan ditujukan untuk mendukung kelangsungan 
proses belajar mengajar baik di tingkat pendidikan dasar, 
menengah bahkan tinggi melalui penyediaan bantuan 
biaya pendidikan bagi siswa miskin dan berprestasi, 
mendukung kegiatan pendidikan melalui pembangunan 
sarana dan prasarana pendidikan serta penyediaan dan 
penyiapan tenaga terampil dan tenaga pendidik. 

Kelengkapan atau ketersediaan data dan informasi sangat 
diperlukan guna menunjang perencanaan program dan 
kegiatan pengembangan wilayah yang tepat sasaran. Apa 
saja kebijakan yang telah diambil oleh Bapak dalam 
pengembangan data dan informasi? 

Kebijakan yang telah kami ambil dalam pengembangan 
data dan informasi guna menunjang perencanaan program 
dan kegiatan pengembangan wilayah Kota Tual agar tepat 
sasaran yaitu melalui penyediaan profil SKPD yang 
memuat kondisi pengembangan pendidikan Kota Tual. 
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TRANSKRIP BASIL W A W ANCARA 

: A. Hamid Latar, SH 
: Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 

Kota Tual 
: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota 

Tual 
: II Juni 2013 
: Drs. Hi. Mahmud M. Tarnher 

Salah satu faktor pengharnbat pengembangan wilayah 
adalah keterbatasan infrastruktur diantaranya rnoda 
transportasi dan komunikasi dalam rangka membuka 
keterisolasian dan mendekatkan pelayanan kepada 
masyarakat. Apa saja upaya yang telah Bapak lakukan 
dalam rar.gka pengembangan infrastruktur transpcrtasi 
dan komunikasi agar dapat menjangkau wilayah 
pedesaan, wilayah pesisir dan terluar dalam lingkup 
Pemerintah Kota Tual sebagai upaya membuka 
keterisolasian dan mendekatkan pelayanan kepada 
masyarakat? 

: Upaya yang dilakukan dalam rangka pengembangan 
infrastruktur transportasi dan komunikasi dalam wilayah 
Kota Tual sudah sangat banyak dilakukan dan telah 
dirasakan manfaatr.ya oleh masyarakat kita, dengan 
melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan 
Provinsi Maluku dan Kementerian Perhubungan Rl, telah 
dilakukan pembangunan infrastruktur sebagai berikut. 
- Survey Induk Design (SID) Pelabuhan Laut di 

Tayando Yamtel dana bersumber dari APBD I Tahun 
Anggaran 2009 serta Survey Pelabuhan 
Penyeberangan di tayando Y amtel dana bersumber 
dari APBD I Tahun Anggaran 2010. 

- Berdasarkan usulan dan koordinasi Pemerintah Kota 
Tual, maka Kementerian Perhubungan RI pada tahun 
2010 dilakukan pembangunan Pelabuhan Laut 
Tayando Tahap I, serta di1anjutkan pada tahun 
anggaran 2011 sampai dengan 2013 ini yang sudah 
mencapai tahap keempat dan direncanakan selesai 
dibangun pada tahun 2014. 
Pada lokasi yang sama juga dibangun Pelabuhan 
Penyeberangan Tahap I pada tahun 2012, dan 
sekarang sudah masuk Tahap II dan direncanakan 
selesai dibangun pada tahun anggaran 2015. 
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- Untuk membuka keterisolasian pada wilayah pulau
pulau melalui Kementerian Perhubungan RI, 
diusulkan angkutan penyeberangan (kapal ferry) yang 
dirinci sebagai berikut. 
- Tahun 2010, mulai beroperasi KMP. Kormomolin 

yang melintasi Tual-Tayando-Kur Pp. 
- Tahun 2011 sampai 2013, teljadi peningkatan 

frekuensi pelayanan dari sekali seminggu menjadi 
dua kali seminggu. 

- Tahun 2013, teijadi penambahan armada kapal 
penyeberangan yang melintasi wilayah Kota Tual 
dari I unit kapal menjadi 3 unit kapal yaitu: KMP. 
Tanjung Madlahar, KMP. Teluk Cendrawasih II, 
dan KMP. Lobster. 

- Pembangunan sarana prasarana yang dibiayai APBD 
II yaitu: 
- Pada tahun anggaran 2009 dilakukan pemeliharaan 

Terminal Wara, rehabilitasi pelabuhan 
penyeberangan, dan pemeliharaan ruang tunggu 
Pelabuhan Tual. 
Pada tahun anggaran 2010 dibangun I buah 
tambatan perahu di Dullah Selatan, pemeliharaan 
Terminal W ara, rehabilitasi pelabuhan 
penyeberangan, dan pemeliharaan ruang tunggu 
Pelabuhan Tual. 
Pada tahun anggaran 2011 dilakukan pemeliharaan 
Terminal W ara Tual, rehabilitasi ringan pelabuhan 
penyeberangan Tual, dan rehabilitasilpemeliharaan 
terminal, penataan Pelabuhan Tual dan ruang 
tunggu. 
Pada tahun anggaran 2012 dilakukan pemeliharaan 
Terminal Wara Tual, rehabilitasi ringan pelabuhan 
penyeberangan Tual. 
Pada tahun anggaran 2013 dilakukan pemeliharaan 
Terminal Wara Tual dan rehabilitasi berat 
pelabuhan penyeberangan Tual. 

Adapun paket-paket bantuan dari Kementerian Kominfo 
RI (APBN) melalui Program Kewajiban Pelayanan 
Universal/Universal Service Obligation (KPU!USO) 
Telekomunikasi sesuai Keputusan Menteri Komunikasi 
dan Informatika Nomor: 
145/KEP/M.KOMINF0/04/2007 tentang Penetapan 
Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan 
Menteri Komunikas"i dan lnformatika Nomor: 
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437/KEP/M.KOMINF0/12/2009, Kota Tual mendapat 
paket-paket bantuan sebagai berikut 
I) Desa berdering; 

Dari 29 paket pelayanan Telepon Desa Berdering 
yang direncanakan, hingga saat ini telah terealisasi 5 
paket, yaitu pada lokasi sebagai berikut 
a. Desa Fair 
b. Dusun Mangon 
c. Desa Lairkamor 
d. Desa Watran 
e. Desa Duroa. 

2) PLIK (Pusat Layanan Internet Kecamatan): 
Kota Tual terpasang 6 paket PLIK yang telah selesai 
dipasang pada tahun 20 I 0 lalu, yaitu di lokasi: 
a. PLIK Kantor Dishubkominfo 
b. PLIK Kantor Camat Dullah Utara 
c. PLIK Kantor Camat Dulah Selatan 
d. PLIK Kantor Camat Tayando 
e. PLIK Kantor Camat Pulau-pulau Kur 
f PLIK SMP Kristen Tual. 

3) MPLIK (Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan); 
Kota Tual mendapat 2 unit MPLIK yang telah berada 
sejak Juni 20 II, hingga kini telah beroperasi di 
sekolah-sekolah dan kampus-kampus di Kota Tual. 

4) Internet Wifi; 
Pada tahun 2012 dibangun internet Wifi di Kota Tual 
pada 3 lokasi, yaitu di lokasi: 
a. Kantor Walikota Tual 
b. SMA Negeri I Tual 
c. Dinas Perhubungan Kominfo Kota Tual. 

5) Penyediaan Jasa Akses Telekomunikasi dan 
Informatika di daerah Perbatasan dan Pulau Terluar 
(Telinfo-Tuntas) KPU/USO; 
Paket ini dibangun pada tahun 2012, merupakan paket 
yang sangat penting dan sangat vital bagi masyarakat 
Kota Tual yang berada di Pulau-pulau yakni di 3 
kecamatan yaitu Kecamatan Pp. Kur, Kecamatan 
Tayando Tam dan Kecamatan Dullah Utara. Lokasi 
tersebut telah dipasang menara Telkornsel dan telah 
dimanfaatkan masyarakat setempat. Kota Tual 
mendapat 4 titik pemasangan yakni: 
a. Di Desa Fatbuak Kecamatan Pp. Kur 
b. Di Desa Yamtel Kecamatan Tayando Tam 
c. Di Desa Tam Kecamatan Tayando Tam 
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d. Di Desa Ohoitahit Kecamatan Dullah Utara 

Sektor perdagangan di Kota Tual merupakan sektor 
andalan sebagaimana ditetapkan dalam RP JMD Kota 
Tual Tahun 2009-2013. Bagaimana upaya Bapak dalam 
mendukung sektor perdagangan di Kota Tual? 

Kami terus melakukan koordinasi dengan Dinas 
Perhubungan Provinsi Maluku dan Kementrian 
Perhubungan R1 dan outputnya telah ditetapkannya 
Pelabuhan Tual sebagai Pelabuhan Transmitter untuk 
wilayah selatan Maluku, Papua dan Papua Barat. 
Pelabuhan Tual ini melayani rute pelayaran Jawa
Sulawesi-Maluku-Papua juga merupakan pelabuhan peti 
kemas. T entunya hal ini kami lakukan dengan tujuan 
untuk lebih mendukung perkembangan sektor 

· perdagangan di Kota Tual. Kami yakin bahwa dengan 
tersedianya pelabuhan ini semakin menjadikan Kota Tual 
sebagai wilayah strategis perdagangan khususnya di 
wilayah selatan Maluku, Papua dan Papua Barat. 
Pengadaan tiga unit kapal ferry dengan frekuensi 
pelayaran dua kali serninggu dengan rute Tual-Tayando
Kur pulang pergi, basil koordinasi intensif dengan Dinas 
Perhubungan Provinsi Maluku dan Kementrian 
Perhubungan R1 juga merupakan upaya positif dinas kami 
yang pada kenyataannya telah mampu menjangkau 
wilayah-wilayah yang sebelum pemekaran terisolir 
seperti Kecamatan Pulau-pulau Kur dan Kecarnatan 
Tayando Tam juga sangat membantu masyarakat 
setempat dalam upaya pendistribusian basil alamnya ke 
Kota Tual. 

Apa saja kendala yang dirasakan anda saat ini baik 
kaitannya dengan pengelolaan APBD, pengembangan 
sumber daya manusia, maupun pengembangan data dan 
informasi sebagai bagian dari upaya pengembangan 
wilayah Kota Tual sejak tahun 2009-2012? 

: Beberapa program dan kegiatan guna mendukung 
pengembangan wilayah yang telah kami rencanakan, 
sering tidak mendapat alokasi anggaran sebagaimana 
pagu yang kami usulkan dalam RKA (Rencana Kerja 
Anggaran). Pada pelaksanaannya pagu anggarannya tidak 
mencukupi untuk sebuah pencapaian optimal kegiatan 
dimaksud. Selain itu masih terjadi mutasi PNS kami yang 
menurut kami PNS yang bersangkutan cukup terampil, 
mahir, dan berpengalaman serta telah lama mengabdi 
bekerja pada Dinas kami walaupun kami akui PNS yang 
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bersangkutan memiliki Jatar belakang pmdidibn yang 
tidak sesuai dengan SKPD yang clitempetinya saat ini . 
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Dalam mendukung pengernbangan wilayah Kota Tual, 
ketersediaan SDM aparatur yang memadai menjadi modal 
utama percepatan pengembangan wilayah tersebut. Apa 
upaya yang telah Bapak lakukan dalam penyediaan SDM 
aparatur guna optimalnya pengembangan wilayah Kota 
Tual? 

Guna mendukung pengembangan wilayah Kota Tual, 
maka melalui pendekatan manajemen kepegawaian serta 
sesuai dengan prinsip the right man on the right place, 
karni telah menempatkm CPNS pada posisi atau SKPD 
sesuai dengan Jatar belakang pendidikannya, lebih khusus 
pada SKPD yang mengelola sektor yang berkontribusi 
bagi peningkatan penyelenggaraan pengembangan 
wilayah Kota Tual. Bukan hanya berorientasi pada 
penernpatannya saja, namun karni juga fokus mulai dari 
saat rekrutmen CPNS tersebut. Hal ini terwujud dari 
besarnya lowongan penerimaan CPNS yang berlatar 
be!akang pendidikan teknik, kelautan dan perikanan, 
tenaga pendidikan dan kesehatan, akuntansi, dan lainnya. 

Apa saja kendala yang dirasakan anda saat ini baik 
kaitannya dengan pengelolaan APBD, pengembangan 
sumber daya manusia, maupun pengembangan data dan 
informasi sebagai bagian dari upaya pengembangan 
wilayah Kota Tual sejak tahun 2009-2012? 

Permasalahan yang masih ditemui yaitu pelaksanaan 
program dan kegiatan pengembangan sumber daya 
manusia dalam rangka mendukung pengembangan 
wilayah Kota Tual masih sebatas dilakukan untuk 
meningkatkan kualitas dan kuantitas saja, belum 
diarahkan untuk menciptakan wawasan, etos keija juga 
integritas pelaku pengembangan wilayah. 
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: Dra. Bau lntang, Apt M.Kes 
: Kepala Dinas Kesehatan Kota Tual 

Dinas Kesehatan Kota Tual 
13 Juni 2013 
Drs. Hi. Mahmud M. Tamher 

Perlindungan sosial masyarakat dalam pelayanan dasar 
khususnya kesehatan dan pendidikan merupakan bagian 
penting dari pengembangan wilayah. Apa saja upaya 
yang telah lbu lakukan dalam mengembangkan kesehatan 
masyarakat khususnya yang tinggal pada wilayah 
pedesaan, wilayah pesisir dan terluar dalam lingkup 
Pemerintah Kota Tual? 

Sebagai Daerah Otonom Baru (DOB) yang dimekarkan 
dari Kabupaten Induk Maluku Tenggara melalui Undang
Undang 31 Tahun 2007, Kota Tual memerlukan suatu 
pelayanan kesehatan dasar sehingga perlu peningkatan 
dan pembangunan Puskesmas untuk menjawab pelayanan 
kesehatan dasar yang sulit teijangkau dan wilayah yang 
memerlukan peningkatan pelayanan kesehatan dasar bagi 
masyarakat Kota Tual. Perlindungan sosial masyarakat 
dalam pelayanan dasar khususnya di bidang kesehatan 
merupakan bagian penting dari pengembangan wilayah. 
Dinas Kesehatan Kota Tual telah melakukan upaya-upaya 
dalam mengembangkan kesehatan masyarakat di Kota 
T ual khususnya yang berada di wilayah pedesaan, 
wilayah pesisir dan daerah terluar Kota Tual. Dalam 
rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota 
Tual maka upaya-upaya yang dilaksanakan oleh Dinas 
Kesehatan untuk peningkatan pelayanan kesehatan 
masyarakat yaitu penyediaan fasilitas pelayanan 
kesehatan yang bermutu dan berkualitas, penyediaan dan 
peningkatan tenaga kesehatan yang profesional dan 
bermutu serta penyediaan sarana dan prasarana penunjang 
pelayanan kesehatan masyarakat terutama untuk 
pelayanan kesehatan kepada masyarakat pesisir dan 
masyarakat perkotaan khususnya masyarakat miskin. 
Upaya pengembangan fasilitas kesehatan yang 
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Tual dalam 
hal ini Dinas Kesehatan sebagai instansi teknis dalam 
kkurun waktu 5 tahun (2009-2013) adalah peningkatan 
status Unit Pelayanan Kesehatan Puskesmas sebanyak 3 
puskesmas yang ditingkatkan statusnya pada tahun 2009 
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yaitu 2 di pulan terluar antara lain Puskesmas KID' 
ditingkatkan $fstnsnya menjadi pnskesmas Rawat Inap 
KID' pada [( eqmafJ!n Pulau-pulau KID', Puskesmas 
Tayando ditingkatlcan stah!snya menjadi pnskesmas 
Rawat 1nap Tayando di Keqmatan Tayando Tam, dan 
Puskesmas Namser ditingkatlgm statusnya me:njadi 
pJS!resmas Rawat lnap Namser di Kecamatan Du1lah 
Utara Kola Tual. Tahun 2009 Puskesmas Pembantu 
Mangur ditingkatkan statusnya menjadi Puskesmas 
Mangur di Desa Mangur Keqmatan PuJau..pulau KID', 
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TRANSKRIP HASIL W A W ANCARA 

Dra. Hj. F. Kabalmay 
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan 
Pemerintahan Desa Kota Tual 
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 
Kota Tual 
14 Juni 2013 
Drs. Hi. Mahmud M. Tarnher 

Salah satu faktor penghambat pengembangan wilayah 
adalah masalah kerniskinan. Apa saja upaya khusus yang 
telah lbu lakukan dalam rangka pemberdayaan 
masyarakat dan penanggulangan kerniskinan di Kota 
Tua)? 

Untuk meningkatkan efektifitas penanggulangan 
kerniskinan dan penciptaan lapangan kelja, Pemerintah 
Kota Tual telah meluncurkan program unggulan dan 
inovatif yakni Program Pemberdayaan Masyarakat Maren 
(PPMM) Kota Tual yang (Maren artinya gotong royong, 
semangat keljasama dalam bahasa lokal/bahasa Kei). 
PPMM merupakan pemberdayaan lokal berbasis APBD 
yang dialokasikan ke lima kecamatan dengan total pagu 
2,8 Milyar pada tahun 2012 dan 4 Milyar pada tahun 
2013. Melalui PPMM dirumuskan kembali mekanisme 
upaya penanggulangan kerniskinan yang melibatkan 
unsur masyarakat, mulai dari tahap identiftkasi masalah, 
perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan 
evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, 
kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama 
masyarakat rniskin, dapat ditumbuhkembangkan sehingga 
mereka bukan sebagai obyek melainkan subyek upaya 
penanggulangan kerniskinan. Pelaksanaan PPMM dimulai 
dengan Penyusunan Program Pembangunan 
Kelurahan!Desa Beljangka (PPKB) sebagai dasar 
pengembangan Pemberdayaan Masyarakat di 
Kelurahan!Desa guna meningkatkan pengembangan 
infrastruktur dan suprastruktur, sosial, ekonorni sesuai 
dengan kebutuhaan dan kemampuan yang dirniliki oleh 
wilayah masing-masing. Cakupan pelaksanaan PPMM 
telah menyentuh hingga ke daerah-daerah terpencil dan 
terisolir yang belum atau kurang tersentuh oleh program
program lain menyangkut pemberdayaan masyarakat. 
Efektivitas dan efisiensi dari kegiatan yang selama ini 
sering berduplikasi antar proyek diharapkan juga dapat 
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diwujudkan. Mengingat proses pemberdayaan pada 
ummnnya membutuhkan waktu 5-6 tahun, maka PPMM 
akan dilaksanakan selrurang-kurangnya hingga tahun 
2016. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) serta pen:epatan target 
waktu pencapaian tujuan pembangunan millennium 
(MDGs). Pelaksanaan PPMM yang berdasar pada 
indikator-indikator keberhasilan yang terukur akan 
membantu Kota Tual mewujudkan peningkatan lPM serta 
pencapaian target-target MOOs tersebut 

: Apakah terhadap program dan kegiatan pemberdayaan 
masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di Kota Tual 
telah dilakukan evaluasi pelaksanaannya dan bagaimana 
dampaknya? 

: Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan 
pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan 
kemiskinan di Kota Tual terns dilakukan. Dampaknya 
yaitu angka k.emislcinan dan pengangguran menurun 
setiap tahunnya. 
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Nama Narasumber 
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Jawaban 

Ir. M. S. Z. Bandjar 
Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Tual 
Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Tual 
15 Juni 2013 
Drs. Hi. Mabmud M. Tamher 

Ketersediaan sumberdaya alam merupakan modal bagi 
pengembangan wilayab. Sumberdaya alam pertanian pada 
beberapa kecamatan seperti Pulau-pulau Kur Tayando 
Tam, dan Kecamatan Dullah Utara cukup potensial untuk 
dikembangkan guna memperkaya sumber pangan lokal. 
Apa saja upaya yang Bapak lakukan dalam 
mengembangkan potensi sumberdaya alam pertanian 
yang ada tersebut guna meningkatkan kesejabteraan 
masyarakat setempat? 

Upaya yang telab karni lakukan dalam mengembangkan 
potensi sumberdaya alam pertanian yang ada guna 
meningkatkan kesejabteraan rnasyarakat setempat melalui 
peningkatan produktivitas sektor pertanian berupa 
intensiflkasi laban dan produksi serta meningkatkan 
pengolaban hasil atau pasca panen. 

Perencanaan, pelaksanaan serta keberhasilan 
pengembangan wilayab sangat ditentukan oleh 
ketersediaan SDM yang memadai baik secara kualitas 
maupun kuantitas yang sesuai dengan program-program 
pengembangan wilayab. Apa saja kebijakan yang telab 
diambil oleh Bapak dalam pengembangan SDM baik 
SDM aparatur maupun SDM masyarakat? 

Kebijakan yang telab diambil dalam pengembangan SDM 
baik SDM aparatur maupun SDM masyarakat sebagai 
berikut. 

Pengembangan SDM aparatur pada Dinas Pertanian 
dan Kehutanan Kota Tual dilakukan melalui Bimtek
bimtek maupun pelatihan teknis di bidang pertanian 
Pengembangan SDM masyarakat dilakukan melalui 
sosialisasi, penyuluhan, magang dan pelatihan 
pengelolaan pertanian. 
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Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual 
Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual 
17 Juni 2013 
Drs. Hi. Mahmud M. Tamher 
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Sebagai Wilayah Bahari, Kota Tual tentunya kaya akan 
sumber daya pesisir, kelautan dan perikanan yang dapat 
dijadikan sebagai modal dasar peningkatan kesejahteraan 
masyarakat setempat. Apa saja upaya yang telah Bapak 
lakukan dalam mengembangkan wilayah pesisir serta 
potensi kelautan dan perikanan yang ada guna 
meningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Tual? 

Sebagai dinas yang baru defmitif pada tanggal 1 
September 2009, maka secara nyata karni baru melakukan 
kegiatan secara efektif pada tahun 2010. Beberapa 
kegiatan yang telah kami lakukan sepanjang tahun 2010 
hingga tahun 2012 terkait pengembangan kesejahteraan 
masyarakat pesisir antara lain adalah: 
1. Peningkatan sarana prasarana perikanan (Tangkap, 

Budidaya dan Pengolahan). 
2. Penyusunan Profil Tata Ruang Pulau-pulau Kecil 

bekeJjasama dengan Politeknik Perikanan Negeri 
Tual. 

3. Perlindungan ekosistem pesisir untuk pemberdayaan 
dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang 
berkelanjutan. 

4. Pengembangan Sarana Usaha Mikro Mitra Bahari. 
5. Pemberdayaan masyarakat penenma bantuan 

perikanan. 
6. Pembangunan tambatan perahu/jetty yang berguna 

sebagai sarana tambat labuh perahu nelayan dan 
armada perhubungan antar pulau berskala kurang 
dari I 0 Gross Ton. 

7. Pengadaan listrik tenaga surya pada wilayah-wilayah 
pesisir. 

Perencanaan, pelaksanaan serta keberhasilan 
pengembangan wilayah sangat ditentukan oleh 
ketersediaan SDM yang memadai baik secara kualitas 
maupun kuantitas yang sesuai dengan program-program 
pengembangan wilayah. Apa saja kebijakan yang telah 
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diambil oleh Bapak dalam pengembangan SDM baik 
SDM aparatur maupun SDM masyarakat? 

Kebijakan pengembangan SDM baik SDM aparatur 
maupun SDM masyarakat yang kami lakukan sebagai 
berikut. 
- Program Pengembangan Perikanan Tangkap dengan 

kegiatan pendidikan dan pelatihan perikanan tangkap 
bagi aparatur. 

- Program Pengembangan Budidaya Perikanan dengan 
kegiatan magang budidaya bagi aparatur dan 
pembudidaya dan pelatihan cara budidaya ikan yang 
baik (CBIB). 

- Program Pemberdayaan Masyarakat dalam 
Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan 
dan Perikanan dengan kegiatan pendidikan dan 
pelatihan penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). 

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna 
mendukung pengembangan SDM masyarakat yaitu: 
- Program Pengembangan Perikanan Tangkap dengan 

kegiatan pelatihan teknologi penangkapan ikan bagi 
kelompok nelayan tangkap. 
Program Pengembangan Budidaya Perikanan dengan 
kegiatan pelatihan manjemen usaha dan teknik 
budidaya bagi pembudidaya rumput !aut dan ikan 
kerapu, pelatihan wirausaha budidaya rumput !aut dan 
ikan kerapu, dan pelatihan cara budidaya ikan yang 
baik (CBIB) bagi nelayan pembudidaya. 
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 
dengan kegiatan sosialisasi dan pelatihan listrik 
tenaga surya, sosialisasi dan pelatihan pengelolaan 
ekosistem pesisir. 
Program Pemberdayaan Masyarakat dalam 
Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan 
dan Perikanan dengan kegiatan pembinaan dan 
pengukuhan kelompok masyarakat pengawas. 
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran 
Produksi Perikanan dengan kegiatan pelatihan pasca 
panen produk unggulan. 
Program Daya Saing Hasil Perikanan dengan kegiatan 
sosialisasi dan pelatihan bantuan paket olahan 
perikanan. 

Apa upaya lainnya yang telah Bapak lakukan guna 
mendukung perkembangan sub sektor perikanan di Kota 
Tual agar terus mampu berkontribusi bagi perekonomian 
wilayah Kota Tual? 
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Guna mendukung perkembangan sub sektor perikanan di 
Kota Tual dan mewujudkan peningkatan kontribusi sub 
sektor ini bagi perekonomian Kota Tual, maka kami telah 
membuat Masterplan Pengembangan Kawasan 
Minapolitan Kota Tual yang ditetapkan dengan 
Keputusan Walikota Tual Nomor 106 Tahun 2011 
tanggal 17 Juni 20 II tentang Penetapan Lokasi 
Pengembangan Kawasan Minapolitan dalam Wilayah 
Kota TuaL Selain itu penetapan Kota Tual sebagai 
kawasan minapolitan di Provinsi Maluku melalui 
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik 
Indonesia Nomor 35/KepMen-KP/2011 tanggal 7 April 
2011 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan juga 
merupakan penunjang percepatan perkembangan sektor 
perikanan di Kota TuaL Dalam perkembangannya, sub 
sektor perikanan di Kota Tual mengalami pertumbuhan 
yang pesat. Pada tahun 2012, pro9uksi ikan !aut di 
Kecamatan Pulau-pulau Kur sebesar 2.207,8 Ton dengan 
nilai produksi mencapai Rp. 12.139.050.000, Kecamatan 
Tayando Tam sebesar 2.907,8 Ton dengan nilai ·produksi 
mencapai Rp. 14.539.112.000, Kecamatan Dullah Utara 
sebesar 3.082,6 Ton dengan nilai produksi mencapai Rp. 
16.958.150.000, dan Kecamatan Dullab Selatan sebesar 
17.278,2 Ton dengan nilai produksi mencapai Rp. 
95.027.350.000. Upaya lain yang telab kami lakukan 
dalam mendongkrak sub sektor perikanan di Kota Tual 
yaitu terus meningkatkan peranan pibak swasta dalam 
rangka pemerataan dan peningkatan pendapatan nelayan 
melalui peningkatan produksi dan produktifitas usaba, 
memenuhi kebutuhan konsumen ikan masyarakat 
setempat dan peningkatan ekspor. Disamping itu, 
diarabkan juga untuk pemerataan kesempatan berusaba 
serta penyerapan tenaga kerja. Peningkatan sub sektor 
perikanan juga tidak terlepas dari andil Kementerian 
Kelautan dan Perikanan Rl yang menempatkan Pelabuhan 
Perikanan Nusantara (PPN) di Kota Tual. Aktifitas pada 
PPN ini sangat mendukung laju pertumbuhan ekonomi 
Kota Tual dari sub sektor perikanan. 

Apa saja kendala yang dirasakan anda saat ini baik 
kaitannya dengan pengelolaan APBD, pengembangan 
sumber daya manusia, maupun pengembangan data dan 
informasi sebagai bagian dari upaya pengembangan 
wilayah Kota Tual sejak tahun 2009-2012? 

Masib terdapat beberapa program dan kegiatan dalam 
rangka mendukung pengembangan wilayah yang telab 
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kami rencanakan dalam rencana kerja anggaran SKPD 
kami, tidak . mendapat anggaran sebagaimana pagu 
indikatif yang kami usulkan. Kepala Badan Peogelola 
Keuangan dan Aset Daerah dalam mengalokasikan 
anggaran sering melihat pada besamya pagu dan jarang 
melihat pentingnya pagu yang diusnlhn untuk 
optimalnya pelaksanaan suatu program dan kegiatan. 
Pada pelaksanaannya pagu anggarannya tidak meocukupi 
a1au tetkadang pada p1ogJam dan kegiatan yang tidak 
menjadi fokus kami dalam upaya pengembangan wilayah 
mendapat alokasi anggaran yang lebih besar dari yang 
direncanakan. Selain itu pengalokasian angganm masih 
diprioritaskan kepada pelalrsanaan proyek-proyek besar 
yang pelaksanaannya memerlukan waktu yang lama 
walaupun melij~ikan besar . 
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TRANSKRIP HASIL W A W ANCARA 

Ir. M. Talahatu, M.Si 
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tual 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tual 
18 Juni 2013 
Drs. Hi. Mahrnud M. Tarnber 

Pengernbangan industri baik industri rurnah tangga, 
kerajinan rakyat, industri kecil, menengah maupun besar 
tennasuk industri pengolahan diyakini mampu 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu 
wilayah. Untuk itu diperlukan perhatian serius pernerintah 
daerah terhadap pembangunan sektor dan sub sektor 
industri di Kota Tual dengan tetap berorientasi pada 
potensi unggulan daerah setempat. Terhadap maksud 
tersebut, apa yang teiah Bapak Jakukan? 

Perkernbangan industri di Kota Tual khususnya sektor 
industri pengolahan yang terus meningkat dan tentunya 
mernberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian 
daerah Kota Tual lebih dikarenakan adanya upaya 
Pemerintah Kota Tual melalui penetapan zona atau 
kawasan pengembangan industri dan bersama-sama 
dengan Kementrian Perindustrian telah menetapkan 
Kompetensi Ir1ti Industri Daerah dengan lingkup 
pengolahan rurnput !aut menjadi tepung karagenan serta 
ditetapkannya Kota Tual sebagai pusat pengernbangan 
inovasi rurnput !aut Maluku. Selain itu guna Jebih 
mendukung perkembangan sektor industri pengolahan 
khususnya pengolahan rumput !aut hasil panen 
masyarakat, maka kami juga telah membangun cold 
storage dan depo rumput !aut di Desa Labetawi 
Kecamatan Dullah Utara. Pembangunan ini mendapat 
tanggapan positif dari masyarakat yang terwujud melalui 
kesediaan membebaskan Jahannya bagi pernbangunan 
dimaksud. Pengembangan industri pengolahan juga tidak 
terlepas dari dukungan pihak swasta melalui 
pengernbangan ruang lingkup usaha Perusahan 
Pengalengan Ikan PT. Maritim Timur Jaya yang berlokasi 
di Desa Ngadi Kecamatan Dullah Utara dengan pasar 
ekspor sampai ke Juar negeri. Perusahaan ini juga telah 
mampu memperkeJjakan banyak karyawan. Kami 
memandang ini merupakan bentuk keJjasama yang baik 
antara kami selaku unsur pemerintah daerah, pelaku usaha 
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atau pibak swasta dan masyarakat dalam mengembangkan 
wilayah Kota Tual saat ini dan seterusnya. 

: Kendala yang ditemui bagi masyarakat yang berdomisili 
jauh dari sentra pemerintahan khususnya yang tinggal 
pada wilayah pedesaan, wilayah pesisir dan terluar yaitu 
tidak dapat mengakses pasar padahal memiliki 
k.emampuan mengelola sumberdaya alam. Apa saja upaya 
yang telah Bapak 1ak.ukan untuk. mendukung dan 
memperlancar jaringan distribusi perdagangan atau 
k.emampuan mengakses pasar serta mendukung 
perlcembangan sektor perdagangan .secara umum di Kota 
Tual? 

: Guna mendukung dan memperlancar jaringan distribusi 
perdagangan atau k.emampuan mengakses pasar untuk. 
lebih mendukung perlcembangan sektor perdagangan 
.secara umum di Kota Tual yang juga merupak.an leading 
sector dalam RPJMD Kota Tual Tahun 2009-2013, maka 
upaya yang telah k.ami lakuk.an diantaranya melalui 
koordinasi dengan Dinas Perhubungan, Komunik.asi dan 
Informatika Kota Tual dalam rangka penyediaan sarana 
pmsanma traosportasi untuk memperlancar akses 
perdagangan basil alam masyarakat khususnya yang 
berdomisili di Kecamatan Pulau-pulau Kur dan 
Kcrnmatan Tayando Tam menuju pasar Masrum dan 
pasar Lodar El di pusat Kota Tual serta pembangunan 
beberapa pasar diantaranya · pasar Masrum dan pasar 
Lodar El sumber dana APBD Kota Tual serta pasar 
trndisional dengan sumber dana Kementerian 
Perdagangan RI, yang Ietaknya berdekatan dengan 
pelabuban Tual. Selain itu untuk. mendukung 
perlcembangan sektor perdagangan secara umum 
dilakuk.an penyederhanaan proses pendirian usaha 
perdagangan, pengembangan kemitraan dengan para 
pedagang sebagai upaya pemberdayaan usaha mikro, 
kecil, dan menengah, serta peningbum pengawasan 
terhadap peredaran barang dan jasa dalam rangka 
perlindungan konsumen. 

Tual, 18 Juni 2013 

Ir. M. alahatu, M.Si 
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2. Pertanyaan 

Halik Sahabudin, SE 
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Tual 
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Tual 
19 Juni 2013 
Drs. Hi. Mahmud M. Tamher 

Pariwisata telah ditetapkan sebagai sektor unggulan 
Daerah Kota Tual. Dalam konteks pengembangan 
wilayah, apa upaya yang telah dilakukan Bapak guna 
mendorong percepatan pengembangan wilayah Kota Tual 
dari sektor pariwisata tersebut? 

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalarn konteks 
pengembangan pariwisata di Kota Tual adalah sebagai 
berikut. 
- Menyusun Rencana lnduk Pengembangan Pariwisata 

Daerah (RIPPDA) Kota Tual. 
- Mengadakan survey potensi pariwisata pada empat 

kecarnatan di Kota Tual, baik wisata bahari maupun 
budaya. 

- Mengidentifikasi titik-titik destinasi untuk dapat 
dikembangan. Hasilnya telah ditetapkan Tayando 
Tarn sebagai destinasi wisata bawah !aut, Kur sebagai 
wisata penangkaran penyu, Ngadi sebagai destinasi 
wisata tirta, serta beberapa titik destinasi wisata bahari 
dan budaya lainnya. 
Penataan beberapa objek wisata seperti objek wisata 
Pantai Dullah, objek wisata tirta Danau Ngadi, dan 
Pantai wisata Difur. 
Mempromosikan Kota Tual didalarn maupun luar 
negeri melalui website, leaflet, booklet, parneran
pameran dan tempat-tempat strategis seperti Bandara 
Pattimura di Ambon, hotel-hotel serta ketjasarna 
dengan PT. Pos Indonesia untuk membuat perangko 
wisata dan kartu pos. 

Perencanaan, pelaksanaan serta keberhasilan 
pengembangan wilayah sangat ditentukan oleh 
ketersediaan SDM yang memadai baik secara kualitas 
maupun kuantitas yang sesuai dengan program-program 
pengembangan wilayah. Apa saja kebijakan yang telah 
diambil oleh Bapak dalarn pengembangan SDM baik 
SDM aparatur maupun SDM masyarakat? 
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: Kebijakan yang telah diambil dalam pengembangan SDM 
baik SDM aparatur maupun SDM masyarakat sebagai 
berikut. 
- Pengembangan SDM aparatur pada Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan Kota Tual dilakukan melalui 
Bimtek-bimtek maupun pelatihan teknis di bidang 
kepariwisaman 

- Pengembangan SDM masyarakat dilakukan melalui 
sosialisasi dan pelatihan manajemen pengelolaan dan 
pengembangan pariwisata. Selain itu pengalokasian 
anggaran masih diprioritaskan kepada pelaksanaan 
proyek-pro~k besar yang pelaksanaannya 
memerlukan waktu yang lama walaupun menjanjikan 
keuntwJgan yang besar. 

: Apa saja kendala yang dirasakan anda saat ini baik 
kaitannya dengan pengelolaan APBD, pengembangan 
swnber daya manusia, maupun pengembangan data dan 
infonnasi sebagai bagian dari upaya pengembangan 
wilayab Kota Tual sejak tahun 2009-2012? 

: Kepala Badan Pengelola Kenangan dan Aset Daerah 
dalam mengalokasikan anggaran masib memprioritaskan 
pada terlaksananya beberapa proyek besar yang jika 
dilibat pelaksanaannya meinbutuban waktu lama 
walaupun tidak dipungkiri memberikan keuntungan yang 
besar. Selain itu masib terjadi mutasi beberapa orang staf 
dinas kami yang selama ini · kami nilai kinerjanya baik 
pada dinas atau unit ketja lain pada dua tahun terakbir . 
Hal ini cukup mengganggu kinetja kami 
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: Ny. Ir. Irene A Ngabalin 
: Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Ketja Kota Tual 
: Dinas Sosial dan Tenaga Ketja Kota Tual 
: 20 Juni 20 l3 
: Drs. Hi. Mahmud M. Tamher 

: Penciptaan lapangan kelja produktif merupakan usaha 
mencapai pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dan 
peningkatan lrualitas hidup serta peningkatan 
kesejahteraan masy.uakat yang menjadi tujuan 
pengembangan wilayah cfulalam keraugka sosial. Tujuan 
utama . bertumpu pada pengentasan kemiskinan dan 
pengangguran yang merupakan masalah mendasar 
pengembangan wilayah. Apa saja kebijakan yang telah 
diambil oleh lbu guna menciptakan Japangan kelja 
produktif di Kota Tual sebagai upaya pengentasan 
kemiskinan dan pengangguran di Kota Tual? 

: Kebijakan yang telah diambil guna menciptakan lapangan 
ketja produktif di Kota Tual sebagai upaya pengentasan 
kemiskinan dan pengangguran di Kota Tual yaitu melalui 
kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan sejak tahun 
2010 sampai tahun 2012 baik dari dana APBD II maupun 
APBN antara lain: 
- Pemberdayaan masyarakat miskin Jewat dana usaha 

bersama (KUBE) untuk 10 kelompok sebesar Rp. 
200.000.000. 
laminan sosial bagi lli1Yut usia sebanyak 50 orang 
sebesar Rp. 200.000.000. 

- Pemberdayaan masyarakat miskin melalui kegiatan 
padat karya produktif dan padat infrastruktur. 
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: Ahmad Syakir Renwarin, SP 
: Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Tual 
: Kantor Keta!uman Pangan Kota Tual 
: 21 Juni 2013 
: Drs. Hi. Mahmud M. Tamher 

: Faktor penghambat pengembangan wilayah diantaranya 
masalah ketahanan pangan karena erat kaitannya dengan 
masalah kemiskinan. Apa saja upaya yang telah Bapak 
lakukan dalam rangka mengatasi masalah ketahanan 
pangliil di Kota Tual sebagai upaya lebih lanjut dalam 
mendukung pengentasan kemiskinan? 

: Upaya yang telah kami lakukan dalam rangka mengatasi 
masalah ketahanan pangan di Kota Tual dalam rangka 

· mendukung pengentasan kemiskinan di Kota Tual 
sebagai beri1rut. 
- Pengembangan Desa Mandiri Pangan. 
- Pengembangan pertanian tanaman pangan pada laban 

kering. 
- Penanganan daerah rawan pangan. 
- Pembuatan peta kerentanan dan kerawanan pangan. 
- Pembangunan gudang penyimpan cadangan pangan 

(lumbung pangan). 
- Pembangunan rumah produksi tepung ubi kayu 

(MOCAV) serta pengadaan mesin pengolah tepung. 
- Pemanfaatan laban pekarangan. 
- Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat. 
- Pengisian lumbung pangan. 
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 

Ir. M. Renur 
Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Tual 
Kantor Lingkungan Hidup Kota Tual 
22 Juni 2013 
Drs. Hi. Mahmud M. Tamher 
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Sektor pertarnbangan dan penggalian, khususnya sub 
sektor penggalian berkaitan erat dengan daya dukung 
lingkungan. Sesuai data yang ada, sub sektor ini cukup 
berkontribusi bagi perekonornian wilayab Kota Tual. 
Disisi lain, pengembangan wilayah sangat bertumpu pada 
tersedianya lingkungan yang lestari, dan ini perlu 
mendapat perhatian · khusus dari semua pelaku 
pengembangan wilayab guna menjaga keseimbangan dan 
menjarnin kesinambungan pembangunan pada suatu 
wilayab. Apa saja upaya yang telab Bapak lakukan dalam 
mencegab kerusakan lingkungan agar tetap lestari dan 
terns dapat memberikan manfaat bagi sebesar-besamya 
kemakmuran masyarakat setempat? 

Mengingat usaha pertambangan dan penggalian sangat 
berhubungan erat dengan lingkungan maka upaya yang 
telab dilakukan dimaksudkan selain untuk mencegab 
kerusakan lingkungan agar tetap lestari juga agar dapat 
memberikan manfaat bagi sebesar-besamya kemakmuran 
masyarakat dan daerab. Perlu diinformasikan bahwa 
peningkatan kontribusi sektor pertarnbangan dan 
penggalian bagi perekonornian Kota Tual disebabkan 
oleh banyaknya masyarakat dan pelaku usaba (kontraktor) 
yang memanfaatkan pasir dan tanah putih (baban galian 
C) bagi kegiatan pembangunan. Upaya pemanfaatan pasir 
dan tanab putih ini, dalam prakteknya dibingkai dengan 
Peraturan Walikota Tual Nomor 05 Tabun 2012 tentang 
Klasifikasi Usaba Wajib Dokumen Lingkungan dan Perda 
Nomor 05 Tabun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Hawear atau Nama Lain dalam Wilayab Kota Tual. 
Mengingat pengembangan wilayab juga sangat bertumpu 
pada ketersediaan lingkungan yang lestari maka 
Pemerintab Daerah Kota Tual telab melakukan upaya
upaya sebagai berikut. 
I. Pelaksanaan fungsi monitoring dan pengawasan 

lingkungan setiap tabun beJjalan pada wilayab Kota 
Tual. 
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2. Pengadaan serta penanaman bibit pohon pada 
wilayah-w,ilayah sumber air di wilayah Kota Tual. 

3. Konservasi sumberdaya alam dengan melibatkan para 
pelalw usaba maupun masyarakat setiap tahlDI. 

4. Peningkatan peran dan kewenangan Kantor 
I..ingkuDgan Hidup mes;adi Badan Lingklllll!llll 
Hidup . 
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TRANSKRIP HASIL W A W ANCARA 

Fadillah Rahawarin, S.Pi 
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Tual. 
Kantor DPRD Kota Tual 
21 Juni2013 
Drs. Hi. Malunud M. Tarnher 
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Selain peran serta eksekutit; peran serta legislatif (DPRD 
Kota Tual) juga merupakan penentu keberhasilan 
pengembangan suatu wilayah tertentu. Apa saja peran 
Bapak sebagai legislatif kaitannya dengan pelaksanaan 
fungsi anggaran, pengawasan maupun legislasi dalam 
mendukung keberhasilan pengembangan wilayah Kota 
Tual sebagai Daerah Otonom Bam? 

Kaitannya dengan fungsi anggaran, kami mendorong 
pemerintah untuk mengalokasikan anggaran fokus bagi 
peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui upaya 
pelayanan publik yang terns menerus dalam bentuk 
pemberian porsi lebih pada belanja publik di setiap 
program dan kegiatan yang diusulkan/direncanakan dari 
setiap SKPD. Adapun pelaksanaan fungsi pengawasan 
ditujukan agar penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah 
menjadi dapat terkontrol guna mencegah tetjadinya 
penyimpangan. Kaitannya dengan pengembangan 
wilayah maka fungsi legislasi telah dijalankan dengan 
maksimal yakni ditetapkannya Perda tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tual sebagai 
pedoman induk pelaksanaan pengembangan wilayah di 
Kota Tual. 

Apa saja masalah yang menurut anda masih teijadi saat 
ini dan mengganggu upaya pengembangan wilayah Kota 
Tual? 

Permasalahan yang masih sering karni temui kaitannya 
dengan upaya percepatan pengembangan wilayah Kota 
Tual yaitu masih sering teijadi keterlambatan dalam 
pembahasan APBD Kota Tual yang disebabkan kineija 
Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Tual yang tidak 
disiplin dalam penyiapan dokumen perencanaan 
anggaran. Hal ini berdampak bagi terlambatnya waktu 
penetapan APBD sehingga secara langsung juga 
berdampak bagi pelaksanaan program dan kegiatan 
pembangunan yang ada dan telah direncanakan dengan 
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matang oleh setiap SKPD daJam kailaimya deogan 
peugewbangap wilayah di Kota Tual. 

Tual, 
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Ketua DPRD Kota Tual. 
Kantor DPRD Kota Tual 
22 Juni 2013 
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Selain peran serta eksekutif, peran serta legislatif (DPRD 
Kota T ual) juga merupakan penentu keberhasilan 
pengembangan suatu wilayah tertentu. Apa saja peran 
Bapak sebagai legislatif kaitannya dengan pelaksanaan 
fungsi anggaran, pengawasan maupun Jegislasi dalam 
mendukung keberhasilan pengembangan wilayah Kota 
Tual sebagai Daerah Otonom Baru? 

Menurut pendapat saya, kurang lebib 4 tahun masa 
pengabdian kami sebagai anggota DPRD Kota Tual, 
DPRD Kota Tual sudah cukup pro aktif dalam 
mengemban tugas dan fungsi DPRD dalam 
penganggaran, pengawasan maupun Jegislasi sudah 
beryalan dengan baik melalui kondisi keryasama yang baik 
dengan Pemerintah Daerah maupun stakeholder lainnya. 
Secara teknis, penyusunan anggaran diserahkan 
sepenuhnya kepada Tim Anggaran eksekutif Pemerintah 
Kota Tual, namun tetap digodok dan dibahas melalui 
Badan Anggaran DPRD Kota Tual, setelah itu dibawa 
pada tingkat paripurna untuk dibahas dan ditetapkan 
sebagai APBD Kota Tual pada setiap tahunnya. Dengan 
demikian, maka fungsi anggaran yang melekat pada 
DPRD Kota Tual telah dilaksanakan dengan baik. Setiap 
tahun, dalam agenda Masa Sidang DPRD Kota Tual 
diagendakan tugas penting yakni pelaksanaan fungsi 
pengawasan, sehingga pembangunan baik fisik maupun 
non fisik, me!alui dana APBD I, APBD II, dan DAK 
maupun bantuan-bantuan lainnya tetap terkontrol oleh 
DPRD Kota Tual. Kaitannya dengan fungsi legislasi yang 
melekat pada DPRD Kota Tual, setiap tahunnya DPRD 
Kota Tual telah berhasi! membahas berbagai Ranperda 
yang diajukan oleh Pemerintah Kota Tual untuk 
ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Tual 
diantaranya Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
(RTRW) Kota Tual. Selain itu ada beberapa buah 
Ranperda yang menjadi usul inisiatif dari DPRD Kota 
Tual yang sedang berproses. Ini menunjukkan bahwa 
DPRD Kota Tual telah melaksanakan fungsi legislasi 
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dengan sangat baik. DPRD Kota Tual telah membangun 
bubungan ka:jasama yang bail:: dan bannonis deogan 
pibak ekselrutif dalam r.mgka kemD,iuan daerah dan 
pentingnya mcmejabtenlkan masyarakat. 

: Apa saja masalab yang menurut BDda masih terjadi saat 
iDi dan mroggauggu upaya peogembaDgan wiJayah Kota 
Tual? 

: Masalab utama dan menurut bmi cukup JD"'DDbtsar yaitu 
masib ditemui adanya keterJambatan pembabasan APBD 
Kota Tual. Hal iDi disebablam tidak disiplinnya Tun 
Anggaran Pemerintah Daemh Kota Tual dalam penyiapan 
dokmnen permcanaan anggaran.. Akibalnya penetapan 
APBD juga terlambat dan mengbambat pelaJrsanaan 
beberapa program dan kegiatan pembangunan. 

Tual, 22 Juni 2013 
Narasumber, 

R. M. Waremm, S 
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: Bapak Djamaludin Rahareng, S.Sos 
: Tokoh Masyarakat 

Desa Tamngurhir Kecamatan Tayando Tam 
30 Juni 2013 
Drs. Hi. Mahmud M. Tarnher 

: Menurut Bapak apakah upaya pengembangan wilayah 
yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Tual selama 
kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 telah 
mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
setempat? Jika Ya, apa saja wujud nyata pengembangan 
wilayah tersebut? 

Sebelurnnya kami atas nama rnasyarakat Desa 
Tarnngurhir ingin mengucapkan banyak terima kasih 
kepada pemerintah daerah Kota Tual yang selama ini 
telah memperhatikan karni dan mengangkat kehidupan 
ekonomi karni menjadi lebih baik. Telah banyak yang 
dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Tual bagi 
peningkatan kesejahteraan karni. Wujud nyatanya berupa 
pembangunan sarana prasarana baik jalan yang 
menghubungkan karni dengan beberapa desa lain yang 
ada di Kecamatan Tayando Tam, penyediaan kapal feri 
sehingga karni dapat menjangkau Kota Tual dan 
memasarkan basil alam karni, pembangunan beberapa 
sekolah dasar serta sararta prasararta kesehatan 
puskesrnas, dan masih banyak bantuan lainnya yang kami 
peroleh dari beberapa SKPD Kota Tual. 

Dalam melaksanakan pengembangan wilayah, apakah 
berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan telah 
sesuai dengan kehendak atau aspirasi masyarakat 
setempat? 

Pelaksanaan program dan kegiatan oleh masing-masing 
SKPD, secara umum kami nilai telah sesuai dengan 
kehendak atau aspirasi masyarakat karni. 

Apa saja wujud nyata partisipasi masyarakat setempat 
dalam mendukung upaya pengembangan wilayah yang 
dilakukan Pemerintah Daerah Kota Tual? 

Guna mendukung pengembangan wilayah yang dilakukan 
Pemerintah Daerah Kota Tual maka upaya yang kami 
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lalrukan yaitu melalui penyediaan laban bagi 
pemllangunap saraoa prasanma a1au iufi:astruktur serta 
penyediaan taJaga kerja bagi kegiahm pembaDgunan alau 
proyek yang dilaJrsanalcan di wilayah kami. 

30Juui2013 
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Tanggal Wawancara 
Pewawancara 

Hasil Wawancara 
I. Pertanyaan 

Jaw a ban 

2. Pertanyaan 

Jawaban 

3. Pertanyaan 

Jawaban 

TRANSKRIP BASIL W A W ANCARA 

Bapak Ismail Renhoat 
Tokoh Masyarakat 
Desa Tayando Yamtel Kecamatan Tayando Tam 
30 Juni 2013 
Drs. Hi. Mahmud M. Tarnher 
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Menurut Bapak apakah upaya pengembangan wilayah 
yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Tual selama 
kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 te1ah 
mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
setempat? Jika Y a, apa saja wujud nyata pengembangan 
wi1ayah tersebut? 

Upaya pengembangan wi1ayah yang di1akukan 
Pemerintah Daerah Kota Tua1 selama kurun waktu tahun 
2009 sampai dengan tahun 2012 karni rasakan te1ah 
mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa 
karni. Wujud nyata pengembangan wi1ayah tersebut dapat 
dilihat dari banyaknya pembangunan infrastruktur 
penunjang seperti infrastruktur pendidikan berupa 
pembangunan beberapa sekolah dasar, infrastruktur 
kesehatan, penyediaan tenaga pendidik dan kesehatan 
yang memadai, jalan, jaringan komunikasi, dan masih 
banyak lagi yang lainnya. 

Da1am melaksanakan pengembangan wilayah, apakah 
berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan te1ah 
sesuai dengan kehendak atau aspirasi masyarakat 
setempat? 

Pe1aksanaan program dan kegiatan o!eh pemerintah 
daerah Kota Tual, telah sesuai dengan aspirasi masyarakat 
karni yang karni sampaikan pada saat Musrenbangdes, 
Musrenbangcam dan Musrenbang Kota Tual. 

Apa saja wujud nyata partisipasi masyarakat setempat 
dalam mendukung upaya pengembangan wilayah yang 
dilakukan Pemerintah Daerah Kota Tual? 

Adapun yang kami lakukan guna mendukung 
pengembangan wilayah meliputi penyediaan lahan bagi 
proyek pembangunan fisik serta berpartisipasi sebagai 
subyek atau pelaku utama pembangunan yang 
dilaksanakan dalam bentuk penyediaan sumber daya 
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mannsja setempat dalam berupa teoaga kelja siap pabi 
daJam pelaksanaan proyek pembangunan. 

Tual, 30 Juni 2013 

/:c:_. 
Ismail Jlcnboat 
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Nama Narasumber 
Jabatan!Pekeijaan 
Tempat Wawancara 
Tanggal Wawancara 
Pewawancara 

Hasil Wawancara 
I. Pertanyaan 

Jawaban 

2. Pertanyaan 

Jawaban 

3. P ertanyaan 

TRANSKRIP BASIL WA W ANCARA 

: lbu Ora. Umi Fadirubun 
: Tokoh Masyarakat 

Desa Dullah Laut Kecamatan Dullah Utara 
8 Juli 2013 
Drs. Hi. Mahmud M. Tarnher 
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Menurut lbu apakah upaya pengembangan wilayah yang 
dilakukan Pemerintah Daerah Kota Tual selama kurun 
waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 telah 
mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
setempat? Jika Ya, apa saja wujud nyata pengembangan 
wilayah tersebut? 

Kesejahteraan masyarakat setempat memngKat sejak 
pemekaran Kota Tual teijadi. Kondisi berbeda kami 
rasakan sebelum pemekaran atau ketika kami masih 
menjadi bagian dari Kabupaten Maluku Tenggara. 
Berbagai bentuk nyata pengembangan wilayah dalam 
yang dirasakan mampu mengangkat kesejahteraan kami 
terasa nyata melalui berbagai bantuan yang masuk ke 
desa kami seperti diantaranya bantuan dari dinas kelautan 
dan perikanan, dinas pertanian, BPMPD (Badan 
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa). 
Selain itu melalui program dan kegiatan dinas 
pendidikan, dinas kesehatan serta dinas PU (Pekeijaan 
Umum) juga telah terbangun beberapa sarana dan 
prasarana yang sangat menunjang kegiatan kami sehari
hari. 

Dalam melaksanakan pengembangan wilayah, apakah 
berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan telah 
sesuai dengan kehendak atau aspirasi masyarakat 
setempat? 

Pelaksanaan program dan kegiatan oleh pemerintah 
daerah Kota Tual, kami rasakan sudah sangat sesuai 
dengan apa yang kami butuhkan dan tentunya telah sesuai 
dengan apa yang kami pada saat Musrenbangdes, 
Musrenbangcam dan Musrenbang Kota Tual. 

Apa saja wujud nyata partisipasi masyarakat setempat 
dalam mendukung upaya pengembangan wilayah yang 
dilakukan Pemerintah Daerah Kota Tual? 
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: Dukungan bmi terbadap pengeuabaupn wilayah yang 
dilaJrukan ok:h peme:rin1ah daerah Kola Tual berupa 
penyediaan te:naga kerja sec::ara sukareJa dari masyarakat 
bagi pelaksmum proyek pembangullan atau kegiatan dari 
masing-masing SKPD Kota Tual • 
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Jabatan!Peketjaan 
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Pewawancara 

Hasil Wawancara 
I. Pertanyaan 

Jawaban 

2. Pertanyaan 

Jawaban 

TRANSKRIP HASIL W A W ANCARA 

: Malunud Rahanyamtel, S.Sos 
Tokoh Masyarakat 
Desa Kamear Kecamatan Pulau-pulau Kur 
II Juli 2013 
Drs. Hi. Malunud M. Tamher 
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Menurut Bapak apakah upaya pengembangan wilayah 
yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Tual selama 
kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 telah 
mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
setempat? Jika Ya, apa saja wujud nyata pengembangan 
wilayah tersebut? 

Upaya pengembangan wilayah yang dilakukan 
Pemerintah Daerah Kota Tual selarna kurun waktu tahun 
2009 sampai dengan tahun 2012 karni rasakan telah 
banyak memberikan manfaat bagi peningkatan 
kesejahteraan masyarakat setempat. Konkrit 
pembangunan yang teJjadi seperti pembangunan jalan 
lingkar yang telah mampu membuka keterisolasian desa 
ini dengan desa-desa Jainnya seperti Desa Lokwirin, Desa 
Tubyal, Desa Sermaf serta Desa Finualen. Pembangunan 
lainnya seperti pembangunan sekolah dan rehab sekolah, 
penyediaan layanan kesehatan dan yang tak kalah 
pentingnya desa ini sebagaimana desa-desa yang 
disebutkan tadi dan beberapa desa lainnya di Kecamatan 
Pulau-pulau Kur ini telah teJjangkau kapal fery. 
Komunikasi juga bukan lagi menj adi masalah bagi karni 
saat ini karena pelayanan paket komunikasi oleh Dinas 
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tual 
telah menyediakannya bagi kami sehingga informasi 
menjadi cepat karni terima. Pelayanan listrik PLN diakui 
belum menjangkau desa karni tapi melalui pelayanan 
PL TS pemerintah daerah hal ini sudah bukan merupakan 
kendala bagi kami. 

Dalam melaksanakan pengembangan wilayah, apakah 
berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan telah 
sesuai dengan kehendak atau aspirasi masyarakat 
setempat? 

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah 
daerah Kota Tual sudah sangat sesuai dengan kehendak 
atau aspirasi karni. Jalur Musrenbang pada setiap 
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tingkatan baik desa, kecamatan, dan Kota Tual 
merupakan jalur utama didalam menyampaibn aspirasi 
dan penm serta masyarakat kami didalam penentuan 
pcreucanaan pembangtman. 

: Apa 51\ia W\!iud nyata partisipasi masyarakat setempat 
daJam mcudukung upaya pengembangan wilayah yang 
dilalmkan Pemerintah Daerah Kota Tual? 

: Wujud nyata partisipasi masyarakat setempat dalarn 
mendulrung upaya pengembangm wilayah yang 
dilakukan Pemerintab Daerah Kota Tual berupa 
perencanaan kegiatan desa melalui jalur musrenbang, 
penyediaan laban bagi pembangunan infrasttuktur seperti 
pembangunan sekolah., pembangunan poskesdes, serta 
penyediaan tebaga pendidik sukarela di sekolah-sekolah. 
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Nama Narasumber 
Jabatan/Pekerjaan 
Tempat Wawancara 
Tanggal Wawancara 
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1. Pertanyaan 

Jawaban 

2. Pertanyaan 

Jaw a ban 

3. Pertanyaan 

Jawaban 

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 
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Tokoh Masyarakat 
Desa Kanara Kecamatan Kur Selatan 
11 Juli 2013 
Drs. Hi. Mahmud M. Tarnher 
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Menurut Bapak apakah upaya pengembangan wilayah 
yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Tual selama 
kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 telah 
mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
setempat? Jika Ya, apa saja wujud nyata pengembangan 
wilayah tersebut? 

Beberapa indikator kesejahteraan menunjukkan bahwa 
masyarakat di desa kami telah beranjak menuju kondisi 
sejahtera tersebut yang nyata dari peningkatan kualitas 
dan taraf hidup masyarakat. Kondisi tersebut disadari 
sebagai kinerja pengembangan wilayah yang dilakukan 
Pemerintah Daerah Kota Tual selama kurun waktu tahun 
2009 sampai dengan tahun 2012. 

Dalam melaksanakan pengembangan wilayah, apakah 
berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan telah 
sesuai dengan kehendak atau aspirasi masyarakat 
setempat? 

Program maupun kegiatan sebagai upaya percepatan 
pengembangan wilayah Kota Tual selama ini kami 
pandang telah memenuhi aspirasi kami atau sesuai 
dengan apa yang kami butuh dan perlukan di desa ini. 
Kami selalu dilibatkan dalam perencanaan kegiatan untuk 
tahun berikutnya melalui mekanisme musrenbang desa, 
musrenbang kecamatan juga musrenbang Kota Tual, 
walaupun banyak juga dari usulan kami tidak diakomodir 
namun kami pahami bahwa pemerintah daerah punya 
perhitungan tersendiri yang pada dasarnya berupa 
rnasalah keterbatasan anggaran pembangunan. 

Apa saja wujud nyata partisipasi masyarakat setempat 
dalam mendukung upaya pengembangan wilayah yang 
dilakukan Pemerintah Daerah Kota Tual? 

Terhadap upaya positif yang telah dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah Kota Tual dalam pengembangan 
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wilayah Kota Tual maka bentuk partisipasi bmi dalam 
mendukung , upaya pengembangan wilayah yang 
diJakukan Pemerintah Daerah Kota Tual terscbut yaitu 
melalui pcmbdJesan sejumlah laban untuk pembaDgunan 
infrastruktur, penm serta dalam pengelolam plas&IBDa 

yang ~ penyediaan teoasa kelja bagi 
JK"Iabanaan proyek. pemhanslman, serta melakubn 
lcontrol terlladap pdabanaan setiap program dan lqi!!hm 
yang bcdangmmg di desa bmi. 

Tual, II Juli 2013 
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2. Pertanyaan 

Jawaban 
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Pelaku Usaha 
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Selain peran serta masyarakat, peran serta pelaku 
usaha/pemilik modal juga merupakan penentu 
keberha•ilan pengembangan suatu wilayah tertentu. Apa 
saja peran Saudara sebagai pelaku usaha!pemilik modal 
dalam mendukung keberhasilan pengembangan wilayah 
di Kota Tual? 

Peran kami selaku pelaku usaha di Kota Tual dalam 
mendukung keberhasilan pengembangan wilayah di Kota 
Tual berupa penyedia dana dan tenaga kelja trampil dan 
terdidik yang diperlukan dalam kegiatan pengembangan 
wilayah. 

Pelaku usaha selaku pemilik modal merupakan mitra 
kelja pemerintah daerah dalam pengembangan wilayah. 
Bagaimana pola kemitraan Pemerintah Daerah Kota Tual 
dengan pelaku usaha yang dijalankan selama ini? 

Tidak dapat disangkal bahwa peran pemerintah daerah 
Kota Tual begitu besar bagi pengembangan wilayah di 
Kota Tual. Melalui kemitraan yang terbangun selama 
kurun waktu tahun 2009-2012, pemerintah daerah telah 
menempatkan kami pelaku usaha sebagai mitra sejajar 
yang dinilai dapat berkontribusi besar bagi upaya 
pengembangan wilayah yang diselenggarakan di Kota 
Tual. Berbagai keuntungan telah kami peroleh melalui 
kemitraan ini. Penciptaan iklim sosial dan politik serta 
keamanan yang menunjang serta penyediaan berbagai 
kemudahan seperti pemberian pinjaman, pembukaan 
Jahan usaha yang dapat memberikan keuntungan dari 
usaha dimaksud serta fasilitas Jainnya bagi kami termasuk 
melakukan berbagai pembinaan merupakan bentuk 
keuntungan yang kami peroleh dari pemerintah daerah 
Kota Tual dalam kemitraan ini. 
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 

Nama Narasumber 
Jabatan!Pekerjaan 
Tempat Wawancara 
Tanggal Wawancara 
Pewawancara 

Hasil Wawancara 
1. Pertanyaan 

Jawaban 

2. Pertanyaan 

Jawaban 

: Bapak Honganda Lestari 
: Pelaku Usaha 
: Kota Tual 
: 26 Juni 2013 
: Drs. Hi. Mahmud M. Tamher 

: Selain penm serta masyarakat, peran serta pelaku 
usahalpemilik modal juga merupakan penentu 
keberbasilan pengembangan suatu wilayah tertentu. Apa 
saja peran Saudara/Saudari sebagai pelaku usahalpemilik 
modal dalam mendukung keberbasilan pengembangan 
wilayah di Kota Tual? 

: Dalam menduk:tmg keberhasilan pengembangan wi!ayah 
di Kota Tual, upaya yang telah kami lakukan meliputi 
pemberian pinjaman lunak kepada kelompok usaha kecil 
menengah, pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat, 
serta perekrutan tenaga kerja yang berasal dari 
masyarakat setempat. Hal ini kami lakukan sebagai 
bentuk tanggungjawab sosial perusahaan kami yang telah 
diberikan ruang selama ini untuk berusaha. 

: Pelaku usaha selalru pemilik modal mempakan mitra 
kerja pemerintah daerah dalam pengembangan wilayah. 
Bagaimana pola kemitraan Peinerintah Daerah Kota Tual 
dengan pelalru usaha yang dijalankan selama ini? 

: Kemitraan yang terjalin dengan pemerintah daerah Kota 
Tual telah berlangsung dengan baik selama ini. Melalui 
pola kemitraan mutualistik yang didasarkan atas 
kerjasama kemitraan yang saling mengunnmgkan dengan 
pemerintah daerah Kota Tual banyak hal yang telah kami 
terima seperti penciptaan kondisi yang aman dan kondusif 
dari pemerintah daerah Kota T uaJ kepada perusahaan 
kami untuk melalrukan ak:tifitas juga penyederhanaan 
berbagai regulasi daerah yang menguntungan bagi 
pengembangan usaha yang kami jalankan. 

Tual, 26 Juni 2013 
Narasumber, 

c== J 
Honganda Lestaii 

I 
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TRANSKRIP BASIL WAW ANCARA 

Nama Narasumber 
Jabatan/Peketjaan 
Tempat Wawancara 
Tanggal Wawancara 
Pewawancara 

Hasil Wawancara 
I. Pertanyaan 

Jawaban 

2. Pertanyaan 

Jawaban 

: Bapak. Wan Hamud 
: Pelaku Usaha 
: Kota Tual 
: 27 Juni 2013 
: Drs. Hi. Mahmud M. Tamher 

: Selain peran serta masyarakat, peran serta pelaku 
usahalpemilik modal juga merupakan penentu 
keberilasilan pengembangan suatu wilayah tertentu. Apa 
saja peran SaudaraiSaudari sebagai pelaku usahalpemilik 
modal dalam menduk\DI.g keberbasilan pengembangan 
wilayah di Kota Tual? 

: Peran kami sebagai pelaku usaha dalam mendukung 
keberbasilan pengembangan wilayah di Kota Tual 
diantaranya melaJui pengalokasian dana bagi 
pembanguuan infrastruktur dasar. 

: Pelaku usaha selaku pemilik modal merupakan mitra 
kelja pemerintah daerah dalam pengembangan wilayah. 
Bagaimana pola kemitraan Pemerintah Daerah Kota Tual 
dengan pelaku usaha yang dijalankan selama ini? 

: Pemerintah Daerah Kota Tual tetap berkomitmen untuk 
menerapkan strategi pembangunan yang selain pro poor 
juga pro bisnis. Untuk itu strategi kebijakan 
pembanguuan yang disusun telah benar-benar 
memberikan peluang bagi kami selaku pihak. swasta 
untuk berpartisipasi aktif dalam percepatan pembangunan 
infrastruktur. 

Tual, 27 Juni 2013 ' 

16/42098.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



243 

TRANSKRIP BASIL WAWANCARA 

Nama Narasumber 
Jabatan/Pekerjaan 
Tempat Wawancam 
Taoggal Wawancara 
Pewawancam 

Hasil Wawancara 
I. Pertanyaan 

Jawaban 

2. Pertanyaan 

Jawaban 

: Bapak Iwan Pace 
: Pelaku Usaha 
: Kota Tual 
: 27 Juni 2013 
: Drs. Hi. Mahmud M Tamher 

: Selain peran serta masyarakat, peran serta pelaku 
usabalpemilik modal juga merupakan penentu 
keberbasilan pengembangan suatu wilayah tertentu. Apa 
saja peran Saudara/Saudari sebagai pelaku usaha/pemilik 
modal dalam menduk.ung keberbasilan pengembangan 
wilayah di Kota Tual? 

: Sebagai pelaku usaha tentu ada tanggung jawab moril 
untuk mengembangkan Kota Tual melalui pembangunan. 
Bentuk peran kami meliputi penyediaan dana sharing bagi 
pelaksanaan pembangunan dan penyiapan aiat serta 
tenaga abli maupun tenaga terampil. 

: Pelaku usaha selaku pemilik modal merupakan mitra 
kerja pemerintah daerah dalam pengembangan wilayah. 
Bagaimana pola kemitraan Pemerintah Daerah Kota Tual 
dengan pelaku usaha yang dijalankan selama ini? 

: Fasilitasi pemerintah daerah Kota Tual dalam kemitraan 
yang dibangun bersama dengan kami berupa fasilitasi 
dana, jaminan regulasi untuk kepastian usaha yang kami 
jalankan serta penyediaan infonnasi peluang investasi di 
daerah. 

Tual, 27 Juni 2013 
Narasumber, 

j~ 
!wan Pace 
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TRANSKRIPHASIL WAWANCARA 

Nama Narasurnber 
Jabatan!Pekeryaan 
Tempat Wawancara 
Tanggal Wawancara 
Pewawancara 

Hasil Wawancara 
I. Pertanyaan 

Jawaban 

2. Pertanyaan 

Jawaban 

BapakOpick 
Pelaku Usaha 
Kota Tual 
28 Juni 2013 
Drs. Hi. Mahmud M. Tamher 

Selain peran se11a masyarakat, peran serta pelaku 
usaha/pemilik modal juga merupakan penentu 
keberhasilan pengembangan suatu wilayah tertentu. Apa 
saja peran Saudara/Saudari sebagai pelaku usaha/pemilik 
modal dalam mendukung keberhasilan pengembangan 
wilayah di Kota Tual? 

Peran kami sebagai pemilik modal sudah tentu sebagai 
penyedia dana bagi pengembangan wilayah di Kota Tual. 
Dana yang ada merupakan modal bagi pengemba..•gan 
wilayah yang dipergunakan dalam wujud pembangunan 
infrastruktur. Kami menyadari ini merupakan upaya kami 
dalam mensiasati keterbatasan anggaran pembangunan 
yang dinriliki pemerintah. Lewat dana bersama ini kami 
yakin mampu mempercepat rencana pengembangan 
wilayah yang telah ada. Selain itu kami juga 
mengalokasikan sejumlah tenaga ahli dan siap pakai 
dalam setiap kegiatan pembangunan sesuai klasiflkasi 
pekeryaan yang dilaksanakan. Tenaga kelja ahli dan siap 
pakai ini berupa konsultan maupun tenaga yang mampu 
mengaplikasikan alat-alat yang ada yang digunakan 
dalam kegiatan proyek yang sedang berlangsung. 

Pelaku usaha selaku pemilik modal merupakan mitra 
kelja pemerintah daerah dalam pengembangan wilayah. 
Bagaimana pola kemitraan Pemerintah Daerah Kota Tual 
dengan pelaku usaha yang dijalankan selama ini? 

Pola kemitraan Pemerintah Daerah Kota Tual dengan 
pelaku usaha yang dijalankan selama ini dalam bentuk 
konsultasi bersama rencana sebuah kebijakan yang akan 
diambil. Kami juga dibuka peluang yang luas dalam 
memberikan rekomendasi terhadap sebuah kebijakan 
tersebut. Mediasi pemerintah daerah Kota Tual terhadap 
penyelesaian sengketa yang teljadi antara kami dengan 
masyarakat menjadi sebuah produk kemitraan yang 
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positif selama ini karena menentukan masa depan usaha 
yang kami taDaln saat ini dan seterusnya di Kota Tual. 
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Lampiran 5 

PEDOMAN OBSERVASI 

Hal yang diamati 
Tanggal dan Hasil 

No. Observasi 
Aspek lndikator Tanggal .................... 2013 

I. Pembangunan Ketersediaan Hasil observasi 
fisik infrastruktur dasar 

meliputi: transportasi 
baik berupa jalan dan 
jembatan maupun moda 
transportasi, jaringan 
komunikasi, sanitasi, 
jaringan air bersih, dan 
Janngan listrik, sarana 
prasarana pendidikan 
dan kesehatan. 

2. Pembangunan Penetapan wilayah Hasil observasi 
spasial berdasarkan kekhasan 

suatu wilayah dalam 
aktivitas so sial maupun 
ekonomi. 
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I. Pembangunan 
fisik 
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Lampiran6 

LEMBAR BASIL OBSERVASI 

ang diamati 
Indikator 

Ketersediaan 
infrastruktur dasar 

Tanggal dan Hasil Observasi 
Tanggal29 Juni s.d. 16 Juli 

2013 

Observasi tanggal 29 Juni s.d. 
5 Juli 2013 di Kecamatan 

meliputi: transportasi Tayando Tam 
baik berupa jalan dan 
jembatan maupun Hasil observasi: 
moda transportasi, - Terdapat Pelabuhan Laut 
jaringan komunikasi, Tayando yang hampir 
sanitasi, Jarmgan air selesai dibangun. 
bersih, dan Jarmgan - Terdapat Pelabuhan 
listrik, sarana Penyeberangan yang 
prasarana pendidikan masih dalam tahap 
dan kesehatan pembangunan. 

- Kondisi jalan di 
Kecamatan 
begitupun 

Ibukota 
baik, 

dengan 
sehingga beberapa desa 

mempermudab 
aksesibilitas masyarakat. 
Untuk beberapa desa yang 
lain sedang dilaksanakan 
peningkatan kualitas jalan. 

- Terdapat 3 armada kapal 
penyeberangan yang 
melintasi wilayah 
Kecamatan Tayando Tam 
yaitu: KMP. Tanjung 
Madlabar, KMP. Teluk 
Cendrawasih II, dan KMP. 
Lobster dengan rute Tual
Tayando-Kur pulang 
perg1. Frekuensi 2 kali 
dalam seminggu. 

- T erdapat PLIK (Pusat 
Layanan Internet 
Kecamatan) pada Kantor 
Camat Tayando, Jasa 
Akses Telekomunikasi 
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dan Informatika di daerah 
Perbatasan dan Pulau 
Terluar (Telinfo-Tuntas) 
KPU/USO tepatnya di 
Desa Y amtel dan Desa 
Tam. 

- Sumber air minum utama 
yang digunakan 
masyarakat Tayando Tam 
adalah sumur. Mereka 
juga menggunakan arr 
hujan sebagai sumber air 
mmum ketika mus1m 
hujan. Terdapat beberapa 
bak penampung berukuran 
besar yang dibangun 
pemerintah sehingga dapat 
menampung kebutuhan 
arr mmum masyarakat 
setempat. 

- Belum semua desa di 
Kecamatan Tayando Tam 
terjangkau listrik PLN. 
Guna memenuhi 
kebutuhan listrik 
pemerintah menyediakan 
Pembangkit Listrik 
Tenaga Surya dan Tenaga 
Diesel, diantaranya 
terdapat di Desa Taam 
Ngurhir. 

- Terdapat 9 Sekolah Dasar 
(SD) yang tersebar di 
seluruh Desa di 
Kecamatan Tayando Tam, 
Sekolah Lanjutan Tingkat 
Pertarna (SLTP) 
berjumlah 4 dan berada di 
desa-desa tertentu saJa, 
tetapi semua Desa rata
rata bisa menjangkau 
fasilitas SL TP yang ada 
dan I Sekolah Lanjutan 
Tingkat Atas (SLTA) 
yang terletak di ibukota 
Kecamatan Tayando Tam, 
yaitu di Desa Tayando 
Yamtel. 
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- Di Kecamatan Tayando 
Tam terdapat 1 
Puskesmas, 3 Puskesmas 
Pembantu, 9 Posyandu 
dan 2 Polindes/Poskesdes. 
Sedangkan untuk tenaga 
kesehatan, terdapat 1 
dokter, 23 mantri 
kesehatan, 5 bidan, 17 
dukun ter1atih dan 19 
dukun yang tidak ter1atih. 

Observasi tangga1 6 s.d. 9 Juli 
2013 di Kecamatan Dullah 
Utara 

Hasil observasi: 
- Desa-desa dalam wilayah 

Kecamatan DuHM1' Utara 
dapat dijangkau dengan 
kendaraan darat dengan 
desa terjauh yakni Desa 
Labetawi, hanya Desa 
Dullah Laut dijangkau 
menggunakan kendaraan 
!aut. 

- Kondisi jalan baik di 
lbukota Kecamatan 
maupun desa-desa lainnya 
sangat baik. 

- Terdapat PLIK (Pusat 
Layanan Internet 
Kecamatan) pada Kantor 
Camat Dullah Utara, Jasa 
Akses Telekomunikasi 
dan Informatika di daerah 
Perbatasan dan Pulau 
Terluar (Telinfo-Tuntas) 
KPUIUSO tepatnya di 
Desa Ohoitahit. 

- Terdapat pembangunan 
Jaringan-jaringan atau 
saluiran sanitasi pada 
setiap pemukirnan 
penduduk tertata dengan 
baik. 

- Sumber air minum utama 
yang digunakan 
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rnasyarakat Dullah Utara, 
kecuali rnasyarakat di 
beberapa desa Jainnya 
rnen~an ledeng 
dengan tekanan surya. 

- Surnber penerangan listrik 
PLN rnenjangkau sernua 
Desa di Kecarnatan Dullah 
Utara, kecuali Desa 
Dullah Laut yang Jetaknya 
di pulau terpisah. 
Masyarakat Desa Du!lah 
Laut rnenggunakan 
Pernbangkit Listrik 
Tenaga Surya (PLTS) 
sebagai penerangan. 

- Terdapat 12 Sekolah 
Dasar (SD) yang tersebar 
di seluruh Desa di 
Kecarnatan Dullah Utara, 
Sekolah Lanjutan Tingkat 
Pertarna (SLTP) 
berjurnlah 5 dan berada di 
desa-desa tertentu saJa, 
tetapi sernua Desa rata
rata bisa rnenjangkau 
fasilitas SL TP yang ada 
dan 4 Sekolah Lanjutan 
Tingkat Atas (SLTA) 
yang terletak di Desa 
F iditan, Desa T arnedan, 
dan Desa Dullah. 

- Di Kecarnatan Dullah 
Utara terdapat I 
Puskesrnas, 4 Puskesrnas 
Pernbantu, 9 Poskesdes. 
Sedangkan untuk tenaga 
kesehatan, terdapat 4 
dokter, 13 rnantri 
kesehatan, 17 bidan, 19 
dukun terlatih dan 18 
dukun yang tidak terlatih. 

Observasi tanggal I 0 s.d. 14 
Juli 2013 di Kecarnatan 
Pulau-Pulau Kur 

Hasil observasi: 
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jembatan 
an tar 

- Tersedia dermaga tambat 
kapal ferry. 

- Kondisi jalan di 
Kecamatan 
begitupun 

Ibukota 
baik, 

dengan 
sehingga beberapa desa 

mempermudab 
aksesibilitas masyarakat. 
T ersedia juga jalan lingkar 
yang menghubungkan 
antar desa-desa terluar 
dari Kota Tual. Untuk 
beberapa desa yang Jain 
sedang dilaksanakan 
peningkatan kualitas jalan. 

- Terdapat 3 armada kapal 
penyeberangan yang 
melintasi wilayah 
Kecamatan Pulau-pulau 
Kur yaitu: KMP. Tanjung 
Madlahar, KMP. Teluk 
Cendrawasih II, dan KMP. 
Lobster dengan rute Tual
Tayando-Kur pulang 
perg1. Frekuensi 2 kali 
dalam seminggu. 

- Terdapat PLIK (Pusat 
Layanan Internet 
Kecamatan) pada Kantor 
Camat Pulau-pulau Kur, 
Jasa J\kses 
Telekomunikasi dan 
Informatika di daerab 
Perbatasan dan Pulau 
Terluar (Telinfo-Tuntas) 
KPU/USO tepatnya di 
Desa Fatbuak. 

- Sumber air minum utama 
yang digunakan 
masyarakat Pulau-pulau 
Kur adalab sumur. Mereka 
Juga menggunakan au 
hujan sebagai sumber air 
mmum ketika mus1m 
hujan. Terdapat beberapa 

16/42098.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



252 

bak penampung berukuran 
besar yang dibangun 
pemerintah sehingga dapat 
menampung kebutuhan 
air mmum masyarakat 
setempat. 

- Belum semua desa di 
Kecarnatan Pulau-pulau 
Kur teijangkau listrik 
PLN. Guna memenuhi 
kebutuhan listrik 
pemerintah menyediakan 
Pembangkit Listrik 
Ienaga Surya dan Ienaga 
Diesel, diantaranya 
terdapat di Desa Sermaf 
dan Desa Mangur. 

- Ierdapat II Sekolah 
Dasar (SD) yang tersebar 
di seluruh Desa di 
Kecamatan Pulau-pulau 
Kur, Sekolah Lanjutan 
Iingkat Pertama (SLIP) 
berjumlah 4 dan berada di 
desa-desa tertentu saJa, 
tetapi semua Desa rata
rata bisa menjangkau 
fasilitas SLIP yang ada 
dan 2 Sekolah Lanjutan 
Iingkat Atas (SLT A) 
yang ter letak di Des a 
Iubyal dan Desa Kanara. 

- Di Kecamatan Pulau
pulau Kur terdapat I 
Puskesmas, 3 Puskesmas 
Pembantu, 4 
Polindes!Poskesdes. 
Sedangkan untuk tenaga 
kesehatan, terdapat 2 
dokter, 19 mantri 
kesehatan, 3 bidan, 5 
dukun terlatih dan 24 
dukun yang tidak terlatih. 

Observasi tanggal 15 s.d. 16 
Juli 2013 di Kecamatan 
Dullah Selatan 
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Hasil observasi: 
- Desa-desa dalam wilayah 

Kecamatan Dullah Selatan 
dapat dijangkau dengan 
kendaraan darat dengan 
desa terjauh yakni Desa 
Dumar, hanya Desa 
Dusun Pulau Ut dijangkau 
menggunakan kendaraan 
!aut. 

- Kondisi jalan baik di 
lbukota Kecamatan 
maupun desa-desa lainnya 
sangat baik 

- Terdapat pelabuhan !aut 
yang melayani pelayaran 
kapal Pelni dan dijadikan 
sebagai pelabuhan peti 
kemas. 

- Terdapat PLIK (Pusat 
Layanan Internet 
Kecamatan) pada Kantor 
Camat Dullah Selatan. 

- T erdapat pembangunan 
J aringan-jaringan a tau 
saluran sanitasi pada 
setiap pemukiman 
penduduk tertata dengan 
baik. 

- Sumber air minum utama 
yang digunakan 
masyarakat Dullah Utara 
adalah sumur. Beberapa 
JUga menggunakan arr 
ledeng dari PDAM. 

- Sumber penerangan Iistrik 
PLN menjangkau semua 
Desa di Kecamatan Dullah 
Utara, kecuali Dusun 
Pulau Ut yang letaknya di 
pulau terpisah. 
Masyarakat Dusun Pulau 
Ut menggunakan 
Pembangkit Listrik 
Tenaga Surya (PLTS) 
sebagai penerangan. 

- Terdapat 20 Sekolah 
Dasar (SD) yang tersebar 
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di seluruh Desa di 
Kecarnatan Dullah 
Selatan, Sekolah Lanjutan 
Tingkat Pertarna (SLTP) 
berjurnlah 6 dan berada di 
desa-desa tertentu saJa, 
tetapi sernua Desa rata
rata bisa menjangkau 
fasilitas SL TP yang ada 
dan 7 Sekolah Lanjutan 
Tingkat Atas (SLT A) 
yang terletak di Desa 
Taar, Desa Tual, 
Kelurahan Ketsoblak dan 
Lodar El, Perguruan 
Tinggi sebanyak 3 buah. 

- Di Kecamatan Dullah 
Selatan terdapat 2 
Puskesmas,- 2 Puskesmas 
Pembantu, I 0 Poskesdes. 
Sedangkan untuk tenaga 
kesehatan, terdapat 11 
dokter, 48 perawat 
kesehatan, 1 0 bidan, 44 
dukun ter1atih dan 10 
dukun yang tidak ter1atih. 

Penetapan wilayah Kawasan Perdagangan: 
berdasarkan kekhasan Kecamatan Dullah Selatan 
suatu wilayah da1am merupakan kawasan 
aktivitas sosial perdagangan. Hal ini nampak 
maupun ekonomi. dari adanya 3 buah pasar 

besar yakni Pasar Tual, Pasar 
Masrum, dan Pasar Lodar El. 
Jumlah tokolkios sebanyak 
1.429 buah yang letaknya 
tersebar baik di pasar itu 
sendiri maupun di lo kasi
lokasi pemukiman. Aktifitas 
perdagangan ini berkembang 
pesat JUga karena adanya 
Pelabuhan Laut yang 
melayani rute pelayaran 
Kapal PELNI dari Jawa
Sulawesi-Ambon-Tual-Papua 
pulang perg1 serta adanya 
aktifitas bongkar muat barang 
di pelabuhan dirnaksud. 
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Terdapat 3 Bank Pernerintah 
(BRI, BNI, BPTN) dan 2 
BPR (Bank Artha Graha dan 
Bank Danamon), 6 KSP dan 
14 koperasi lainnya. 

Kawasan Pertanian: 
Kecamatan Dullah Utara 
merupakan kawasan 
pertanian. Sektor pertanian 
merupakan sektor ekonomi 
utama yang menunjang 
kehidupan masyarakat di 
Kecamatan Dullah Utara, 
terutarna pertanian palawija. 
dari keseluruhan luas areal 
Kecamatan Dullah Utara 
sebesar 70,85 Km2

, yang 
digunakan sebagai areal 
pertanian adalah sebesar 
I 0,25 Km2 atau sekitar 15% 
dari luas areal. Desa Ohoitel 
misalnya, merupakan sentra 
sayur-sayuran di Kota Tual 
dan dipasok ke seluruh pasar
pasar di Kota Tual. Selain 
terkenal sebagai kawasan 
pertanian, di perarran 
Kecamatan Dullah Utara juga 
terlihat banyak aktifitas 
budidaya rumput !aut 
masyarakat seternpat. 

Kawasan Pesisir: 
Kecamatan Pulau-pulau Kur 
dan Kecamatan Tayando Tam 
merupakan kawasan pesisir. 
Hal m1 nampak dari 
atifitasnya yang bertumpu 
pada subsektor Perikanan. 
Subsektor ini meskipun 
sangat besar kontribusinya di 
Kecamatan Pulau-pulau Kur 
dan Kecamatan Tayando Tam 
tetapi masih didominasi o leh 
nelayan tradisional. Hal itu 
terlihat dari perahu yang 
digunakan, yang sebagian 
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besar Perahu tak Bermotor, 
dan alat penangkapan ikan 
utarna yang digunakan yaitu 
Pancing. Potensi wisata 
bahari sangat indah di 2 
kecamatan ini. Panorama 
bawah lautnya sangat indah 
dan menjadi tujuan para 
penyelam baik lokal maupun 
mancanegara. Di perairan 
Kecamatan Pulau-pulau Kur 
dan Kecarnatan Tayando Tam 
terlihat banyak sekali 
kegiatan budidaya rumput 
!aut. 

Kawasan lndustri: 
Kecamatan Dullah Utara 
merupakan kawasan industri 
karena di Kecamatan tm 
tepatnya di Desa Ngadi 
terdapat Perusahan 
Pengalengan Ikan (PT. 
Maritim Timur Jaya) dengan 
pasar ekspor sampai ke luar 
negeri. Lokasinya sangat luas 
dengan karyawan yang sangat 
banyak. Selain itu di Desa 
Labetawi juga berdiri Cold 
Storage dan Depo Rumput 
Laut. 
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DOKUMENTASI HASIL OBSERVASI 

Pembangunan Poskesdes Fitarlor, 
Kecamatan PP. Kur Kota Tual 

Pembangunan Rumah Dinas Perawat 
Puskesmas Tam, Kecamatan Tayando Tam 

Kota Tual 

Pembangunan Rumah Dinas Dokter 
Puskesmas Tam, Kecamatan Tayando Tam 

Kota Tual 
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Pembangunan Gedung Puskesmas Tam 
Ngurhir, Kecamatan Tayando Tam Kota 

Tual 

Pembangunan Rumah Dinas Perawat 
Puskesmas Ohoitahit, Kecamatan Dullah 

Utara Kota Tual 

Pembangunan Gedung Puskesmas Warkar, 
Kecamatan PP. Kur Kota Tual 
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Pembangunan Gedung Puskesmas Yamru, 
Kecamatan Tayando Tam Kota Tual 

Rehab SDN Kilsoin, Kecamatan PP. Kur 
Kota Tual 

Rehab SDN Warkar, Kecamatan PP. Kur 
Kota Tual 
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Rehab SMA Negeri Kur, Kecamatan PP. 
Kur Kota Tual 

Rehab SDN Kanara, Kecamatan PP. Kur 
Kota Tual 

SMP Negeri 1 Kecamatan PP. Kur Kota 
Tual 
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Pembangunan Rumaih ., ....... J:ablttan 
Kepala SMA Negeri Tayando, Kecamatan 

Tayando Tam Kota Tual 

Pembangunan Rumaih Dinas Jabatan 
Kepala SMA Negeri Kur, Kecamatan PP. 

Kur Kota Tual 

Pembangunan Jembatan Penghubung antar 
Pulau di Kecamatan PP. Kur Kota Tual 
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Pembangunan Jalan Lingkar di Kecamatan 
PP. Kur Kota Tual 

Peningkatan Jalan di Kecamatan Tayando 
Tam Kota Tual 

Peningkatan Jalan Raya Ohoitel, 
Kecamatan Dullah Utara Kota Tual 
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Pembangunan Bak Penampung dan 
Jaringan Pipa Ohoitabit, Kecamatan Dullah 

Utara Kota Tual 

Peningkatan Jaringan Air Bersih Desa 
Dullah, Kecamatan Dullah Utara Kota Tual 

Pembangunan Bak Penampung Air Hujan 
Desa Kaimear, Kecamatan PP. Kur Kota 

Tual 
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Pembangunan Bak Penampung dan 
Jaringan Pipa, Kecamatan Tayando Tam 

Kota Tual 

Peningkatan Jalan Taar Belakang, 
Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual 
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Peningkatan Jalan Duson Mangon, 
Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual 

Rehabilitasi Pasar lkan, Kecamatan Dullah 
Selatan Kota Tual 

Pengadaan Lampo Jalan PLTD, Kecamatan 
Dullah Selatan Kota Tual 
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Pengadaan Lampu Jalan PLTS, Kecamatan 
Tayando Tam Kota Tual 

Pembangunan Cold Storage Desa Labetawi, 
Kecamatan Dullab Utara Kota Tual 

Pembangunan Depo Rumput Laut Desa 
Labetawi, Kecamatan Dullab Utara Kota 

Tual 
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PROGRAMIKEGIATA.~ SKPD KOTA TUAL DALAM 
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN 

SELAMA TAHUN 2011-2013 

1------l f----l I-- 1-------1 

1-------H-----i I-- 1---

1-------l!------l I-- 1-----
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Lampiran 9 

KEPUTUSAN WALIKOTA TUAL NOMOR 08-d TAHUN 2011 
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN TIM 

SEKRETARIAT PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA 
TUAL 

WALIKOTA TUAL 

KEPIITIJ$AN WALIKOTo\ TUAL 
11011011 "'-.LTo\HUN 2011 

lt:NTAHG 

PBIIBEN'IUI<o\llW K~UI DAN 'IIIII SEKRETARIAT -· ,.NB_.. 
KEMJIICIU.N KOTA TLW. 

Wo\IJKOTA TUAI.., 

8. ------ 15-,_ Re,.- ·-- - 15 T.,_ 2010 dan 
---Oiiam~Nconor42T8hUn2010,._23 
T~-rm-~ 

- Proplnoj dan -· I I Kola,-- IWigka P!lt:etA4an Penlggulangan dan Peintle~ a Ken.U•t di 
K<* Tual """' -llm - dan Ttm S .. o_iat 
~Ka•-'*'KalaTual; 

b. -----.-.............. .., 
ini ...... ., ....., dan - -- - ......,.... 
sebegei Ttm - diWI Tin SekJemriat FW• Will pn Kemilkil•• I(Qia Tual; 

e. ----padoluuladanb-."""' 
........... dongan Kepili ... -TuoL 

1. ~- 60 T.,_1958lenllwiQ
Oaeraft S\uatsntra TJngbll I MINku dallm 08anltl S :aiS&dra 

tingkol 1- Wloirodi o.noJi - Tlngbl I Molulw 
( L....-.. .._,. ~ kodui- T.,_ 111!58 Nconor 
111. Tamt.t.\ lembenln Negiln ~ kiCb c&lt Nomor 
1645) 

2. Undlng - Undlwig Nome.- 60T.,_ 1992 -.g 
.,..__. ~ dan p~ -.rvo 
SejsiMrll, 

3. Undang - Undang Nomor 17 T .... n 2003 -.g Ka.ngon 
"-"' ( L....-.. Negore Tohun 2003 -47,T
Lembanin .._,._ 42ll6) 

4. ~-11 ...... 2004-.gPerbondahoraan 
"-"' ( Lembanln "-"' Tahun 2004 Nconor 5, T
~"-"Nconor4355) 

5. ~ - 10 l8liun 20041enlaig -
- Perundang- Undoolgan ( L....-.. .._,. Tohun 
2004- 53.T- L....-..Negoro-4389) 

6. Undang - Undong Nconor 15 Tahm 2004 Tenllo!g 
- Pengelolaan dan PerlanggtJng _,_, 
Keloingan Negara ( Lembanln Negn Taloin 2004 Nconor 
12s. r..- L....-.n Negn Nconor4400 ); 

• 
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• 
7. Undang • Undang Hornor 32 Tahun 200( Tflnllln9 

Pemerintalwl Daarah( Lembanlll Negara Tahun 200( Hamor 
125, Tanbahan lernbaw:t Negara Hornor 4437); ~,,. .. 
llllah dlubllh bebencpa kal tar8khlr dengan Undang - Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, TlllilblltMrl L..-ran Negara 
Nomor4&M); 

8 Undang • Undang Nomor 31 Tahun 2007 Ten18ng 
Pembanlukan Kola Tual cl Prowinli Mamlw (Leult&ac Negara 

274 

Replb8t lndal ll'a Tllliun 2007 Nomor WT, Tanbahaoc .-
lanlt&ac Negara Republic: Indo! 1 r' Nomor 4747); 

9. Peraturan PN~ideot Repulllik lndolr r'! Hornor 15 Tahun 2010 
1Bnlang peocepoton Perwtggulengen ~; 

10. Penllulan Menleri Dalan Negeri Nomt 42 Tllhun 2010 
1enSar4J Tm Koon:linasi Penaggulangan Kemilldnalt Pmplnsi 
dat Kabupalen Kala; 

11. PenMan PacMlilnlah Nomor06 Tahun ~988 tentang I<Doldinai 
~ lnstansi Vertilall eli Oaerah; ( leiclDalat Negara 
Rep *'lit< lndol a lz Tatwn 1988 Namor 10; Ta nbo#i8it 
LembaiaJ Negara Repblk lndcn ' Namcr 3373 ); 

12 Penllulan Pelro&rinlah Nomor 21 Tahun 1952 lenlang 
Pengek:l a • f'etcelllt&Jgan Keluarga Sejatllaa; 

13 PenMan pemer'dah Nomor 21 Tahun 1994 tentang 
Peu~ ta an P~ l<ependudukan; 

14. Peraluran Pa rte1 udall Nomor 6 Tlltlun 1966lenlang Kegialan 
lnstansl Vellical eli Ollerah 

15 Peraturan P-kdatc Nomor 38 T ahun 2007 tentang 
PenttJegilit 1m- Plllcitiihda16t Anlanl peocllllit11h, 
Pav6bllada o.ah Provinsi dan PenaitWt Daerah 
~ (LIIIclt&ac Megara Repub1l< lr:dor • Teliun 
2007 Nomor 82, Temblllcan lernbonn Negaa Repubtik 
~ Nomor4737); 

16. l'lllaluran Plllcejclah Nomor 58 Tahun 2005 temang 
Pill- I II l<llua'IJIIII Daenltc (l.el'nbera\ Nega1J Tahun 2005 
Nomor 140, TMttbahen Lembaran Negai1l Nomor 4578) 

17. P-...an Deenlh Kala Tual Nomor 03 Tahun 2008 \enlang 
Organisasi Dan Tala Kaja 1..emtc rge Telutit Oeer1llt (lerclt&Bit 
daelah Kola Tual Tahun 2008 Namor 03 Seri D); 

18 Ptll1llural\ Dael'8lt Kola Tuel Nomor 01 Tahun 2011 fenlang 
Anggaran Pee wlajiJIIIait dan Belanja Dael'8lt Kola Tuel Tahun 
Anggaran 2011 ( l..embaran Daecatt Kola Tual Tallun 2011 
Nomor 10, Tambeltan lernbaran Megan Nomor 102 ); 

1. Sural Menteri Dttem Negeri Nomor 412.6/3186/SJ Tanggal 14 
Den libel 2009 Perihal Tllldai L.anjul Penllnggulangan 
Kemilkinan. 

2. Sural Uen1leri Da1an Negeri Nomor 740/1045/PMD T811QQ81 2 
Maret 2011 tentang Penyampaian L.aponcn Pencbenblkain dan 
Penyempumaan TKPK PiOYinsi dan Kabupalen I Kala 
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• 
IIEJIUT\JSKAN : 

Membenluk Tm KooRfinaei clan Tm Sekrelarial Penanggulangan 
Kemisl<inan Kala Tual dengan 11USU1W1 ._.ggolaall)tl 
sehagai1-lercanlum daBn lampiran Kepdl~ ini. 

Tim ......,..,... dimaksud peda J:lilcUn PERTAMA di8l:ll$ 
ll1ei11IIUfiYII tugas: 
a. t'r'Biukan koanlinasi ~ kiernilklnan cl Kala Tual 
b. Mengendalilcan pelak.- penanggulangan kaNIItinan di 

KotaTual 

UniUit melaiCsanakan lugas sehag•••• dimalcsud pada OilcUn 
KEOUA dlatas, Tim menyelenggarabn clan me1a1cs1Nkan fungsi : 
a. l'lailgUIQ&i ' M Penyusunan SPI<D Kala Tual sebagai dasar 

Periyulunan RPJMO Kala Tual di bidang "-''lguuangan 
Kernisldnan 

b. Pengorganlsasle SI<PD atau gabungan SKPO Bidang 
Penanggulangan l<t!misldnan dalam hal J)III1YII8UI*I rencana 
Slnllagi SI<PO; 

c. Petlg0!9BI"Bnian SKPO alau gabungan SI<PO biclang 
penenggulangan kemisldo-.n c1a1am hal penyuaunan i811t811Qa11 
RKPO 

d. Pengcaganiwsian SKPO a1au gabungan SKPO bidang 
penanggulangan kemlsldnan dalam hal penyiJ9UIIIM1 rencana 
keoja SI<PO. 

e. Pet1g01ga 'mian EMilluMi ~ pei\JIIUM ~ 
1811C8118 Pambangunan Daerah bidang penenggulangan 
kemisldo 11111. 

f. Pengendaian, peonarllau8n, supenrisi, clan tindak .... terhadap 
peo• BJ · n tujuan poogtam clan kegialan ~ 
kemi&kinan agar_,; dengan kebijakan plliNlengunm daerah; 

g. Pengendafian, pemanrauan pefabanaan kelompolt prog1a n 
peooanggulangan kamlslcinan oleh SKPO yang melipuli ,..,.,asi 
pencapaian target, penye!"llPWI dana . dan ker•l I 11 yang 
dtla6apa\, 

h. Penyusunan t.sll pemantauan pelaksa1881l pragian clan atau 
kagiatan p10g1an penaiggulangan kemisklnan .-a periodik; 

i. Pangandalian Evalua8i ~ Prqpwn dan atau kagilllan 
penanggulangan ~an 

j. Pengeudar.. pengeduan maeyaakat bidang peo1811Q811811 
pei181Q11Uiangan kemiskinan dan 

k. Penyiapan laporan ~ clan pencapaian poogoam 
petia1g9Uiangan kemisklnan kepada Waikota Tual clan TKPK 
Propinsi. 
Oalam melakiiiinakan lugas dan li.mgei sebagaimala dimakllud 
pada DIKTUM ke Oua dan J<e TIGA , Tm Koonlinasi dan 
Selcoet8riat Penanggulangan 1<emiskinan Kola Tual meugadal<en 
rapat aecara ben<ala sekurang - kuralgllylll3 ( tiga ) Wan sekali 
atau aesuai kebuluhan; 

Sekn!lwiat Tm Koordinasi Penanggulangan J<emiskinan Kola Tual 
belkeducltAran pada Baden Pemllefda)aan Mas)wakat dan 
Pen~e~i,....., Oesa Kola Tual. 
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• 
OaiMI molatsanabn tugao ~ ~ pada Dii<1Um 
KEOUA, Tm bertanggung jawab kepada Walikola Tual metelui Wakl 
W....... Tual Selalw KeWe Tm Kuotdinasl ~ 
Kemlsldo•• Kola T ual. 
0engan tli' ... &j43Wtya l<"!llllt-.lni, mel<a Kepo1tu_. waM<cla Tual 
Nomor 128 Tallun 2010 tenl8ng Perubahan l'ernllenUan Tm 
t<ooRiinai c&t Tm Selalllaial Penanggutangan l<elt..,...,. Kola • 
Tual clrr,clalwc- bellllw. 
Segala blaya y;q lllniU ..... ~ ~ lni 
dlbebellllan pada Anggoran ~· Dan ~ llaec8lt Kola 
Tual. pada SI<PD mastng -ITIIIIIng; 
t<epm..., ini muilli biWIIku pada ~ Jll 7 

..... dangan 
,_.... ...,.. dlllmudiM £ai ............... dllam 
... 1Jjiii111Y8IIIcal dle'ot*-' pembeiUilln lebagai-~7 

Dllalli.,-811 dl : T ual 

.-=::;;:...~P-Illngglll :~ .1erto8i 2011 

TEMB!J§AN dlsampail<an kepada Ylh : 

17 Bapak Wakil Preeiden aelllku t<etua T m Na$ioanal Pen;epalau Penanggulangan 
t<emiSkinan di Jakat!a 

2, Bapak Menleri Kuot .. ,_ Bidang ~ Raky81 di "'*-
37 Bapak Menleri o.:.m Negeri di ,.._ 
47 Oifei<Wf Jendera£ Pentb&do) .... Mas)aalcat c&t Desa di .-uo 
5, 5el<jen PemberclayMn llaoyerakalc&t Desa di Jakal1a 
62 S<*i-ial Tm Naoic.&Ptocapalau ~ ~ JIJalulrla 
7 7 Gullerltw Malulw di Ambon 
87 t<etua OPRD Plovln8i Malulw di Ambon 
97 K8pal8 lli'MPO l'ta!>iSUeiulwdiAmban 
107 t<apala Bapada Propinoi Malulw di .Ambcnl 
11, Katua OPRD Kola Tual, eli T ual; 
12: Sek.-is Oaerah Kola Tual, dl Tual; 
137 Kspala Bapeda Kola Tual dl Tuel 
147 lnspelaur Kola Tual, eli Tuel; 
157 t<epala BPMPO t<ota Tual di Tual 
167 t<epala BPK&AO Kola Tual di Tual 
177t<epala Bagian Hukum clan Olagui=i Ko1a Tual di Tual 
187 Yang befsangkulan untuk dilaksanakan7 
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Lampiran 10 

Surat Keterangan Kepala UPBJJ-UT Ambon No. 813/UN31.51/LL/2012, 
TanggallO Oktober 2012 tentang Surat Keterangan Pengumpulan 

Data dan lnformasi Penelitian 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

UNIVERSITAS TERBUKA 
Vol: p- ...... ~-- (\ll'IW-llT).._ 

Jl-Ui 1 1£~-97231 
Tdcpoor. otll-36134», Fobialile: 0911·3613114 

t...m.l: at .............. id 

SlfRA T KEITRANGA!II 
Noa~or: 8U/{JN31.SIILL/2ll12 

Kepala Unit Progr.un Bel >Jar Jarak JIWh Univusilas T <tbuka Ambon. dolpn ini 

~ hahwa ~ .. S:! \Jnh·<TSiw Terbukl. Yllll1! -·~ 
...:lang melahanakan pendition dan pcapmpulan dora umul Tusas Akhir l'n>@nun 

~logiSI« (TAPMJ dcnpn jodultertulis pada lampiran ini pada kolomjvdu/ T.iPM 

sdwlum BTR(!Jimbingan Tesi!i Rui<kmialj I. Namun dolam kegilllan Seminar 

Prol'Q081 pada tBngpll 15 dan 16 Septcmh<r 2Q 12, temyata ada pcnd>ah>n jlldul atas 

""""' pembimblngnya. se~ judul proposolnya menj•di t<ttulb< poda kolom JIHIJd 

TAPM wdllb BTR I. 

llntuk itu kami mohon banlUan Bapak1bu ..-beri ijin ktpada mabasiswa )'Oil!! 

bcrs.-mgi;.utan WJ1\lk dapal m.cngumpulkan data /infonnasi $C$UOii kchutubannya pada 

instan,;i }'llllll Bapak.!Jbu pimpin. 

!kmiktan ~ kctcrangan ini dikrikan.. atas ban1uan, dukungan dan k<tjasama y~ 

haik, kami sampaik.an terin:u kasib. 

Ambon. ID Oktober 20 I 2 

~~· 
~ 

Drs. Supliiomo. C.B. M.Si 
~1P.J95210221982031002 
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I .JUUU.L.l.tt.rll'lo3J!.Dt!.LoUMDiftJ. oiUlll 

16 Anallsis Kobijakan Pemorintah Daetah Kabupaton lmplomontasi 
tontana Proaodur Pongobatan Ponsobatan Oralis di Rumah SAI<it Urnwn Daerah 

an tara 

Oood Governance (Studi Kasus 
~ Kolahiran di Kocarnatan Koi 
Kabupaten Maluku Tenggara) 

' 

terbadap Struktur 
Maluku Tonggara 

yang 
Wilayah pada Daerah Otonorn Baru 
Kota Tual Provinsi Maluku) 

Karel Sadsuitubun Langgur Kabupaten Maluku 
Tenasara 

Ti®k menga/ami perubahan judu/ 

Kebljakan Pengembangan Wllayab pada 
Daerah Otonom Baru (Siudl Kasus Kola Tual 
Provln.sl Maluku) 

(. 
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Lampiran 11 

Surat Keterangan Izin Penelitian Kepala Badan 
Kesbangpolinmas Kota Tual, Nomor 070/170/2013, 

Tanggal3 Juni 2013 

~ 
PEMERINTAH KOTA TUAL 
BADAN KESATUAN BANGSII POLI11K DAN UNMAS 

lalonCGJohNadollo.J17pffux 10916}12364 

Berdasarkan Sural Keputusan Oirektur Program Pasca Saqana Universitiis T erbuka Nomor : 
8833/IJN 30.4/Kep/2012 Tanggal 21 Juni 2012 - Sural Direldur Pps. UT - Direldur llidang 
Akademik Nomor: 15447/UN 31.4/AK/2012 tanggal 19 September 2012 perihal tzin Penelitian, maka 
pacta prins4pnya kami bdefc ~tan untuk rnemberikan lzin kepeda : 

Nama 
Nim 
Semester 
Program Studi 

Judul Penelitian!Skirpsi 

lokasi 
Wakl!J 

: MAHMUD MUHAMMAD TAMHER 
: 016759906 
: Terakhir 
: Magis1er llmu Administrasi Bidang Minat Administrasi 

Publik Univen;iats Terbuka (MAP-UT) 

: KEBJJAKAN PENGEIIBANGAN WII.AYAH PADA 
DAERAH OTONDIW BARU (STUDI KASUS KOTA 
TUAL PROVINSIIIALUKU} 

: Kota Tual 
: 2(Dua) Bulan/ Hingga Selesai 

Sehubungan dengan maksud tersebut diatas maka datam pe&aksanaannya agar memperhatikan hal-hal 
sebagai beril<ut : 

a. Melaporkan kepada lnstansi terkait untuk mendapatkan petunjuk. 
b. Mentaati semua ketentuanlperaturan yang bertaku. 
c. Surat lzin ini hanya beriaku bagi kegiatan Penelltian. 
d. Todak menyimpang- maksud yang diajukan serta tidak keluar- lokasi Penel-
e. Memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama petaksanaan kegiatan bertangsung. 
f. Memperflatikan dan mentaati budaya dan adat istiadat setempat. 
g. Menyampaikan 1 ( sahJ ) 11!kaman/oopy hasil Penelilian dimaksud kepada Pemerintah Kola: Tual, 

melalui Baden Kesbangpol dan linmas Kota Tual pada saat mengambil surat keterangan setesai 
melaksanakan Penetilian. 

h. Surat lzin ini bertaku sampai dengan tanggal 4 Juni 2013 sJd 4 Agustus 2013 

Dianjur1<an Kepada Camat, Pihakllnstansi terkait agar dapat memfasilitasi dan membantu membertkan 
data serta informasi yang terkait dengan kegiatan penelitian dimaksud; 

Oemikian Surat lzin ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya. 

Dikefuari(an di : T ual 
Pada tanggal : 3 Juni 2013 

a.n. WALIKOT A TUAl 

T.,.,..!f!!! ~ kepada Ylh; 
1. Walikola Tuai di Tual ( sebegai laporan ) 
2. Wakil Wa1ikota Tuat eli Tual 
3. lnspektur Kota Tual di Tual 
<4. Oirektur Pps UT Tangerang ~ di Tangerang Seiatan 
5. Kepala UPBJJ Ambon di Ambon 
6. Yang Bersangto.tan 
7. Arsip. 
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Lampiran 12 

Surat Keterangan Selesai Penelitian Kepala Badan 
Kesbangpolinmas Kota Tual Nomor 070/006/SKSP/2013, 

Tanggall8 Juli 2013 

PEMERINTAH KOTA TUAL 
BADAN KESATUAN BANGSA POLmK DAN UNMAS 

]alan Gajah Mada No.1 71p/Fax (0916}22364 

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Polttik dan Perlindungan Masyaral<al Kola 
Tual dengan ini menerangkan bahwa : 

Nama 

NIM 

Program Studi 

Judul Penelttian/Sl<ripsi 

Lol<asi 

· MAHMUD MUHAMMAD TAMHER 

: 016759906 

: Magister llmu Administrasi Bidang Minai 
Administrasi Publik Universitas T eriluka (MAP
UT) 

: • KEBIJAKAN PENGEMSANGAN WJLAYAH 
PADA DAERAH OTONOII BARU (STUD/ 
KASUS KOTA TUAL PROVINSI MAUJKU" 

: Kola Tual 

Telah melaksanakan Kegiatan Penelitian Pada Wolayah Kola Tual. terhilung mulai 
tanggal4 Juni 2013 sld t 7 Juli 2013 dengan baik. 

Demikian Sural Keteranganini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan 
sebagaimana mestinya 

Tembusan disampaikan kepada Yfh: 

Oikeluarkan di 
Pada Tanaaal 

1. DireldurPp!Hlt Tangerang Se/atan di Tangerang Selatan 
2. KepaiB UPBJJ Ambon eli Ambon 
3. Yang Bersanglcutan Untuk Diketahui 
4. Arsip 

: Tual 
: 18Juli 2013 
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Narna!NIM 

Tempat dan Tanggal Lahir 

Jenis Kelamin 

Anggota Keluarga 

Alamat Rumah dan Telp. 

No.Hp. 

Alamat E-mail 

Pengalaman Pendidikan 

Pengalaman Pekerjaan 
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Lampiran 13 

BIODATA PENELITI 

Drs. H. Mahmud Muhammad Tamher 
/016759906 

TuaL II Juni 1946 

Laki-laki 

- Istri: Rubiyanti Tamher 

- Jumlah Anak 4 (empat) orang 

Jalan BIN Indah Kelurahan Lodar El, 
Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual 
Provinsi Maluku. 

08521011I6I6 

mmtarnher@yahoo.com 

SD Negeri I Tual, Lulus Tahun I959 

SMP Negeri Tual, Lulus Tahun I962 

SMA Katolik Sanata Karya Langgur 
Lulus Tahun I 965 

Sarjana Muda Fekon Universitas 
Pattimura Ambon, Lulus Tahun 1972 

Sl Fekon Universitas Hasanuddin 
Makassar, Lulus Tahun 1984 

a. Diangkat sebagai PNS Tahun I 972 

b. Kepala Dinas Pendapatan Daerah 
Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 
1974-1980 

c. Tugas Bela jar Tahun 1980-I 984 

d. Kepala Dinas Pendapatan Daerah 
Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 
I984-I990 

e. Ketua BAPPEDA Kabupaten Maluku 
Tenggara Tahun I990-I997 

f Ketua DPRD Kabupaten Maluku 
Tenggara 1997-1999 

g. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Maluku 
Tenggara Tahun 2004-2008 
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h. Penjabat Ketua DPRD Kota Tual Tahun 
2008 

1. Walikota Tual Masa Bakti Tahun 2008-
2013 

J. Walikota Tual Terpilih Masa Bakti 
Tahun 2013-2018. 

Tual, 20 September 2013 

Peneliti, 

Mahmud Muhammad Tamher 
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